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Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat
dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Semester I Tahun 2026 Sekretariat
Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan dapat disusun dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Semester I Tahun 2026 ini merupakan bentuk
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat
Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam mendukung pencapaian sasaran
strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan serta Kementerian
Kesehatan. Laporan ini disusun sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta mengacu pada Perjanjian Kinerja
Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2026.

Laporan ini menyajikan informasi mengenai capaian sasaran kegiatan, pencapaian
indikator kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, realisasi anggaran, serta
analisis atas faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian kinerja selama Semester I
Tahun 2026. Selain sebagai bentuk akuntabilitas kepada para pemangku
kepentingan, laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan
kebijakan, peningkatan efektivitas pelaksanaan program, dan penguatan tata kelola
organisasi pada Semester II Tahun 2026.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh unit kerja,
pemangku kepentingan, serta seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan yang telah memberikan dukungan dan kontribusi
dalam pelaksanaan program, kegiatan, serta penyusunan laporan ini. Kami
menyadari bahwa laporan ini masih memerlukan penyempurnaan, sehingga
masukan yang konstruktif sangat diharapkan untuk meningkatkan kualitas
akuntabilitas kinerja organisasi pada masa yang akan datang.
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Laporan Kinerja Semester I Tahun 2026 Sekretariat Direktorat Jenderal SDM
Kesehatan disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja
Tahun 2026 serta penggunaan sumber daya dalam mendukung Program Dukungan
Manajemen. Laporan ini menyajikan hasil evaluasi terhadap pencapaian indikator
kinerja, pelaksanaan Rincian Output, pengelolaan anggaran dan efektivitas
pemanfaatan sumber daya selama periode Januari sampai dengan Juni 2026.

Secara umum, pelaksanaan Program Dukungan Manajemen telah berjalan sesuai
arah kebijakan dan tahapan yang direncanakan. Indeks Kualitas SDM Direktorat
Jenderal SDM Kesehatan telah mencapai 84,47 atau 100,56% dari target 84,
sedangkan Nilai Kinerja Anggaran mencapai 51,53 atau 55,56% dari target Perjanjian
Kinerja sebesar 92,75. Indikator lainnya masih dalam proses pengukuran karena
mengikuti mekanisme survei, pemutakhiran nasional atau penilaian resmi oleh
instansi yang berwenang.

Hasil evaluasi semester I menunjukkan perlunya percepatan pelaksanaan anggaran
dan penyelesaian Rincian Output, penguatan pengelolaan kinerja dan kompetensi
pegawai, penyempurnaan penerapan manajemen risiko, serta peningkatan
monitoring dan evaluasi. Langkah tersebut menjadi fokus Semester II Tahun 2026
untuk memastikan seluruh target Perjanjian Kinerja dapat dicapai secara optimal.

Indikator Kinerja Kegiatan
Target

PK 2026
Capaian/
Progres

Semester I

Status Ringkas

Indeks Kepuasan Pengguna
Layanan Ditjen SDM Kesehatan

87 0
Survei dilaksanakan
pada Semester II

IKHTISAR EKSEKUTIF
Ringkasan capaian kinerja, pengelolaan anggaran dan arah tindak
lanjut Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan Semester I

Tahun 2026

Gambaran Umum

Ringkasan Capaian Kinerja Utama

Pelaksanaan Perjanjian Kinerja Semester I Tahun 2026 diukur melalui lima Indikator Kinerja
Kegiatan. Sampai dengan akhir Semester I, Indeks Kualitas SDM Direktorat Jenderal SDM
Kesehatan telah melampaui target, sedangkan Nilai Kinerja Anggaran masih menunjukkan
nilai progresif sesuai tahapan pelaksanaan anggaran. Tiga indikator lainnya belum memiliki
nilai capaian resmi karena pengukurannya mengikuti pelaksanaan survei, reviu APIP atau
pemutakhiran nasional sesuai siklus penilaian masing-masing.



Indikator Kinerja
Kegiatan

Target PK
2026

Capaian/Progres
Semester I

Status Ringkas

Nilai Kinerja Anggaran
Ditjen SDM Kesehatan

92.75 51,53 atau 55,56%
Nilai progresif;
perlu percepatan
Semester II

Indeks Kualitas SDM
Ditjen SDM Kesehatan

84 84,47 atau 100,56%
Target telah
tercapai

Nilai Maturitas
Manajemen Risiko
Ditjen SDM Kesehatan

4
Nilai resmi 0;
penilaian mandiri
Set.Ditjen 4,39

Menunggu reviu
dan penetapan APIP

Persentase
Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan BPK yang
Telah Tuntas
Ditindaklanjuti

95%
Nilai resmi 0;
progres Ditjen
95,24%

Menunggu
pemutakhiran
nasional dan
validasi T+1

Target kelima IKK dalam PK Tahun 2026 masing-masing sebesar 87; 92,75; 84; 4; dan 95%.
Indeks Kualitas SDM telah mencapai 84,47 atau 100,56%, sedangkan NKA berada pada nilai
51,53. Untuk manajemen risiko, capaian resmi masih 0  (NA) dan penilaian mandiri Setditjen
mencapai 4,39. Adapun progres tindak lanjut BPK tingkat Ditjen mencapai 95,24%, tetapi nilai
PK masih menunggu validasi nasional.

HIGHLIGHT SEMESTER I TAHUN 2026

1. Kinerja Organisasi

✔ 5 Indikator Kinerja Kegiatan menjadi dasar pengukuran kinerja Semester I Tahun 2026.
✔ Indeks Kualitas SDM telah melampaui target dengan capaian 84,47 (100,56%).
✔ Tiga indikator lainnya masih menunggu hasil survei, reviu APIP dan validasi nasional
sesuai mekanisme pengukuran.

2. Pengelolaan Anggaran

✔ Nilai Kinerja Anggaran mencapai 51,53 pada Semester I Tahun 2026.
✔ Pelaksanaan anggaran masih bersifat progresif dan akan meningkat seiring penyelesaian
kegiatan Semester II.
✔ Fokus diarahkan pada percepatan pelaksanaan RO dan peningkatan kualitas
pelaksanaan anggaran.



3. Tata Kelola Organisasi

✔ Penilaian Mandiri Manajemen Risiko mencapai 4,39.
✔ Progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK Ditjen mencapai 95,24%.
✔ Nilai resmi kedua indikator ditetapkan setelah proses reviu APIP dan pemutakhiran
nasional.

4. Penguatan SDM
✔ Peningkatan kualitas SDM didukung penguatan kompetensi, disiplin dan kinerja
pegawai.
✔ Pengembangan kompetensi ASN menjadi fokus utama Semester II untuk menjaga
keberlanjutan capaian Indeks Kualitas SDM.

5. Fokus Semester II

✔ Percepatan realisasi anggaran dan penyelesaian Rincian Output.
✔ Penyelesaian indikator yang masih menunggu hasil survei dan penilaian nasional.
✔ Penguatan tata kelola, manajemen risiko,dan akuntabilitas kinerja.

Isu Strategis dan Arah Tindak Lanjut

Pelaksanaan kinerja Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa sebagian indikator kinerja
telah mencapai hasil yang positif, sementara beberapa indikator lainnya masih mengikuti
siklus pengukuran nasional yang penyelesaiannya dilaksanakan pada Semester II atau awal
tahun berikutnya. Selain itu, pelaksanaan program dan kegiatan juga dipengaruhi oleh
kebijakan pengendalian belanja pemerintah, penyesuaian struktur Rincian Output, serta
proses validasi data pada berbagai aplikasi pengukuran kinerja. Kondisi tersebut
memerlukan penguatan koordinasi, monitoring dan pengendalian agar target Perjanjian
Kinerja Tahun 2026 dapat dicapai secara optimal.



Memasuki Semester II Tahun 2026, Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan akan
memfokuskan upaya pada percepatan penyelesaian Rincian Output, optimalisasi realisasi
anggaran, peningkatan kualitas pengelolaan kinerja, penguatan implementasi manajemen
risiko, percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, serta peningkatan
kualitas data dan pelaporan kinerja. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu
memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan efektivitas dukungan manajemen dan
memastikan pencapaian sasaran kinerja secara berkelanjutan.

 Catatan Eksekutif

🎯 Kinerja Semester I Tahun 2026
Pelaksanaan Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan pada
Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa penyelenggaraan dukungan manajemen
telah berjalan sesuai arah kebijakan organisasi. Indeks Kualitas SDM telah melampaui
target Semester I, sementara indikator lainnya menunjukkan perkembangan yang positif
meskipun sebagian masih menunggu hasil survei, reviu APIP, maupun penilaian nasional
sesuai siklus pengukuran masing-masing.

⚠️ Tantangan Strategis
Pelaksanaan kinerja masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain percepatan
pelaksanaan anggaran dan penyelesaian Rincian Output, penyesuaian implementasi
kebijakan pengendalian belanja, penguatan kualitas data kinerja, serta penyelesaian
indikator yang memerlukan validasi dan penetapan oleh instansi berwenang. Tantangan
tersebut menjadi perhatian utama agar pencapaian target Perjanjian Kinerja Tahun 2026
tetap terjaga.

🚀 Komitmen Semester II Tahun 2026
Pada Semester II, Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan berkomitmen
mempercepat penyelesaian seluruh Rincian Output, meningkatkan kualitas pengelolaan
anggaran, memperkuat implementasi manajemen risiko dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan BPK, serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia melalui
pengembangan kompetensi dan penguatan sistem akuntabilitas kinerja. Upaya tersebut
diarahkan untuk memastikan seluruh target Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dapat dicapai
secara optimal serta memberikan nilai tambah bagi peningkatan tata kelola Direktorat
Jenderal SDM Kesehatan.



BAB I 
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional
yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal melalui
penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan berkeadilan.
Dalam mewujudkan tujuan tersebut, keberhasilan pembangunan kesehatan tidak
hanya ditentukan oleh penyelenggaraan pelayanan kesehatan, tetapi juga sangat
dipengaruhi oleh tersedianya sumber daya manusia kesehatan yang kompeten,
profesional, serta didukung oleh tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien,
transparan, dan akuntabel.

Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2025–2029, pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas
nasional untuk mendukung transformasi sistem kesehatan. Sejalan dengan hal
tersebut, Kementerian Kesehatan melalui Renstra Tahun 2025–2029 menetapkan
arah kebijakan pembangunan kesehatan yang berfokus pada transformasi sistem
kesehatan, termasuk penguatan tata kelola organisasi, peningkatan kualitas
pelayanan publik, penguatan akuntabilitas kinerja, serta pengembangan sumber
daya manusia kesehatan yang berdaya saing.

Sebagai salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan, Direktorat
Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya manusia kesehatan.
Dalam mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan berperan sebagai unit pendukung manajemen
yang melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber
Daya Manusia Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun
2025. 

Peran Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan menjadi semakin strategis
seiring dengan meningkatnya tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan
yang berorientasi pada hasil (result oriented government), tata kelola yang baik
(good governance), serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. Fungsi
perencanaan, penganggaran, keuangan, organisasi dan tata laksana, sumber daya
manusia, hukum, kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik
negara, manajemen risiko, reformasi birokrasi, serta dukungan administrasi lainnya
menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pencapaian sasaran
strategis Direktorat Jenderal SDM Kesehatan.



Sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),
setiap instansi pemerintah berkewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan
maupun kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan
fungsinya. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui penyusunan Laporan
Kinerja (LKj) yang memberikan informasi mengenai tingkat pencapaian sasaran,
indikator kinerja, penggunaan sumber daya, serta efektivitas pelaksanaan program
dan kegiatan selama periode pelaporan. Penyusunan laporan kinerja tidak hanya
merupakan pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi instrumen
evaluasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan
perbaikan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Laporan Kinerja Semester I Tahun 2026 Sekretariat Direktorat Jenderal SDM
Kesehatan disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja
Tahun 2026 serta sebagai media untuk mengevaluasi pencapaian sasaran kegiatan
selama periode Januari sampai dengan Juni 2026. Laporan ini menyajikan capaian
indikator kinerja, realisasi pelaksanaan program dan anggaran, analisis terhadap
faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian kinerja, efisiensi penggunaan sumber
daya, serta langkah-langkah perbaikan yang akan dilaksanakan pada Semester II
Tahun 2026. Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat menjadi dasar
pengambilan keputusan, penyempurnaan kebijakan, serta peningkatan kualitas tata
kelola dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal SDM
Kesehatan.

1.2 Maksud dan Tujuan
A. Maksud
Laporan Kinerja (LKj) Semester I Tahun 2026 Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber
Daya Manusia Kesehatan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas, fungsi, program, kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam
rangka pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja
Tahun 2026. Penyusunan laporan ini merupakan implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berorientasi pada pencapaian hasil (result
oriented), transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.



Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan, laporan
ini juga menjadi instrumen manajemen kinerja untuk mengevaluasi tingkat
keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, mengidentifikasi faktor-faktor yang
memengaruhi pencapaian sasaran, serta menjadi dasar dalam penyusunan langkah-
langkah perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

B. Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Semester I Tahun 2026 bertujuan untuk:

1.Menyajikan informasi mengenai tingkat pencapaian sasaran kegiatan dan
indikator kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
selama Semester I Tahun 2026.

2.Mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan penggunaan
sumber daya dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan.

3.Menyajikan analisis atas pencapaian kinerja, termasuk faktor pendukung, kendala
dan upaya penyelesaian yang telah dilakukan selama Semester I Tahun 2026.

4.Mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran serta sumber daya
organisasi sebagai dasar pengambilan keputusan dalam peningkatan kualitas
tata kelola pemerintahan.

5.Menjadi bahan evaluasi bagi pimpinan dalam penyempurnaan kebijakan,
perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta penguatan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Sekretariat
Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.

6.Menyediakan informasi kinerja yang akurat, transparan dan akuntabel sebagai
bentuk pertanggungjawaban kepada Menteri Kesehatan, Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP),
serta pemangku kepentingan lainnya.

1.3 Tugas, Fungsi, Organisasi dan Sumber Daya

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Sekretariat Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan merupakan unsur pendukung yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia
Kesehatan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan
tugas dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya
Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:



1.koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran Direktorat
Jenderal; 

2.pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal;
3.pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik/kekayaan negara Direktorat

Jenderal; 
4.fasilitasi pelaksanaan pengelolaan satuan kerja badan layanan umum; 
5.koordinasi dan pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal; 
6.penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain Direktorat

Jenderal; 
7.penyusunan rumusan perjanjian kerja sama Direktorat Jenderal; 
8.pelaksanaan advokasi hukum Direktorat Jenderal; 
9.koordinasi dan fasilitasi administrasi pengawasan dan penyidikan pelaksanaan

kebijakan di bidang sumber daya manusia kesehatan; 
10.penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana Direktorat Jenderal; 
11.fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal; 
12.pengelolaan sumber daya manusia Direktorat Jenderal; 
13.pengelolaan hubungan masyarakat dan perpustakaan Direktorat Jenderal; 
14.pengelolaan data dan sistem informasi Direktorat Jenderal; 
15.pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan; dan 
16.pelaksanaan urusan administrasi Sekretariat Direktorat Jenderal. 

Pelaksanaan fungsi tersebut diarahkan untuk mendukung terselenggaranya tata
kelola organisasi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sebagai prasyarat
keberhasilan pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya
Manusia Kesehatan.

B. Struktur Organisasi

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, Sekretariat
Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan menerapkan organisasi
berbasis tim kerja sesuai dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan
Kementerian Kesehatan.

Pada tahun 2026, berdasarkan Keputusan
Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya
Manusia Kesehatan tentang Tim Kerja di
Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal
SDM Kesehatan, pelaksanaan tugas didukung
oleh 10 Tim Kerja yang masing-masing
dipimpin oleh seorang Ketua Tim dan
didukung oleh anggota tim sesuai kompetensi
jabatan fungsional maupun pelaksana.
Kesepuluh Tim Kerja tersebut terdiri atas:

Gambar 11. Surat Keputusan Direktur Jenderal
& Sekretaris Direktorat Jenderal tentang Tim
Kerja di Lingkungan Ditjen SDMK



1.Tim Kerja Perencanaan dan Anggaran;
2.Tim Kerja Keuangan;
3.Tim Kerja Tata Kelola Badan Layanan Umum;
4.Tim Kerja Barang Milik Negara;
5.Tim Kerja Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi;
6.Tim Kerja Sumber Daya Manusia;
7.Tim Kerja Hukum;
8.Tim Kerja Hubungan Masyarakat, Perpustakaan dan Kerja Sama Luar Negeri;
9.Tim Kerja Satuan Kepatuhan Internal dan Pembangunan Zona Integritas; dan

10.Tim Kerja Dukungan Manajemen.

Gambar 9. Struktur organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan

Gambar 10. Struktur organisasi Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia dan
Majelis Disiplin Profesi Kementerian Kesehatan



Gambar 12. Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat
Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan, pengorganisasian pekerjaan
dilaksanakan melalui mekanisme Tim Kerja sesuai dengan kebijakan
penyederhanaan birokrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan. Pendekatan ini
bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi lintas fungsi, mempercepat proses
pengambilan keputusan, serta memperkuat akuntabilitas dalam pencapaian sasaran
organisasi.

Setiap Tim Kerja memiliki ruang lingkup tugas dan tanggung jawab yang berbeda
sesuai bidangnya, namun seluruhnya saling mendukung dalam penyelenggaraan
fungsi manajemen dan administrasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia
Kesehatan. Sinergi antar Tim Kerja menjadi faktor penting dalam memastikan
terselenggaranya perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan, pengelolaan
sumber daya manusia, reformasi birokrasi, penguatan tata kelola, pengelolaan
barang milik negara, pelayanan hukum, hubungan masyarakat, serta dukungan
administrasi lainnya secara efektif dan terintegrasi.

Keterkaitan antara Tim Kerja dengan fungsi utama Sekretariat Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana diilustrasikan pada Gambar berikut
yang menunjukkan bahwa seluruh Tim Kerja berkontribusi secara terpadu dalam
mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber
Daya Manusia Kesehatan, yaitu "Meningkatnya kualitas layanan dukungan
manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya." Dengan demikian, setiap proses
bisnis yang dijalankan oleh masing-masing Tim Kerja merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien,
transparan dan akuntabel.



Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa setiap Tim Kerja memiliki fungsi
spesifik sesuai dengan bidang tugasnya, namun seluruhnya saling mendukung dalam
satu kesatuan proses bisnis organisasi. Fungsi-fungsi tersebut mencakup
perencanaan dan penganggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara,
tata kelola Badan Layanan Umum (BLU), organisasi dan reformasi birokrasi,
pengelolaan sumber daya manusia, dukungan hukum, hubungan masyarakat dan
kerja sama, penguatan kepatuhan internal, serta dukungan administrasi. Integrasi
fungsi tersebut menjadi landasan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja
dan sasaran kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia
Kesehatan.

Pada Semester I Tahun 2026, Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan
didukung oleh aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang ditempatkan sesuai
kompetensi untuk mendukung penyelenggaraan fungsi perencanaan, penganggaran,
keuangan, organisasi, kepegawaian, hukum, kerja sama, pengelolaan barang milik
negara, hubungan masyarakat, serta dukungan administrasi lainnya.

1. Sumber Daya Manusia

C. Sumber Daya Organisasi

Keberhasilan pelaksanaan tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya
Manusia Kesehatan didukung oleh sumber daya organisasi yang meliputi sumber
daya manusia, sarana dan prasarana, sistem informasi, serta dukungan anggaran.



Berdasarkan data pada aplikasi statistik SDM Kementerian Kesehatan sampai
dengan per Juni 2026 (triwulan II), jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan
Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan (Ditjen SDMK) tercatat
sebanyak 9.961 pegawai, yang terdiri atas 8.415 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1.546
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Status Kepegawaian Jumlah Persentase

PNS 8,415 84.48%

PPPK 1,546 15.52%

Total ASN 9,961 100%

Komposisi ASN Berdasarkan Status Kepegawaian

Jenis Kelamin Jumlah Persentase

Laki-laki 3,607 36.20%

Perempuan 6,354 63.80%

Total 9,961 100%

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa SDM Ditjen SDMK masih didominasi oleh
PNS, sementara PPPK berperan sebagai pelengkap dalam mendukung pelaksanaan
tugas dan pelayanan kesehatan.

Komposisi ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

ASN Ditjen SDMK didominasi oleh pegawai perempuan sebanyak 6.354 orang
(63,8%), sedangkan pegawai laki-laki berjumlah 3.607 orang (36,2%).

Dominasi pegawai perempuan mencerminkan karakteristik SDM kesehatan nasional
yang sebagian besar berasal dari profesi kesehatan yang secara umum memiliki
proporsi perempuan lebih tinggi.

Komposisi ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Struktur pendidikan ASN Ditjen SDMK menunjukkan kualitas SDM yang sangat baik
karena didominasi oleh pegawai berpendidikan tinggi.



Tingkat Pendidikan Jumlah

Pascasarjana (S2/S3) 5,035

Sarjana (S1) 2,075

Dokter 610

Diploma IV 557

Diploma III 784

Diploma I–II 14

Spesialis/Akta V 63

Akademi 7

SMA/Sederajat 756

SMP 42

SD 25

Tabel 10.  Jumlah ASN berdasarkan tingkat pendidikan  pada Ditjen SDM Kesehatan 

Jenis Jabatan PNS PPPK Total %

Fungsional 5,619 684 6,303 63

Pelaksana 2,718 871 3,589 36

Struktural 78 0 78 0.8

Total 8,415 1,555 9,970

Selain menggambarkan jumlah ASN, jenis kelamin dan tingkat pendidikan, data SDM
Ditjen SDM Kesehatan juga menunjukkan karakteristik pegawai berdasarkan jabatan,
golongan dan kelompok generasi yang dapat menjadi dasar dalam perencanaan
kebutuhan SDM, pengembangan kompetensi, serta manajemen talenta organisasi.

Komposisi ASN Berdasarkan Jabatan

Tabel 11 Jumlah ASN berdasarkan jabatan pada Ditjen SDM Kesehatan Maret 2026



Komposisi ini menunjukkan bahwa Ditjen SDM Kesehatan telah selaras dengan
kebijakan penyederhanaan birokrasi yang mengarahkan penguatan jabatan
fungsional sebagai motor utama pelaksanaan tugas organisasi. Dominasi jabatan
fungsional juga mencerminkan kebutuhan organisasi terhadap tenaga yang memiliki
kompetensi teknis dan profesional dalam bidang SDM kesehatan, pendidikan SDM
kesehatan, serta pengelolaan program kesehatan.

Golongan Jumlah PNS Persentase

Golongan I 20 0.20%

Golongan II 562 6.70%

Golongan III 6,181 73.50%

Golongan IV 1,652 19.60%

Total 8,415 100%

Komposisi PNS Berdasarkan Golongan

Tabel 12 Jumlah PNS berdasarkan golongan pada Ditjen SDM Kesehatan 

Sebagian besar PNS Ditjen SDMK berada pada Golongan III (73,5%), yang
menunjukkan bahwa mayoritas pegawai berada pada kelompok jabatan profesional
dan pelaksana teknis yang menjadi tulang punggung operasional organisasi. 

Sementara itu, Golongan IV sebesar 19,6% menunjukkan ketersediaan SDM senior
yang cukup besar untuk mendukung fungsi pembinaan, pengambilan keputusan,
pengawasan serta pengembangan organisasi. 

Proporsi pegawai Golongan I dan II yang relatif kecil menunjukkan bahwa struktur
SDM Ditjen SDMK didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan dan
kompetensi yang lebih tinggi.

Sebagian besar PPPK berada pada Golongan IX (42,4%), yang umumnya merupakan
formasi tenaga profesional dengan kualifikasi pendidikan minimal sarjana atau
profesi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengadaan PPPK di lingkungan Ditjen SDMK
diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga profesional dan mendukung
pelayanan kesehatan serta fungsi teknis organisasi.

Komposisi PPPK Berdasarkan Golongan



Golongan PPPK Jumlah

PW 213

Gol V 231

Gol VI 2

Gol VII 284

Gol IX 659

Gol X 164

Gol XI 1

Total 1,554
Tabel 13 Jumlah PPPK berdasarkan golongan  pada Ditjen SDM Kesehatan Maret 2026

Generasi PNS PPPK Total proporsi

Baby Boomer 337 0 337 3.4

Generasi X 4,718 215 4,933 50

Generasi Y
(Milenial)

3,031 1,204 4,235 43

Generasi Z 329 136 465 4.7

Total 8,415 1,555 9,970

Komposisi ASN Berdasarkan Generasi

Tabel 14. Jumlah ASN berdasarkan generasi pada Ditjen SDM Kesehatan

Komposisi generasi menunjukkan bahwa Ditjen SDMK saat ini didominasi oleh
Generasi X dan Generasi Y (Milenial) yang mencapai sekitar 92% dari total ASN.

Kondisi ini memberikan keuntungan bagi organisasi karena:
memiliki SDM yang berada pada usia produktif;
memiliki pengalaman organisasi yang memadai;
relatif adaptif terhadap transformasi digital dan perubahan sistem kerja.



Komposisi SDM Ditjen SDM Kesehatan per Maret 2026 menunjukkan organisasi yang:
1.Didominasi jabatan fungsional (63,2%), sejalan dengan transformasi birokrasi dan

penguatan profesionalisme ASN.
2.Didominasi PNS Golongan III dan IV (93,1%), yang mencerminkan kualitas SDM

yang relatif tinggi.
3.Didukung PPPK profesional, terutama pada Golongan IX untuk memperkuat

kapasitas teknis organisasi.
4.Didominasi Generasi X dan Milenial (92%), yang menjadi modal penting dalam

mendorong inovasi, transformasi digital dan keberlanjutan pembangunan SDM
kesehatan nasional.

Struktur SDM tersebut menjadi modal strategis bagi Ditjen SDM Kesehatan dalam
mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan dan transformasi sistem
kesehatan Indonesia.

Di sisi lain, masih terdapat pegawai dari kelompok Baby Boomer yang berperan
sebagai sumber pengetahuan institusi (institutional knowledge) sehingga diperlukan
strategi alih pengetahuan (knowledge transfer) kepada generasi penerus menjelang
masa purnatugas.



Berdasarkan data kepegawaian Ditjen SDM Kesehatan per Maret 2026, dapat
disimpulkan bahwa organisasi memiliki kapasitas sumber daya manusia yang kuat
baik dari sisi jumlah, kompetensi, maupun struktur kepegawaian. Jumlah ASN
mencapai sekitar 9.961 pegawai, yang terdiri atas PNS dan PPPK yang tersebar pada
berbagai fungsi teknis dan manajerial dalam mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi Ditjen SDM Kesehatan.

Dari aspek jabatan, struktur SDM didominasi oleh jabatan fungsional (63,2%), yang
menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas organisasi bertumpu pada tenaga
profesional dan teknis sesuai arah kebijakan reformasi birokrasi dan
penyederhanaan struktur organisasi. Proporsi jabatan struktural yang sangat kecil
menunjukkan bahwa organisasi telah bertransformasi menuju birokrasi yang lebih
lincah dan berbasis kompetensi.

Dari aspek golongan, mayoritas PNS berada pada Golongan III (73,5%) dan Golongan
IV (19,6%), yang mencerminkan bahwa sebagian besar pegawai berada pada level
kompetensi menengah hingga tinggi dan memiliki pengalaman yang memadai dalam
mendukung pelaksanaan program pembangunan SDM kesehatan.



Dari aspek generasi, ASN Ditjen SDM Kesehatan didominasi oleh Generasi X (49,5%)
dan Generasi Y/Milenial (42,5%), sehingga lebih dari 90% pegawai berada pada usia
produktif. Kondisi ini menjadi modal penting bagi organisasi untuk mendukung
inovasi, transformasi digital dan peningkatan kinerja organisasi. Namun demikian,
keberadaan pegawai generasi Baby Boomer yang masih mencapai sekitar 3,4% perlu
menjadi perhatian dalam rangka menyiapkan proses regenerasi dan transfer
pengetahuan kepada generasi penerus.

Secara keseluruhan, komposisi SDM Ditjen SDM Kesehatan menunjukkan bahwa
organisasi memiliki struktur SDM yang relatif ideal, dengan dominasi tenaga
profesional, tingkat kompetensi yang memadai, serta dukungan ASN usia produktif
yang cukup besar. Kondisi ini menjadi modal strategis untuk mendukung pencapaian
sasaran pembangunan SDM kesehatan, pelaksanaan transformasi kesehatan, serta
peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan.

Pegawai Kantor Pusat Ditjen SDM Kesehatan

Berdasarkan data kepegawaian Kantor Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya
Manusia Kesehatan, jumlah pegawai tercatat sebanyak 584 orang yang terdiri dari
pegawai PNS, PPPK, CPNS dan PPPK Paruh Waktu. Komposisi SDM tersebut
menunjukkan bahwa Kantor Pusat Ditjen SDM Kesehatan didukung oleh sumber
daya manusia yang beragam baik dari sisi status kepegawaian, jabatan, maupun
tingkat pendidikan untuk mendukung fungsi perumusan kebijakan, koordinasi,
pembinaan dan dukungan manajemen.

Status Pegawai Jumlah

PNS 406

PPPK 120

CPNS 45

PPPK Paruh Waktu 8

Lainnya/Belum teridentifikasi 5

Total 584

Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel 15 Komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaian
pada Kantor Pusat Ditjen SDM Kesehatan 



Jenis Kelamin Jumlah

Perempuan 353

Laki-laki 225

Total terdata 578

Jenis Jabatan Jumlah

Jabatan Fungsional (JF) 392

Jabatan Pelaksana (JP) 179

Jabatan Struktural 8

Komposisi Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 16  Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin 
pada Kantor Pusat Ditjen SDM Kesehatan 

Komposisi pegawai menunjukkan dominasi pegawai perempuan sekitar 61%, yang
sejalan dengan karakteristik SDM kesehatan secara umum.

Komposisi Berdasarkan Jenis Jabatan

Mayoritas pegawai merupakan PNS (69,5%), diikuti PPPK (20,5%) dan CPNS yang
merupakan hasil pengadaan ASN terbaru untuk mendukung regenerasi organisasi.

Dominasi jabatan fungsional (sekitar 68%) menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas
organisasi lebih banyak ditopang oleh tenaga profesional yang memiliki kompetensi
teknis dan spesialis sesuai bidang tugasnya. Kondisi ini juga mencerminkan
implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi dan penguatan jabatan
fungsional di lingkungan pemerintah.

Komposisi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan pegawai Kantor Pusat Ditjen SDM Kesehatan didominasi oleh
pendidikan tinggi:



Pendidikan Jumlah

S1 274

S2 191

DIII 63

SMA 24

DIV 11

Golongan Jumlah

Golongan III 304

Golongan IV 107

Golongan IX (PPPK) 97

Golongan II 38

Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai memiliki kualifikasi
minimal Sarjana (S1) dan Magister (S2), yang mendukung pelaksanaan fungsi
kebijakan, perencanaan, pengelolaan program, keuangan, SDM, hukum dan tata
kelola organisasi.

Komposisi Berdasarkan Golongan

Golongan pegawai didominasi oleh:

Dominasi Golongan III dan IV menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai berada
pada jenjang profesional dan manajerial yang memiliki pengalaman dan kompetensi
yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi.

Secara umum, kondisi SDM Kantor Pusat Ditjen SDM Kesehatan pada Triwulan 2
Tahun 2026 menunjukkan struktur organisasi yang didominasi oleh pegawai
berpendidikan tinggi, jabatan fungsional dan pegawai pada usia produktif, sehingga
memberikan modal yang kuat dalam mendukung pelaksanaan fungsi perumusan
kebijakan, koordinasi program, pengelolaan SDM kesehatan, serta penguatan tata
kelola organisasi. Kehadiran CPNS dan PPPK baru juga menjadi indikasi positif dalam
mendukung regenerasi dan keberlanjutan organisasi pada masa mendatang.



2. Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan tugas Sekretariat didukung oleh sarana dan prasarana perkantoran,
teknologi informasi, aplikasi manajemen pemerintahan, serta fasilitas pendukung
lainnya yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan
administrasi dan pelayanan internal.

3. Dukungan Anggaran

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada Tahun Anggaran 2026, Sekretariat
Direktorat Jenderal SDM Kesehatan memperoleh alokasi anggaran yang digunakan
untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan
Program di lingkungan Direktorat Jenderal SDM Kesehatan.

1.4 Sistematika Laporan
Sistematika penulisan atau outline dari Laporan  yang nantinya menjadi Laporan
Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tahun 2026
mengacu Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, adalah sebagai berikut :



BAB II 
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia
Kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan
pembangunan nasional dan sektor kesehatan. Penyusunannya mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029,
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025–2029, serta Rencana Strategis
Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2025–2029.

Sebagai unit yang melaksanakan fungsi dukungan manajemen, Sekretariat Direktorat
Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan memiliki peran strategis dalam
memastikan terselenggaranya tata kelola organisasi yang efektif, efisien, transparan
dan akuntabel guna mendukung pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Perencanaan strategis Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan Tahun 2025–
2029 dijabarkan ke dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) sebagai pedoman
pelaksanaan program, kegiatan, indikator kinerja, target tahunan, serta strategi
pelaksanaan yang menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Dengan
demikian, seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Direktorat
Jenderal SDM Kesehatan memiliki keterkaitan yang jelas dengan sasaran strategis
Direktorat Jenderal SDM Kesehatan maupun tujuan pembangunan kesehatan
nasional.

Gambar 2.1 Hierarki Dokumen Perencanaan Kinerja



2.1.1 Visi Pembangunan Nasional

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan merupakan bagian dari agenda
pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. RPJMN menjadi pedoman bagi
seluruh Kementerian/Lembaga dalam merumuskan kebijakan, strategi, program dan
kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional.

Selaras dengan RPJMN, pembangunan kesehatan diarahkan untuk mewujudkan
masyarakat yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan melalui transformasi
sistem kesehatan yang berkelanjutan. Arah pembangunan tersebut menjadi
landasan bagi Kementerian Kesehatan dalam menyusun strategi pembangunan
kesehatan nasional, termasuk penguatan sumber daya manusia kesehatan sebagai
salah satu pilar utama transformasi kesehatan.

2.1.2 Visi dan Misi Kementerian Kesehatan

Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan kesehatan nasional, Kementerian
Kesehatan menetapkan visi pembangunan yang selaras dengan visi Presiden
Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan Tahun 2025–2029.

Visi Kementerian Kesehatan:

"Terwujudnya Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 melalui
masyarakat yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan."

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Kesehatan melaksanakan misi
pembangunan kesehatan melalui penguatan enam transformasi sistem kesehatan
yang didukung oleh tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif dan
berorientasi pada hasil.

Gambar 2.2.  Visi, Misi, Tujuan, dan Enam Transformasi Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun
2025–2029
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Gambar 2.2 menunjukkan bahwa arah pembangunan kesehatan nasional
dilaksanakan melalui enam transformasi kesehatan sebagai strategi utama
Kementerian Kesehatan Tahun 2025–2029. Enam transformasi tersebut menjadi
landasan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan di seluruh unit kerja
Kementerian Kesehatan, termasuk Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia
Kesehatan. Dalam konteks Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan,
implementasi transformasi kesehatan diwujudkan melalui penguatan tata kelola
organisasi, peningkatan kualitas layanan dukungan manajemen, penguatan
akuntabilitas kinerja, serta optimalisasi pengelolaan sumber daya yang mendukung
pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal SDM Kesehatan.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia
Kesehatan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mendukung pelaksanaan misi Kementerian
Kesehatan Tahun 2025–2029, Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
menyusun tujuan dan sasaran strategis yang menjadi pedoman bagi seluruh unit
kerja dalam menyelenggarakan program dan kegiatan.

Tujuan dan sasaran strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
disusun berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia
Kesehatan Tahun 2025–2029 sebagai penjabaran dari sasaran strategis Kementerian
Kesehatan. Dengan demikian, setiap program, kegiatan dan indikator kinerja yang
dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal SDM Kesehatan
memiliki kontribusi yang jelas terhadap pencapaian tujuan pembangunan kesehatan
nasional.

Pada tahun 2025–2029, Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang menjadi dasar penyusunan Rencana
Aksi Kegiatan serta Perjanjian Kinerja seluruh unit kerja, termasuk Sekretariat
Direktorat Jenderal SDM Kesehatan.

Tabel 2.2 Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Sekretariat Direktorat
Jenderal SDM Kesehatan Tahun 2025–2029



Berdasarkan tabel 2.2, dapat dilihat bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal SDM
Kesehatan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan Direktorat Jenderal SDM
Kesehatan melalui satu sasaran kegiatan, yaitu "Meningkatnya kualitas layanan
dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya." Sasaran kegiatan
tersebut merupakan penjabaran dari sasaran strategis Direktorat Jenderal SDM
Kesehatan pada aspek penguatan tata kelola organisasi.

Pencapaian sasaran kegiatan diukur menggunakan lima Indikator Kinerja Kegiatan
(IKK) yang mencerminkan dimensi utama tata kelola organisasi, yaitu kualitas
layanan, kinerja anggaran, kualitas sumber daya manusia, penerapan manajemen
risiko, serta tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan. Kelima indikator
tersebut menjadi ukuran keberhasilan Sekretariat dalam memberikan dukungan
manajemen kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal SDM
Kesehatan dan menjadi dasar pelaksanaan pemantauan, evaluasi, serta pelaporan
kinerja.

Untuk memastikan bahwa setiap sasaran, program, kegiatan dan indikator kinerja
memiliki keterkaitan yang jelas dengan arah pembangunan nasional dan sektor
kesehatan, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
menerapkan prinsip keterkaitan kinerja (line of sight) dalam penyusunan
perencanaan kinerja. Prinsip ini memastikan bahwa sasaran yang ditetapkan pada
tingkat unit kerja merupakan penjabaran yang selaras dengan visi, tujuan dan
sasaran strategis pada tingkat organisasi yang lebih tinggi.

Penerapan keterkaitan kinerja tersebut menjadi dasar dalam penyusunan Rencana
Aksi Kegiatan, Perjanjian Kinerja, hingga penetapan indikator kinerja yang digunakan
untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas Sekretariat Direktorat Jenderal
SDM Kesehatan. Dengan demikian, setiap kegiatan yang dilaksanakan, setiap rincian
output yang dihasilkan, serta kontribusi masing-masing tim kerja dan individu
memiliki hubungan yang jelas terhadap pencapaian sasaran kegiatan dan sasaran
strategis Direktorat Jenderal SDM Kesehatan.

Hubungan keterkaitan tersebut disajikan pada Gambar 2.3 yang menggambarkan
alur keterhubungan mulai dari visi pembangunan nasional, visi Kementerian
Kesehatan, tujuan dan sasaran strategis Direktorat Jenderal SDM Kesehatan, sasaran
kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan, indikator kinerja,
pelaksanaan program dan kegiatan, hingga kontribusi masing-masing tim kerja dan
individu. Keterkaitan Perencanaan dan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan terlihat seperti gambar berikut:



Gambar 2.3 Alur Keterkaitan Perencanaan dan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia
Kesehatan

Gambar ini menggambarkan prinsip line of sight, yaitu keterhubungan antara visi, sasaran strategis, sasaran kegiatan, indikator kinerja, program,
kegiatan, hingga kontribusi tim kerja dan individu dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

2.1.4 Sasaran Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan

Sebagai unit pendukung manajemen di lingkungan Direktorat Jenderal SDM
Kesehatan, Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan menjabarkan sasaran
strategis Direktorat Jenderal ke dalam sasaran kegiatan yang lebih operasional.
Sasaran kegiatan tersebut menjadi pedoman dalam penyelenggaraan seluruh
program dan kegiatan serta menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun
2026.

Pada Tahun 2026, Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan menetapkan 1
(satu) Sasaran Kegiatan, yaitu:

"Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas
teknis lainnya."

Sasaran kegiatan tersebut mencerminkan komitmen Sekretariat Direktorat Jenderal
SDM Kesehatan untuk memperkuat tata kelola organisasi melalui penyelenggaraan
layanan dukungan manajemen yang berkualitas, peningkatan akuntabilitas kinerja,
pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien serta penguatan koordinasi dalam
mendukung pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal SDM Kesehatan.



Pencapaian sasaran kegiatan tersebut diukur melalui lima Indikator Kinerja Kegiatan
(IKK) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dan menjadi dasar
evaluasi kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan.

Hubungan antara visi pembangunan nasional, arah strategis Kementerian
Kesehatan, sasaran strategis Direktorat Jenderal SDM Kesehatan, hingga sasaran
kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan disajikan pada Gambar 2.3
di atas.

Gambar 2.4 dapat dilihat bahwa sasaran kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal
SDM Kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan
kinerja Kementerian Kesehatan. Sasaran kegiatan tersebut menjadi penghubung
antara sasaran strategis Direktorat Jenderal SDM Kesehatan dengan pelaksanaan
program, kegiatan, rincian output, tim kerja, hingga Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
Dengan demikian, setiap aktivitas yang dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat
Jenderal SDM Kesehatan memiliki kontribusi yang jelas terhadap pencapaian sasaran
organisasi secara keseluruhan.

"Sebagai penjabaran dari sasaran kegiatan tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal
SDM Kesehatan menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang memuat indikator
kinerja dan target sebagai komitmen pencapaian kinerja organisasi. Uraian
mengenai Perjanjian Kinerja disajikan pada Subbab 2.2."

Gambar 2.4 Hubungan sasaran strategis Ditjen SDM Kesehatan dengan sasaran kegiatan Set.Ditjen SDM
Kesehatan.



Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang memuat komitmen kinerja antara
Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan selaku pemberi amanah dengan
Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan selaku penerima
amanah dalam melaksanakan program dan kegiatan serta mencapai target kinerja
yang telah ditetapkan selama Tahun Anggaran 2026. Perjanjian Kinerja disusun
sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang
berorientasi pada pencapaian hasil (outcome), sehingga menjadi dasar dalam
pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja
organisasi.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Gambar 2.5 Hubungan sasaran kegiatan dengan lima
Indikator Kinerja Kegiatan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan Tahun
2026 mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025–2029,
Rencana Strategis Direktorat Jenderal SDM Kesehatan Tahun 2025–2029, Rencana
Aksi Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan Tahun 2025–2029,
serta Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026. Dengan demikian, target yang
ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja telah selaras dengan arah kebijakan
pembangunan kesehatan nasional dan sasaran strategis Direktorat Jenderal SDM
Kesehatan. 

Pada Tahun 2026, Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan menetapkan 1
(satu) Sasaran Kegiatan yang didukung oleh 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
sebagai ukuran utama keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Selain
itu, untuk memperkuat pengukuran tata kelola organisasi, Perjanjian Kinerja juga
memuat Indikator Kinerja Manajerial (IKM) dan Indikator Kinerja Dukungan (IKD)
yang berfungsi mengukur efektivitas penyelenggaraan manajemen organisasi secara
menyeluruh. Struktur pengukuran tersebut mencerminkan bahwa keberhasilan
organisasi tidak hanya diukur dari kualitas layanan yang diberikan, tetapi juga dari
kualitas tata kelola, efektivitas pemanfaatan sumber daya, serta akuntabilitas
pelaksanaan tugas.



No Sasaran Kegiatan Kode Indikator Kinerja Kegiatan Target Satuan

1

Meningkatnya
kualitas layanan
dukungan
manajemen dan
pelaksanaan tugas
teknis lainnya

IKK 33.1.8
Indeks Kepuasan Pengguna
Layanan Ditjen SDM Kesehatan

87 Indeks

2 IKK 33.2.8
Nilai Kinerja Anggaran Ditjen
SDM Kesehatan

92.75 Nilai

3 IKK 33.3.8
Indeks Kualitas SDM Ditjen SDM
Kesehatan

84 Indeks

4 IKK 33.4.17
Nilai Maturitas Manajemen
Risiko Ditjen SDM Kesehatan

4 Level

5 IKK 33.4.25
Persentase Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan BPK yang Telah
Tuntas Ditindaklanjuti

95 Persen

No Kode Indikator Target Satuan

1 IKM 33.1.1 Nilai SAKIP Ditjen SDM Kesehatan 83 Nilai

2 IKM 33.3.1 Indeks Integritas Ditjen SDM Kesehatan 80 Indeks

No Kode Indikator Target Satuan

1 IKD 33.2.8 Persentase Realisasi Anggaran Ditjen SDM
Kesehatan

96 Persen

2 IKD 33.3.1 Persentase Mutasi Pegawai Antar Unit Kerja 10 Persen

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2026

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.5, pengukuran kinerja Sekretariat
Direktorat Jenderal SDM Kesehatan dilakukan melalui pendekatan yang berorientasi
pada hasil (result-based performance). Satu sasaran kegiatan dijabarkan ke dalam
lima Indikator Kinerja Kegiatan yang saling melengkapi dalam mengukur kualitas
penyelenggaraan dukungan manajemen. Pendekatan ini memastikan bahwa
pencapaian sasaran kegiatan tidak hanya dinilai dari penyelesaian aktivitas, tetapi
juga dari manfaat yang dihasilkan bagi peningkatan tata kelola organisasi dan
pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal SDM Kesehatan.

A. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

B. Indikator Kinerja Manajerial (IKM)

C. Indikator Kinerja Dukungan (IKD)



Perjanjian Kinerja Tahun 2026 menunjukkan bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal
SDM Kesehatan menerapkan sistem pengukuran kinerja yang komprehensif.
Pengukuran tidak hanya difokuskan pada pencapaian sasaran kegiatan melalui lima
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), tetapi juga didukung oleh indikator manajerial dan
indikator dukungan yang mengukur efektivitas tata kelola organisasi secara
menyeluruh. Pendekatan ini mencerminkan prinsip SAKIP yang menekankan
keterkaitan antara sasaran, indikator dan hasil yang ingin dicapai.

Kelima IKK dipilih untuk mewakili aspek-aspek utama tata kelola organisasi, yaitu
kualitas layanan kepada pengguna, kinerja pengelolaan anggaran, kualitas sumber
daya manusia, penerapan manajemen risiko, serta penyelesaian tindak lanjut
rekomendasi hasil pemeriksaan. Sementara itu, indikator manajerial dan indikator
dukungan berfungsi sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam membangun
sistem pengendalian internal, meningkatkan integritas organisasi, mengoptimalkan
pemanfaatan anggaran, serta memperkuat pengelolaan sumber daya manusia.

Secara keseluruhan, struktur Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal SDM
Kesehatan Tahun 2026 telah menunjukkan hubungan yang jelas antara sasaran
kegiatan, indikator kinerja dan target yang akan dicapai. Struktur tersebut menjadi
landasan dalam pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan Laporan
Kinerja Semester I Tahun 2026.

Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sebagaimana ditetapkan pada awal tahun menjadi
dasar komitmen kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan. Namun
demikian, dalam pelaksanaan Tahun Anggaran 2026 terdapat penyesuaian terhadap
sebagian target indikator kinerja sebagai tindak lanjut hasil pembahasan Revisi
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dan kebijakan penyesuaian indikator mandatory
di lingkungan Kementerian Kesehatan. Penyesuaian tersebut dijelaskan pada
Subbab 2.2.1.

2.2.1 Penyesuaian Target Indikator Kinerja Tahun 2026

Dalam pelaksanaan Tahun Anggaran 2026, Pemerintah melakukan penyesuaian
terhadap sebagian informasi kinerja Kementerian Kesehatan sebagai bagian dari
proses penyelarasan antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pengukuran
kinerja. Penyesuaian tersebut dilaksanakan melalui mekanisme Pertemuan Tiga
Pihak yang melibatkan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan
Kementerian Kesehatan dalam rangka penelaahan usulan perubahan Rencana Kerja
(Renja) Kementerian Kesehatan Tahun 2026. Hasil pembahasan tersebut menjadi
acuan dalam penyesuaian informasi kinerja pada dokumen Renja dan RKA-K/L serta
digunakan sebagai salah satu dokumen rujukan dalam pelaksanaan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah.



Selain hasil Pertemuan Tiga Pihak, Kementerian Kesehatan melalui Sekretariat
Inspektorat Jenderal juga menyampaikan usulan penyesuaian target Indikator
Kinerja Kegiatan (IKK) Mandatory Program Dukungan Manajemen Tahun 2026–2029.
Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan capaian kinerja tahun
sebelumnya yang telah melampaui target Renstra sehingga diperlukan peningkatan
target agar tetap mendorong perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

Berdasarkan kedua dokumen tersebut, terdapat penyesuaian terhadap sebagian
target indikator kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan Tahun 2026.
Sampai dengan penyusunan Laporan Kinerja Semester I Tahun 2026, Perjanjian
Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan belum dilakukan perubahan
secara administratif. Oleh karena itu, penyajian Perjanjian Kinerja pada Subbab 2.2
tetap mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, sedangkan
pengukuran capaian kinerja pada Bab III menggunakan target hasil penyesuaian
yang telah disepakati melalui mekanisme Revisi Renja Tahun 2026 agar selaras
dengan dokumen perencanaan yang berlaku.

Gambar 2.6 Mekanisme Penyesuaian Target Indikator Kinerja Tahun 2026

Berdasarkan mekanisme sebagaimana disajikan pada Gambar 2.6, penyesuaian
target indikator kinerja tahun 2026 merupakan bagian dari proses penyelarasan
antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pengukuran kinerja di lingkungan
Kementerian Kesehatan. Penyesuaian tersebut dilaksanakan melalui mekanisme
resmi, yaitu usulan penyesuaian target indikator mandatory yang disampaikan oleh
Sekretariat Inspektorat Jenderal, kemudian dibahas dalam Pertemuan Tiga Pihak
sebagai bagian dari proses Revisi Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026. Hasil
pembahasan tersebut menjadi dasar dalam penyempurnaan target kinerja yang
digunakan pada dokumen perencanaan dan penganggaran.



No Indikator Kinerja
Target

PK
Target Hasil
Penyesuaian Dokumen Acuan Keterangan

1
Nilai Kinerja Anggaran
Ditjen SDM Kesehatan

92.75 92.55

Berita Acara
Pertemuan Tiga
Pihak Revisi Renja
Tahun 2026

Target disesuaikan
agar selaras
dengan hasil
pembahasan Renja
Tahun 2026.

2
Nilai Maturitas
Manajemen Risiko Ditjen
SDM Kesehatan

4 4
Surat Sekretaris
Inspektorat
Jenderal

Tidak berubah,
namun dikukuhkan
sebagai target
mandatory Tahun
2026.

3

Persentase Rekomendasi
Hasil Pemeriksaan BPK
yang Telah Tuntas
Ditindaklanjuti

95.00% 95.40%

Surat Sekretaris
Inspektorat
Jenderal dan BA
Revisi Renja

Target ditingkatkan
berdasarkan
penyesuaian target
mandatory.

Tabel 2.4 Penyesuaian Target Indikator Kinerja Tahun 2026

Sampai dengan penyusunan Laporan Kinerja Semester I Tahun 2026, Perjanjian
Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan belum dilakukan perubahan
secara administratif, sehingga dokumen Perjanjian Kinerja yang disajikan pada
Subbab 2.2 masih mengacu pada Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada awal
Tahun 2026. Namun demikian, sebagai bentuk konsistensi terhadap dokumen
perencanaan yang telah disempurnakan melalui mekanisme Revisi Renja,
pengukuran capaian kinerja dalam laporan ini menggunakan target indikator hasil
penyesuaian yang telah disepakati.

Penyesuaian tersebut tidak mengubah sasaran kegiatan maupun indikator kinerja
yang digunakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan, melainkan
hanya melakukan penyempurnaan terhadap target pada beberapa indikator agar
selaras dengan perkembangan capaian kinerja dan kebijakan penguatan tata kelola
di lingkungan Kementerian Kesehatan. Perbandingan antara target yang tercantum
dalam Perjanjian Kinerja awal dengan target hasil penyesuaian disajikan pada Tabel
2.4.

Catatan: Penyajian target hasil penyesuaian pada Laporan Kinerja Semester I Tahun 2026
dimaksudkan untuk menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran

dan pengukuran kinerja. Sampai dengan periode pelaporan ini, perubahan target
tersebut belum ditindaklanjuti melalui perubahan administratif Perjanjian Kinerja,

sehingga kondisi tersebut diungkapkan secara transparan sebagai bagian dari prinsip
akuntabilitas dan keterbukaan informasi.



Berdasarkan Tabel 2.4, penyesuaian target indikator kinerja pada tahun 2026 tidak
mengubah sasaran kegiatan maupun indikator kinerja yang digunakan oleh
Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan, melainkan hanya menyempurnakan
target pada indikator tertentu agar selaras dengan hasil pembahasan Revisi Renja
Tahun 2026 dan kebijakan penyesuaian target indikator mandatory di lingkungan
Kementerian Kesehatan.

Dari lima Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), terdapat dua indikator yang mengalami
perubahan target, yaitu Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDM Kesehatan yang
disesuaikan dari 92,75 menjadi 92,55, serta Persentase Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti yang meningkat dari 95,00%
menjadi 95,40%. Sementara itu, target Nilai Maturitas Manajemen Risiko tetap
sebesar 4,00, namun telah dikukuhkan kembali sebagai target mandatory Tahun
2026 melalui surat Sekretaris Inspektorat Jenderal.

Penyesuaian tersebut menunjukkan adanya mekanisme penyelarasan yang dinamis
antara perencanaan, penganggaran dan pengukuran kinerja. Oleh karena itu,
meskipun Perjanjian Kinerja belum mengalami perubahan secara administratif
sampai dengan penyusunan Laporan Kinerja Semester I Tahun 2026, analisis capaian
kinerja pada Bab III menggunakan target hasil penyesuaian agar selaras dengan
dokumen perencanaan dan kebijakan kinerja yang berlaku.

2.3 Kualitas Indikator Kinerja Kegiatan (SMART)

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai
tingkat keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan. Oleh karena itu, indikator yang ditetapkan harus
memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik agar mampu menggambarkan
hasil yang ingin dicapai secara objektif, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam rangka memastikan kualitas indikator yang digunakan pada Perjanjian Kinerja
Tahun 2026, dilakukan penilaian terhadap lima Indikator Kinerja Kegiatan
menggunakan pendekatan SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant dan
Time-bound). Pendekatan ini digunakan untuk menilai apakah setiap indikator telah
memiliki rumusan yang jelas, metode pengukuran yang terukur, target yang realistis,
keterkaitan dengan sasaran kegiatan serta periode pengukuran yang ditetapkan.

Prinsip SMART sebagai dasar penilaian kualitas indikator kinerja disajikan pada
Gambar 2.7.



Prinsip SMART Kriteria

Specific Rumusan indikator jelas dan tidak multitafsir.

Measurable Memiliki metode pengukuran yang objektif.

Achievable Target realistis untuk dicapai.

Relevant Mendukung sasaran kegiatan dan sasaran strategis.

Time-bound Memiliki periode pengukuran yang jelas.

Gambar 2.7 Prinsip SMART dalam Penilaian Kualitas Indikator Kinerja

Berdasarkan prinsip SMART sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.7, dilakukan
penilaian terhadap seluruh Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal
SDM Kesehatan Tahun 2026. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap
indikator telah memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan layak
digunakan sebagai dasar pengukuran capaian kinerja organisasi. Hasil penilaian
tersebut disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Kriteria Penilaian Kualitas Indikator Kinerja

Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana disajikan pada Tabel 2.5, seluruh Indikator
Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
telah memenuhi prinsip SMART, yaitu Specific, Measurable, Achievable, Relevant dan
Time-bound. Hal tersebut menunjukkan bahwa indikator yang digunakan telah
dirumuskan secara jelas, memiliki metode pengukuran yang objektif, target yang
realistis, relevan dengan sasaran kegiatan, serta memiliki periode pengukuran yang
telah ditetapkan.



No Indikator Kinerja
Kegiatan

SMART
Definisi

Operasional
Tersedia

Status Kelayakan
Indikator

1
Indeks Kepuasan Pengguna
Layanan Ditjen SDM
Kesehatan

✓ ✓
Layak digunakan sebagai
indikator kinerja

2 Nilai Kinerja Anggaran
Ditjen SDM Kesehatan

✓ ✓
Layak digunakan sebagai
indikator kinerja

3 Indeks Kualitas SDM Ditjen
SDM Kesehatan

✓ ✓
Layak digunakan sebagai
indikator kinerja

4
Nilai Maturitas Manajemen
Risiko Ditjen SDM
Kesehatan

✓ ✓
Layak digunakan sebagai
indikator kinerja

5

Persentase Rekomendasi
Hasil Pemeriksaan BPK
yang Telah Tuntas
Ditindaklanjuti

✓ ✓
Layak digunakan sebagai
indikator kinerja

Penerapan prinsip SMART menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas
sistem pengukuran kinerja organisasi. Dengan indikator yang memenuhi
karakteristik tersebut, proses pemantauan dan evaluasi kinerja dapat dilaksanakan
secara lebih akurat, konsisten dan akuntabel. Selain itu, hasil pengukuran yang
diperoleh dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan,
penyusunan rencana tindak lanjut, serta peningkatan kualitas penyelenggaraan
dukungan manajemen di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan.

Keberadaan indikator yang berkualitas juga mendukung implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) karena mampu menunjukkan
hubungan yang jelas antara sasaran kegiatan dengan hasil yang ingin dicapai.
Dengan demikian, indikator kinerja tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur
pencapaian target, tetapi juga menjadi instrumen manajemen dalam mengendalikan
pelaksanaan program dan kegiatan secara berkelanjutan.

Berdasarkan kriteria penilaian sebagaimana disajikan pada Tabel 2.5, dilakukan
penilaian terhadap seluruh Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2026 untuk memastikan bahwa indikator
yang digunakan telah memenuhi prinsip SMART. Penilaian dilakukan terhadap setiap
indikator berdasarkan kesesuaian rumusan indikator, metode pengukuran, target
yang ditetapkan, keterkaitan dengan sasaran kegiatan, serta periode pengukuran
yang digunakan. Hasil penilaian tersebut disajikan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6 Penilaian Kualitas Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan Tahun 2026
Berdasarkan Prinsip SMART

Sumber: Hasil penelaahan terhadap Perjanjian Kinerja, Dokumen Definisi Operasional Indikator Kinerja dan Rencana
Aksi Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan Tahun 2025–2029



Berdasarkan hasil penilaian pada Tabel 2.6, seluruh Indikator Kinerja Kegiatan
Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan telah memenuhi lima prinsip SMART,
yaitu Specific, Measurable, Achievable, Relevant dan Time-bound. Selain memenuhi
karakteristik indikator kinerja yang baik, seluruh indikator juga telah dilengkapi
dengan Definisi Operasional yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan
pengukuran, pengumpulan data dan pelaporan capaian kinerja.

Keberadaan Definisi Operasional memperkuat kualitas indikator karena memberikan
kejelasan mengenai konsep indikator, metode perhitungan, sumber data, frekuensi
pengukuran dan unit penanggung jawab. Dengan demikian, setiap indikator memiliki
dasar pengukuran yang terdokumentasi dan dapat diterapkan secara konsisten oleh
seluruh unit kerja yang terlibat.

Hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa kelima Indikator Kinerja Kegiatan telah
memenuhi persyaratan sebagai indikator kinerja yang berkualitas dan layak
digunakan sebagai dasar pengukuran capaian Sasaran Kegiatan Sekretariat
Direktorat Jenderal SDM Kesehatan Tahun 2026. Kondisi ini mendukung
terselenggaranya sistem pengukuran kinerja yang objektif, akuntabel dan
berorientasi pada hasil sesuai dengan prinsip penerapan SAKIP.

2.4 Definisi Operasional dan Metadata Indikator Kinerja Kegiatan

Sebagai instrumen pengukuran kinerja, setiap Indikator Kinerja Kegiatan harus
memiliki definisi operasional yang jelas agar pelaksanaan pengukuran dilakukan
secara konsisten dan menghasilkan informasi kinerja yang andal. Definisi
operasional berfungsi memberikan kesamaan pemahaman mengenai indikator yang
digunakan, mulai dari tujuan pengukuran, metode perhitungan, sumber data,
frekuensi pelaporan, hingga unit yang bertanggung jawab terhadap penyediaan
data.

Selain memenuhi prinsip SMART, keberadaan definisi operasional menjadi salah satu
faktor penting dalam menjamin validitas dan reliabilitas hasil pengukuran kinerja.
Dengan adanya pedoman yang terdokumentasi, proses pengumpulan data,
verifikasi, analisis dan pelaporan kinerja dapat dilakukan secara objektif, transparan,
dan dapat ditelusuri kembali (traceable). Oleh karena itu, seluruh Indikator Kinerja
Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan Tahun 2026 telah dilengkapi
dengan definisi operasional dan metadata indikator sebagai pedoman dalam
pelaksanaan pengukuran kinerja.



Gambar 2.8 Komponen Definisi Operasional Indikator Kinerja

Dalam rangka mewujudkan sistem pengukuran kinerja yang terintegrasi, Direktorat
Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan telah menetapkan indikator kinerja
melalui Draft Keputusan Direktur Jenderal SDM Kesehatan tentang Indikator Kinerja
di Lingkungan Direktorat Jenderal SDM Kesehatan Tahun 2026. Dokumen tersebut
menjadi dasar bagi penyusunan Perjanjian Kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan
kinerja, evaluasi kinerja, serta akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh
unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal SDM Kesehatan. Selain itu, setiap
pimpinan unit kerja wajib menjabarkan dan menyelaraskan indikator kinerja unit
kerjanya dengan indikator kinerja Direktorat Jenderal sesuai tugas dan fungsi
masing-masing.

Berdasarkan dokumen tersebut, indikator kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal
SDM Kesehatan dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu indikator utama yang digunakan untuk
mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan sebagaimana
diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja unit kerja. Lima IKK Sekretariat Direktorat
Jenderal SDM Kesehatan menjadi dasar pengukuran dan analisis capaian kinerja
dalam Laporan Kinerja Semester I Tahun 2026.

2. Indikator Kinerja Mandatori (IKM), yaitu indikator yang ditetapkan secara
mandatory di lingkungan Direktorat Jenderal SDM Kesehatan untuk mengukur
aspek tata kelola organisasi yang menjadi prioritas Kementerian Kesehatan,
seperti Nilai SAKIP, Nilai Kinerja Anggaran, Nilai Integritas, Indeks Kualitas SDM,
dan Nilai Maturitas Manajemen Risiko.

3. Indikator Kinerja Direktif (IKD), yaitu indikator yang ditetapkan untuk mendukung
pengendalian pelaksanaan tugas tertentu yang bersifat direktif atau penugasan
khusus, misalnya Persentase Realisasi Anggaran Unit Kerja, Persentase Mutasi
Pegawai Antar Unit Kerja, serta indikator direktif lainnya sesuai penugasan
organisasi.



Pada Laporan Kinerja Semester I Tahun 2026 ini, pembahasan difokuskan pada
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) karena indikator tersebut merupakan indikator yang
tercantum dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Direktorat Jenderal SDM Kesehatan
Tahun 2026 dan menjadi dasar pengukuran capaian sasaran kegiatan. Sementara
itu, Indikator Kinerja Mandatori (IKM) dan Indikator Kinerja Direktif (IKD) digunakan
sebagai instrumen pendukung dalam penguatan tata kelola dan pengendalian
kinerja organisasi.

Tabel 2.7 Ringkasan Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat
Direktorat Jenderal SDM Kesehatan Tahun 2026

Berdasarkan Tabel 2.7, seluruh Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat
Jenderal SDM Kesehatan telah memiliki definisi operasional, metode pengukuran,
dan sumber data yang jelas. Kejelasan tersebut merupakan prasyarat penting dalam
penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), karena
memastikan bahwa setiap capaian indikator diukur menggunakan metode yang
konsisten, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Setiap indikator juga telah dilengkapi dengan rumusan cara perhitungan yang
mengacu pada ketentuan teknis atau pedoman nasional sesuai karakteristik masing-
masing indikator. Dengan demikian, hasil pengukuran kinerja tidak hanya dapat
digunakan sebagai dasar evaluasi capaian sasaran kegiatan, tetapi juga mendukung
proses verifikasi, validasi, dan audit kinerja oleh Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP).

Kelengkapan metadata indikator tersebut menunjukkan bahwa Sekretariat
Direktorat Jenderal SDM Kesehatan telah memiliki sistem pengukuran kinerja yang
memadai, sehingga mampu menghasilkan informasi kinerja yang andal sebagai
dasar pengambilan keputusan, penyusunan rekomendasi perbaikan, dan
peningkatan akuntabilitas organisasi.



Seluruh IKK Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan merupakan indikator
positif, karena semakin tinggi nilai capaian maka semakin baik tingkat keberhasilan
organisasi. Dengan demikian, capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan
antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan. Sebaliknya, indikator negatif
merupakan indikator yang menunjukkan kondisi semakin baik apabila nilainya
semakin rendah, misalnya tingkat kesalahan administrasi, jumlah temuan berulang,
atau persentase keterlambatan penyelesaian layanan. Sekretariat Direktorat Jenderal
SDM Kesehatan tidak menggunakan indikator dengan karakteristik negatif pada
Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

Selain Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat
Jenderal SDM Kesehatan Tahun 2026 juga memuat Indikator Kinerja Mandatori (IKM)
dan Indikator Kinerja Direktif (IKD). Kedua kelompok indikator tersebut merupakan
bagian dari sistem pengukuran kinerja Direktorat Jenderal SDM Kesehatan yang
berfungsi untuk mengukur aspek tata kelola organisasi serta pelaksanaan kebijakan
atau penugasan strategis tertentu.

Berbeda dengan IKK yang menjadi indikator utama pencapaian Sasaran Kegiatan
Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan, IKM digunakan untuk mengukur
indikator mandatory yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal SDM Kesehatan,
sedangkan IKD digunakan untuk mengukur indikator yang bersifat direktif sesuai
kebijakan organisasi. Oleh karena itu, dalam Laporan Kinerja Semester I Tahun 2026,
IKM dan IKD tetap disajikan sebagai bagian dari metadata indikator kinerja untuk
memberikan gambaran utuh mengenai sistem pengukuran kinerja organisasi.
Ringkasan definisi operasional IKM dan IKD disajikan pada Tabel 2.8 berikut:.

Tabel 2.8 Ringkasan Definisi Operasional Indikator Kinerja Mandatori (IKM)
dan Indikator Kinerja Direktif (IKD) Sekretariat Direktorat Jenderal SDM

Kesehatan Tahun 2026



Berdasarkan Tabel 2.8, seluruh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Indikator Kinerja
Mandatori (IKM), dan Indikator Kinerja Direktif (IKD) Sekretariat Direktorat Jenderal
SDM Kesehatan telah memiliki definisi operasional, metode pengukuran, sumber
data, dan karakteristik indikator yang jelas. Kejelasan tersebut merupakan prasyarat
penting dalam menghasilkan informasi kinerja yang objektif, terukur, konsisten, dan
dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar evaluasi kinerja organisasi.

Meskipun memiliki fungsi pengukuran yang berbeda, IKK, IKM, dan IKD bukan
merupakan indikator yang berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dalam
membentuk sistem pengukuran kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal SDM
Kesehatan. IKK digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran kegiatan, IKM
mengukur aspek tata kelola organisasi yang bersifat mandatory, sedangkan IKD
mengukur pelaksanaan kebijakan dan penugasan strategis yang menjadi perhatian
pimpinan. Ketiga kelompok indikator tersebut selanjutnya diintegrasikan dalam satu
sistem pengukuran kinerja yang mendukung proses perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja organisasi.

Arsitektur sistem pengukuran kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan
Tahun 2026 yang menggambarkan keterkaitan antara Perjanjian Kinerja, kelompok
indikator, proses pengukuran, hingga penyusunan Laporan Kinerja Semester I
disajikan pada Gambar 2.9.

Gambar 2.9 Arsitektur Sistem Pengukuran Kinerja Sekretariat
Direktorat Jenderal SDM Kesehatan Tahun 2026



2.5 Cascading Kinerja

Pencapaian sasaran kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan tidak
hanya ditentukan oleh penetapan indikator kinerja yang memenuhi prinsip SMART
dan memiliki definisi operasional yang jelas, tetapi juga oleh keterkaitan yang kuat
antara sasaran organisasi dengan pelaksanaan tugas pada setiap jenjang organisasi.
Oleh karena itu, Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan menerapkan
mekanisme cascading kinerja, yaitu proses penjabaran sasaran strategis dan sasaran
kegiatan ke dalam target kinerja unit kerja, tim kerja, hingga individu secara
berjenjang.

Penerapan cascading bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program, kegiatan,
dan keluaran yang dilaksanakan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian
sasaran kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan. Dengan
mekanisme tersebut, setiap Tim Kerja memiliki peran yang jelas sebagai penanggung
jawab maupun pendukung dalam pencapaian indikator kinerja, sedangkan setiap
pegawai memiliki Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang selaras dengan target
organisasi.

Gambar 2.10 Cascading kinerja dan tata kelola Set. Ditjen SDM Kesehatan ta. 2026
*Prinsip Penerapan Cascading Kinerja
✓ Seluruh sasaran kegiatan dijabarkan menjadi indikator kinerja yang terukur.
✓ Setiap IKK memiliki keterkaitan dengan RO Kunci sesuai Renstra dan Rencana Aksi.
✓ Setiap RO dilaksanakan oleh Tim Kerja sesuai tugas dan fungsi.
✓ Kinerja Tim Kerja diturunkan menjadi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
✓ Seluruh capaian individu berkontribusi terhadap pencapaian sasaran kegiatan dan sasaran strategis organisasi.



Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.10, cascading kinerja merupakan
mekanisme yang menghubungkan sasaran strategis Direktorat Jenderal SDM
Kesehatan dengan sasaran kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan
secara berjenjang hingga tingkat individu. Setiap indikator kinerja dijabarkan ke
dalam rincian output (RO) yang didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan,
kemudian diteruskan kepada Tim Kerja sebagai pelaksana utama sesuai tugas dan
fungsinya, dan selanjutnya diterjemahkan ke dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Dengan pendekatan tersebut, setiap capaian individu tidak berdiri sendiri, tetapi
menjadi bagian dari pencapaian target Tim Kerja, sasaran kegiatan Sekretariat, dan
sasaran strategis Direktorat Jenderal SDM Kesehatan. Pola ini memperkuat prinsip
akuntabilitas berbasis hasil (result-based accountability) karena setiap level
organisasi memiliki kontribusi yang jelas terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Melalui pendekatan tersebut, hubungan antara sasaran strategis Direktorat Jenderal
SDM Kesehatan, sasaran kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan,
indikator kinerja, rincian output (RO), Tim Kerja, hingga SKP individu membentuk satu
kesatuan sistem yang saling terkait (line of sight). Dengan demikian, keberhasilan
pencapaian kinerja organisasi merupakan akumulasi dari kontribusi seluruh unit kerja
dan individu sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

Melalui penerapan cascading kinerja sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.10,
Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan memastikan bahwa setiap sasaran
kegiatan, indikator kinerja, rincian output, serta pelaksanaan tugas pada masing-
masing Tim Kerja memiliki hubungan yang jelas dan saling mendukung. Pendekatan
tersebut memperkuat penerapan manajemen kinerja berbasis hasil (result-based
management) sekaligus meningkatkan akuntabilitas organisasi melalui keterkaitan
yang utuh antara perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja.

Dengan demikian, setiap capaian indikator kinerja pada Semester I Tahun 2026 tidak
hanya mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga
menunjukkan efektivitas koordinasi antar Tim Kerja dalam mencapai sasaran
kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan. Keterkaitan tersebut
menjadi dasar dalam melakukan analisis terhadap capaian kinerja organisasi yang
akan diuraikan pada Bab III.

2.6 Keterkaitan Kinerja dengan Program dan Anggaran

Pencapaian sasaran kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan tidak
hanya bergantung pada penetapan indikator kinerja dan pembagian peran melalui
mekanisme cascading, tetapi juga didukung oleh pelaksanaan program, kegiatan,
dan alokasi anggaran yang memadai. Dalam kerangka penganggaran berbasis
kinerja (performance-based budgeting), setiap alokasi sumber daya diarahkan untuk
menghasilkan keluaran (output) yang mendukung pencapaian indikator kinerja dan
sasaran kegiatan organisasi.



Pada Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan, keterkaitan tersebut
diwujudkan melalui hubungan antara Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Rincian Output
(RO) kunci sesuai Renstra dan Rencana Aksi, serta anggaran yang dialokasikan pada
masing-masing RO. Dengan demikian, setiap penggunaan anggaran diharapkan
memberikan kontribusi yang terukur terhadap pencapaian target kinerja organisasi.

Gambar 2.11 Keterkaitan Kinerja dengan Program dan Anggaran Sekretariat
Direktorat Jenderal SDM Kesehatan Tahun 2026

Pada Tahun Anggaran 2026, struktur Rincian Output (RO) pada Kegiatan 6798
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program mengalami penyesuaian sebagai
tindak lanjut Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan
Nomor 6 Tahun 2025 dan Nomor 3/MK/AG/2025 tentang Pedoman Penyusunan dan
Pemanfaatan Klasifikasi Rincian Output dan Rincian Output dalam Perencanaan dan
Penganggaran. Penyesuaian tersebut bertujuan meningkatkan kualitas klasifikasi
output sehingga semakin mencerminkan keterkaitan antara keluaran kegiatan
dengan sasaran kinerja organisasi. Dalam pelaksanaan Semester I Tahun 2026 masih
terdapat beberapa RO lama yang tetap tercantum pada dokumen pelaksanaan
anggaran karena telah memiliki realisasi anggaran sebelum proses penyesuaian
dilakukan. Oleh karena itu, penyajian keterkaitan indikator kinerja dengan RO dalam
laporan ini mengacu pada RO Kunci hasil penyesuaian Renstra dan Rencana Aksi,
dengan tetap mempertimbangkan keberadaan RO lama sebagai bagian dari
pelaksanaan anggaran Semester I Tahun 2026.



Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.11, hubungan antara kinerja dan
anggaran pada Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan menerapkan
prinsip performance-based budgeting, yaitu setiap alokasi anggaran diarahkan
untuk menghasilkan keluaran (output) yang mendukung pencapaian indikator
kinerja. Dengan demikian, keberhasilan organisasi tidak hanya diukur dari
tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari sejauh mana anggaran tersebut
mampu menghasilkan output yang berkontribusi terhadap pencapaian
sasaran kegiatan.

Pendekatan ini menjadi dasar dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja,
sehingga analisis pada Bab III tidak hanya membandingkan target dan realisasi
indikator, tetapi juga menilai efektivitas pemanfaatan anggaran dalam mendukung
pencapaian hasil.

Untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai hubungan antara indikator
kinerja, Rincian Output (RO), dan pelaksanaan anggaran, diperlukan pemetaan
keterkaitan antara setiap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan RO Kunci yang
ditetapkan dalam Renstra dan Rencana Aksi Sekretariat Direktorat Jenderal SDM
Kesehatan. Pemetaan ini juga mempertimbangkan kondisi pelaksanaan anggaran
Semester I Tahun 2026, dimana masih terdapat beberapa RO yang tetap digunakan
karena telah memiliki realisasi anggaran sebelum diberlakukannya penyesuaian
klasifikasi RO sesuai Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Bappenas dan Menteri
Keuangan Nomor 6 Tahun 2025 dan Nomor 3/MK/AG/2025.

Dengan demikian, keterkaitan antara indikator kinerja dan Rincian Output tidak
hanya menunjukkan hubungan logis antara sasaran kinerja dengan keluaran
kegiatan, tetapi juga menggambarkan proses transisi implementasi klasifikasi RO
yang tetap menjaga kesinambungan pelaksanaan program dan akuntabilitas
penggunaan anggaran. Pemetaan tersebut disajikan pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9 Keterkaitan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan RO Kunci Renstra dan RO pada
Pelaksanaan Semester I Tahun 2026



Berdasarkan Tabel 2.9, sebagian besar Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
memiliki keterkaitan langsung dengan satu RO Kunci yang menjadi keluaran
utama dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan. Sementara itu, IKK
33.2.8 Nilai Kinerja Anggaran memiliki karakteristik yang berbeda karena
keberhasilannya dipengaruhi oleh pelaksanaan beberapa RO dalam Kegiatan
6798. Hal ini mencerminkan bahwa indikator tersebut mengukur efektivitas
pengelolaan anggaran secara menyeluruh, sehingga tidak bergantung pada
satu keluaran tertentu.

Selain itu, tabel tersebut juga menunjukkan adanya proses penyesuaian
klasifikasi RO pada Tahun Anggaran 2026 sebagai tindak lanjut kebijakan
nasional mengenai penyempurnaan klasifikasi Rincian Output. Meskipun
demikian, keberadaan RO yang masih digunakan dalam pelaksanaan
Semester I Tahun 2026 tidak mengubah sasaran maupun indikator kinerja
yang telah ditetapkan, melainkan merupakan bagian dari masa transisi
administrasi penganggaran. Oleh karena itu, seluruh analisis capaian kinerja
pada Bab III tetap mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dengan
memperhatikan keterkaitan antara indikator, RO Kunci, dan pelaksanaan
anggaran.

Seluruh anggaran pada Kegiatan 6798 dialokasikan untuk mendukung pencapaian
sasaran kegiatan melalui Rincian Output (RO). Karena satu RO dapat berkontribusi
terhadap lebih dari satu indikator kinerja, alokasi anggaran tidak disajikan per
indikator untuk menghindari penghitungan ganda (double counting). Analisis
efisiensi penggunaan anggaran dilakukan pada Bab III berdasarkan realisasi
anggaran Kegiatan 6798 dan kontribusinya terhadap pencapaian indikator kinerja.



Prinsip Penganggaran Berbasis Kinerja :
📌 Anggaran dialokasikan pada Program, Kegiatan, dan RO.
📌 RO mendukung pencapaian satu atau lebih indikator kinerja.
📌 Satu indikator dapat didukung oleh lebih dari satu RO.
📌 Hubungan indikator dengan anggaran bersifat many-to-many, bukan one-to-one.
📌  Oleh karena itu analisis efisiensi anggaran dilakukan pada tingkat kegiatan dan
RO, bukan pada tingkat indikator.

Berdasarkan Tabel 2.10, setiap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Direktorat
Jenderal SDM Kesehatan didukung oleh Rincian Output (RO) yang telah ditetapkan
dalam Renstra dan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKK)
Semester I Tahun 2026. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian indikator kinerja
tidak terlepas dari dukungan sumber daya yang dialokasikan melalui program dan
kegiatan sesuai prinsip performance-based budgeting, dimana setiap anggaran
diarahkan untuk menghasilkan keluaran (output) yang memberikan kontribusi
terhadap pencapaian sasaran kegiatan.

Sebagian besar indikator memiliki keterkaitan langsung dengan satu RO Kunci,
seperti IKK 33.1.8 yang didukung oleh RO 6798.EBA.958, IKK 33.3.8 oleh RO
6798.EBC.954, serta IKK 33.4.17 dan IKK 33.4.25 yang sama-sama didukung oleh RO
6798.EBA.960. Kondisi ini menunjukkan bahwa satu Rincian Output dapat
memberikan kontribusi terhadap lebih dari satu indikator kinerja sesuai
karakteristik output yang dihasilkan.

Berbeda dengan indikator lainnya, IKK 33.2.8 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat
Jenderal SDM Kesehatan memiliki karakteristik khusus karena mengukur kualitas
pengelolaan anggaran secara menyeluruh. Oleh karena itu, indikator ini didukung
oleh seluruh Rincian Output pada Kegiatan 6798, mulai dari proses perencanaan,
pelaksanaan anggaran, revisi anggaran, monitoring, evaluasi, hingga pelaporan.
Dalam konteks Perjanjian Kinerja, indikator tersebut merupakan indikator Eselon I
yang capaian akhirnya dihitung berdasarkan keseluruhan pengelolaan anggaran
Direktorat Jenderal SDM Kesehatan. Namun demikian, dalam Laporan Kinerja
Semester I Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan, pembahasan pada Bab II
difokuskan pada dukungan anggaran yang berasal dari Kegiatan 6798 sebagai
kontribusi Sekretariat terhadap pencapaian indikator tersebut, sedangkan analisis
menyeluruh terhadap nilai kinerja anggaran Direktorat Jenderal SDM Kesehatan
akan diuraikan lebih rinci pada Bab III sesuai target Perjanjian Kinerja.



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Semester I Tahun 2026 merupakan tahap
awal implementasi Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya
Manusia Kesehatan dalam mendukung pencapaian sasaran Direktorat Jenderal SDM
Kesehatan. Selama periode ini, fokus organisasi tidak hanya diarahkan pada
pencapaian target indikator kinerja, tetapi juga pada penguatan tata kelola,
penyempurnaan proses bisnis, percepatan pelaksanaan kegiatan, serta penyesuaian
terhadap berbagai kebijakan strategis yang berlaku pada Tahun Anggaran 2026.

Karakteristik indikator kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan
berbeda dengan indikator yang bersifat layanan langsung kepada masyarakat.
Sebagian besar indikator merupakan indikator tata kelola (governance indicators),
sehingga capaian kinerjanya sangat dipengaruhi oleh siklus evaluasi nasional,
pelaksanaan survei, hasil audit, maupun proses penilaian yang dilakukan oleh unit
pembina di tingkat Kementerian. Oleh karena itu, tidak seluruh indikator dapat
menghasilkan nilai capaian pada Semester I, meskipun berbagai aktivitas pendukung
pencapaiannya telah dilaksanakan sesuai rencana kerja.

Meskipun demikian, Semester I menjadi periode yang sangat menentukan karena
merupakan fase pembentukan fondasi kinerja tahunan. Berbagai kegiatan strategis
seperti penyusunan kebijakan, penguatan sistem pengendalian internal, pengelolaan
sumber daya manusia, peningkatan kualitas layanan, penguatan akuntabilitas, serta
percepatan pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan sebagai prasyarat untuk
mencapai target kinerja pada akhir tahun. Dengan demikian, penilaian terhadap
capaian Semester I tidak hanya didasarkan pada nilai indikator yang telah terukur,
tetapi juga mempertimbangkan progres pelaksanaan program dan kesiapan
organisasi dalam mencapai target tahunan.

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi kinerja organisasi,
analisis pada bab ini diawali dengan penyajian ringkasan capaian seluruh indikator
yang menjadi ukuran keberhasilan Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan,
kemudian dilanjutkan dengan pembahasan setiap indikator secara lebih mendalam
melalui analisis capaian, faktor yang memengaruhi, efektivitas penggunaan sumber
daya, serta kontribusi program dan kegiatan terhadap pencapaian sasaran
organisasi.

Sebelum dilakukan analisis terhadap masing-masing indikator, perlu disajikan
terlebih dahulu gambaran umum mengenai posisi capaian kinerja Sekretariat
Direktorat Jenderal SDM Kesehatan pada Semester I Tahun 2026. Ringkasan ini
dimaksudkan untuk memberikan perspektif awal mengenai tingkat pencapaian
indikator, indikator yang masih berada dalam proses pengukuran, serta indikator
yang memerlukan perhatian lebih pada Semester II. Penyajian tersebut diharapkan
dapat memudahkan pembaca memahami kondisi kinerja organisasi secara utuh
sebelum memasuki analisis yang lebih rinci pada setiap indikator.



Komponen Uraian

Kode Indikator IKK 33.1.8

Indikator
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
Direktorat Jenderal SDM Kesehatan

Sasaran Kegiatan
Meningkatnya kualitas layanan dukungan
manajemen dan pelaksanaan tugas teknis
lainnya

Target Tahun 2026 (PK Revisi) 87

Target Semester I
Belum terdapat target antara karena survei
dilaksanakan pada Semester II

Realisasi Semester I Belum dapat diukur

Status 🟡 Dalam proses pengukuran

RO Kunci 6798.EBA.958

Penanggung Jawab Tim Kerja Hubungan Masyarakat,
Perpustakaan, dan Kerjasama Luar Negeri

Sumber Data
Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan
Ditjen SDM Kesehatan Tahun 2026

3.1.1 IKK 33.1.8 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Direktorat Jenderal SDM
Kesehatan

A. Executive Summary Indikator

Highlight: Sampai dengan Semester I Tahun 2026, survei kepuasan pengguna layanan belum
dilaksanakan sesuai jadwal pengukuran tahunan sehingga capaian indikator belum dapat
ditetapkan.

"Dalam rangka memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap capaian
kinerja, analisis pada Bab III dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu: (1)
perbandingan antara target dan realisasi Tahun 2026; (2) perbandingan dengan
capaian tahun sebelumnya apabila indikator telah diukur pada periode sebelumnya;
(3) keterkaitan dengan target jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam
Renstra Direktorat Jenderal SDM Kesehatan Tahun 2025–2029; dan (4)
pembandingan dengan standar atau benchmark yang berlaku secara nasional
maupun di lingkungan Kementerian Kesehatan apabila data pembanding tersedia."



Uraian Nilai

Target PK Tahun 2026 87

Target Semester I Progress 50%

Realisasi Semester I Belum diukur

Persentase Capaian Belum dapat dihitung

Status Dalam proses pengukuran

B. Gambaran Indikator

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Direktorat Jenderal SDM Kesehatan merupakan
indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pemangku kepentingan
terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh unit-unit kerja di lingkungan
Direktorat Jenderal SDM Kesehatan. Pengukuran dilakukan melalui survei kepuasan
pengguna layanan dengan menggunakan metodologi dan instrumen yang telah
ditetapkan, sehingga hasil pengukuran mencerminkan persepsi pengguna terhadap
mutu pelayanan yang diterima.

Sebagai indikator yang berbasis survei, capaian indikator ini tidak diperoleh secara
periodik setiap triwulan, tetapi mengikuti jadwal pelaksanaan survei yang
direncanakan pada Semester II Tahun 2026. Oleh karena itu, sampai dengan
Semester I Tahun 2026 nilai capaian indikator belum tersedia, meskipun berbagai
tahapan persiapan survei telah dilaksanakan sesuai rencana kerja.

C. Target dan Realisasi

Berdasarkan Tabel 3.2, target IKK 33.1.8 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
Direktorat Jenderal SDM Kesehatan pada Tahun 2026 ditetapkan sebesar 87 sesuai
Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Namun demikian, sampai dengan Semester I Tahun
2026 indikator ini belum memiliki nilai capaian, karena proses pengukurannya
dilakukan melalui survei kepuasan pengguna layanan yang dijadwalkan pada
Semester II Tahun 2026.

Tabel 3.2 Target dan Realisasi IKK 33.1.8 Semester I Tahun 202

Kondisi tersebut tidak menunjukkan bahwa indikator belum dilaksanakan, melainkan
menggambarkan karakteristik metode pengukuran indikator yang berbasis survei.
Selama Semester I, berbagai tahapan persiapan telah dilaksanakan, mulai dari
penyusunan instrumen, penetapan responden, koordinasi pelaksanaan survei,
hingga penyiapan mekanisme pengolahan data. Seluruh tahapan tersebut
merupakan prasyarat agar hasil survei yang diperoleh memenuhi prinsip
objektivitas, validitas, dan reliabilitas sebagai dasar penetapan nilai Indeks Kepuasan
Pengguna Layanan pada akhir tahun.



Untuk memberikan gambaran mengenai mekanisme pengukuran indikator tersebut,
tahapan pelaksanaan survei kepuasan pengguna layanan disajikan pada Gambar
3.2.

Gambar 3.2 Tahapan Pengukuran IKK 33.1.8 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
Direktorat Jenderal SDM Kesehatan Tahun 2026

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.2, pengukuran IKK 33.1.8 dilaksanakan
melalui serangkaian tahapan yang saling berkaitan, dimulai dari penyusunan
instrumen survei, penetapan responden, pelaksanaan survei, pengolahan data,
analisis hasil, hingga penyusunan rekomendasi perbaikan layanan. Pendekatan ini
memastikan bahwa nilai indeks yang dihasilkan tidak hanya menggambarkan tingkat
kepuasan pengguna layanan, tetapi juga memberikan informasi yang dapat
dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan di
lingkungan Direktorat Jenderal SDM Kesehatan.

Pada Semester I Tahun 2026, fokus pelaksanaan berada pada tahap persiapan dan
penjaminan kualitas proses pengukuran, sedangkan pelaksanaan survei dan
pengolahan hasil dijadwalkan pada Semester II. Dengan demikian, meskipun nilai
indikator belum dapat ditetapkan pada Semester I, progres pelaksanaan telah
berjalan sesuai tahapan yang direncanakan sehingga diharapkan pengukuran dapat
menghasilkan data yang akurat, representatif, dan dapat dipertanggungjawabkan
sebagai dasar penilaian kinerja organisasi.

D. Analisis Capaian IKK 33.1.8 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Direktorat
Jenderal SDM Kesehatan

D.1 Analisis Capaian Semester I Tahun 2026



Sampai dengan Semester I Tahun 2026, IKK 33.1.8 Indeks Kepuasan Pengguna
Layanan Direktorat Jenderal SDM Kesehatan belum menghasilkan nilai capaian
karena pelaksanaan survei kepuasan pengguna layanan dijadwalkan pada Semester
II Tahun 2026. Kondisi tersebut telah sesuai dengan mekanisme pengukuran
indikator yang menetapkan bahwa penilaian baru dapat dilakukan setelah seluruh
layanan berjalan dalam periode yang memadai dan seluruh responden memperoleh
kesempatan memberikan penilaian terhadap kualitas layanan yang diterima.

Meskipun nilai indikator belum tersedia, berbagai tahapan pendukung telah
dilaksanakan selama Semester I Tahun 2026, meliputi penyusunan instrumen survei,
penetapan responden, koordinasi dengan unit penyelenggara layanan, serta
persiapan mekanisme pelaksanaan survei dan pengolahan data. Dengan demikian,
progres pencapaian indikator tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan
menjadi dasar pelaksanaan survei pada Semester II Tahun 2026.

D.2 Perbandingan dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Pada Tahun 2025, Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Direktorat Jenderal SDM
Kesehatan berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar 77,
realisasi yang dicapai adalah 86,62 atau sebesar 112,49% dari target. Capaian
tersebut menunjukkan bahwa kualitas layanan yang diberikan telah memperoleh
apresiasi yang baik dari para pengguna layanan.

Apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2025,  pada Semester I Tahun 2026
indikator ini masih tercatat 0 dari target 87, karena pelaksanaan survei kepuasan
pengguna layanan dijadwalkan pada Semester II Tahun 2026 sesuai mekanisme
pengukuran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, capaian Semester I Tahun
2026 belum dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian Tahun 2025,
namun target Tahun 2026 yang lebih tinggi mencerminkan komitmen organisasi
untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pengguna secara
berkelanjutan.



D.3 Perbandingan dengan Target Renstra Tahun 2025–2029

Target Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Direktorat Jenderal SDM Kesehatan
dalam Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2025–2029 menunjukkan arah
peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Target Tahun 2026 sebesar 87
meningkat dibandingkan target Tahun 2025 sebesar 77, yang mencerminkan
komitmen organisasi untuk terus meningkatkan mutu layanan dan kepuasan
pengguna.

Karena pengukuran indikator dilakukan pada Semester II, pencapaian terhadap
target Renstra baru dapat dievaluasi secara komprehensif setelah hasil survei Tahun
2026 diperoleh. Namun demikian, berbagai kegiatan peningkatan kualitas layanan
yang telah dilaksanakan pada Semester I menunjukkan bahwa organisasi berada
pada jalur yang mendukung pencapaian target Renstra tersebut.

D.4 Perbandingan dengan Benchmark

Sampai dengan Semester I Tahun 2026 belum terdapat standar nasional yang secara
khusus digunakan sebagai pembanding terhadap Indeks Kepuasan Pengguna
Layanan Direktorat Jenderal SDM Kesehatan. Oleh karena itu, evaluasi lebih
difokuskan pada pencapaian target internal organisasi, tren peningkatan kinerja dari
tahun ke tahun, serta hasil survei kepuasan sebagai instrumen evaluasi kualitas
pelayanan.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Direktorat Jenderal SDM
Kesehatan Tahun 2025–2029, pelaksanaan kegiatan pendukung pada Semester

I Tahun 2026 telah berada pada jalur yang mendukung pencapaian target
jangka menengah. Meskipun capaian indikator belum dapat diukur karena

survei kepuasan pengguna layanan dijadwalkan pada Semester II,
penyelesaian seluruh tahapan kegiatan menjadi dasar untuk mencapai target

tahunan dan target Renstra secara berkelanjutan.

Sebagai pembanding eksternal, hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Direktorat
Jenderal SDM Kesehatan akan dianalisis terhadap capaian unit pelayanan lain di
lingkungan Kementerian Kesehatan setelah seluruh hasil survei Tahun 2026 tersedia.
Benchmarking tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran posisi relatif
kualitas pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan dalam lingkup
nasional sekaligus menjadi masukan dalam penyempurnaan pelayanan pada
periode berikutnya.



D.5 Faktor Pendukung, Kendala, dan Langkah Perbaikan

Faktor Pendukung

Tersedianya instrumen survei yang telah disusun dan disempurnakan
berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya.
Komitmen seluruh unit kerja dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada
pengguna layanan.
Dukungan sistem informasi dan media survei yang memudahkan proses
pengumpulan data.
Koordinasi antar Tim Kerja dalam menyiapkan pelaksanaan survei Semester II.

Kendala

Pengukuran indikator belum dapat dilakukan pada Semester I karena mengikuti
siklus pelaksanaan survei tahunan.
Sebagian layanan masih berlangsung sehingga belum seluruh responden dapat
memberikan penilaian secara utuh.
Hasil survei baru dapat diolah setelah seluruh periode pengumpulan data
selesai.

Langkah Perbaikan

Menyelesaikan seluruh tahapan persiapan survei sebelum Semester II.
Meningkatkan partisipasi responden melalui sosialisasi dan pendampingan unit
layanan.
Melakukan monitoring pelaksanaan survei secara berkala untuk memastikan
target responden terpenuhi.
Menggunakan hasil survei sebagai dasar penyusunan rencana peningkatan
kualitas pelayanan pada tahun berikutnya.

Selain karakteristik indikator yang baru dapat diukur pada Semester II, hasil
pemantauan Semester I Tahun 2026 menunjukkan beberapa faktor yang berpotensi
memengaruhi pencapaian target indikator pada akhir tahun. Salah satu tantangan
utama adalah adanya perubahan pelaksana teknis survei (pihak ketiga) pada akhir
Semester I yang berdampak pada penyesuaian jadwal, mekanisme pelaksanaan,
serta proses koordinasi antar pemangku kepentingan. Di samping itu, terdapat
perubahan metode pelaksanaan survei dari skema yang sebelumnya lebih dominan
offline menjadi kombinasi offline dan online, disertai perluasan cakupan responden
yang tidak hanya melibatkan satuan kerja, tetapi juga unit kerja di lingkungan Kantor
Pusat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan.



D.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian IKK 33.1.8 didukung oleh RO 6798.EBA.958 yang mengakomodasi
kegiatan peningkatan kualitas layanan, pengelolaan survei kepuasan pengguna, serta
penyempurnaan mekanisme pelayanan. Meskipun nilai indikator belum dapat
diukur pada Semester I, sumber daya yang dialokasikan telah dimanfaatkan untuk
melaksanakan tahapan persiapan survei sesuai jadwal pelaksanaan.

Analisis efisiensi anggaran akan mempertimbangkan keterkaitan antara alokasi
anggaran pada RO 6798.EBA.958 dengan hasil survei yang diperoleh pada Semester
II, sehingga efektivitas penggunaan sumber daya dapat dinilai secara lebih
komprehensif pada akhir Tahun 2026.

Perubahan tersebut diikuti dengan penyempurnaan instrumen survei, baik pada
aspek kuantitatif maupun kualitatif, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap
mekanisme pengumpulan dan pengolahan data. Hasil pemantauan juga
menunjukkan bahwa pemetaan jenis layanan pada masing-masing unit kerja di
Kantor Pusat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan belum sepenuhnya tersedia,
sehingga masih diperlukan penyelarasan antara jenis layanan, kelompok responden,
dan instrumen survei agar hasil pengukuran benar-benar mencerminkan kualitas
pelayanan yang diberikan.

Sebagai tindak lanjut, Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan telah
melakukan koordinasi intensif dengan unit pembina survei di Kementerian
Kesehatan serta pihak ketiga pelaksana survei untuk menyepakati mekanisme
pelaksanaan, penentuan jumlah dan karakteristik responden, lokasi survei, serta
penyempurnaan instrumen pengukuran. Selain itu, dilakukan pemetaan jenis
layanan pada masing-masing unit kerja sebagai dasar penyusunan desain survei
yang lebih representatif. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meminimalkan
potensi bias pengukuran dan meningkatkan validitas hasil survei pada Semester II
Tahun 2026.

D.7 Analisis Program dan Kegiatan Pendukung

Pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan pada RO 6798.EBA.958,
yang meliputi penguatan kualitas pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat,
pelaksanaan survei kepuasan pengguna layanan, serta evaluasi berkelanjutan
terhadap standar pelayanan. Dari sisi organisasi, pelaksanaan indikator
dikoordinasikan oleh Tim Kerja Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat
dengan dukungan seluruh Tim Kerja penyelenggara layanan di lingkungan
Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan.



Komponen Uraian

Kode Indikator IKK 33.2.8

Nama Indikator
Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal
SDM Kesehatan

Target PK Tahun 2026

92,75 (akan dijelaskan pada Bab II bahwa
target PK direviu menjadi 92,55 sesuai Berita
Acara Tiga Pihak, sedangkan pengukuran
dashboard Semester I masih menggunakan
target awal pada aplikasi e-Planning)

Keterlibatan seluruh unit kerja dalam menjaga kualitas layanan menjadi faktor
penting untuk memastikan bahwa hasil survei yang akan diperoleh pada Semester II
benar-benar mencerminkan kondisi pelayanan organisasi secara menyeluruh. Oleh
karena itu, keberhasilan pencapaian indikator ini tidak hanya ditentukan oleh
pelaksanaan survei, tetapi juga oleh konsistensi penerapan standar pelayanan,
respons terhadap pengaduan masyarakat, serta upaya perbaikan berkelanjutan yang
dilakukan selama Semester I Tahun 2026.

3.1.2 IKK 33.2.8 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal SDM Kesehatan

A. Executive Summary



Komponen Uraian

Realisasi Semester I 51.53

Persentase Capaian 55.56%

Kategori Kurang

Status Indikator 🟡 Belum mencapai target Semester I

RO Pendukung
Seluruh Rincian Output Kegiatan 6798
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program
di Ditjen SDM Kesehatan

Penanggung Jawab Tim Kerja Perencanaan dan Anggaran

Sumber Data
Dashboard SMART Kementerian Keuangan per
7 Juli 2026, aplikasi SAKTI, dan e-Planning
Kementerian Kesehatan.

Aspek Hasil Evaluasi

Kondisi Semester I Nilai NKA telah mulai terbentuk pada Dashboard SMART Kementerian
Keuangan, namun masih berada di bawah target tahunan.

Permasalahan Utama
Penyesuaian KRO/RO sesuai SEB November 2025, koreksi capaian
output pada aplikasi SAKTI, serta masih adanya satker yang belum
menyelesaikan pemutakhiran data Semester I.

Fokus Semester II
Penyelesaian revisi RO, peningkatan kualitas pelaporan capaian
output, konsistensi pengisian RPD, serta percepatan koordinasi
penyempurnaan Perjanjian Kinerja sesuai hasil reviu tiga pihak.

Ringkasan Evaluasi Semester I

Catatan: Target Perjanjian Kinerja Tahun 2026 telah direviu menjadi 92,55 berdasarkan
Berita Acara Hasil Reviu Tiga Pihak. Namun demikian, nilai target yang masih tampil pada
dashboard e-Planning Semester I sebesar 92,75 merupakan target sebelum penyesuaian.
Analisis dalam Laporan Kinerja ini mengacu pada target Perjanjian Kinerja yang telah
direviu, sedangkan data realisasi menggunakan dashboard monitoring Semester I.

Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal SDM Kesehatan sampai dengan Semester I Tahun
2026 mencapai 51,53 atau sebesar 55,56% dari target tahunan. Berdasarkan Dashboard SMART

Kementerian Keuangan, capaian tersebut masih berada pada kategori "Kurang". Kondisi ini
dipengaruhi oleh masih berlangsungnya proses penyesuaian struktur KRO/RO sesuai Surat

Edaran Bersama perubahan Rincian Output, penyempurnaan data capaian output pada
aplikasi SAKTI, serta masih terdapat satuan kerja yang belum menyelesaikan pemutakhiran

data capaian Semester I. 



B. Gambaran Indikator

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan indikator yang mengukur kualitas
pengelolaan anggaran berdasarkan penilaian Kementerian Keuangan terhadap
aspek perencanaan, pelaksanaan, efektivitas, efisiensi, dan capaian output
pelaksanaan anggaran. Berbeda dengan indikator yang hanya mengukur tingkat
penyerapan anggaran, NKA memberikan gambaran menyeluruh mengenai kualitas
pengelolaan APBN sepanjang siklus pelaksanaan anggaran.

Gambar 3.4a Komponen Penilaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal SDM
Kesehatan

Dalam struktur Perjanjian Kinerja Tahun 2026, IKK 33.2.8 merupakan indikator
kinerja pada tingkat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan. Meskipun demikian,
Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan memiliki peran strategis dalam
mengoordinasikan proses perencanaan, revisi anggaran, pelaksanaan, monitoring,
evaluasi, dan pelaporan kinerja anggaran seluruh satuan kerja di lingkungan
Direktorat Jenderal SDM Kesehatan. Oleh karena itu, capaian indikator ini
merupakan hasil akumulasi kinerja pengelolaan anggaran seluruh satuan kerja,
dengan Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan berperan sebagai unit
pembina dan koordinator pengelolaan anggaran di tingkat Direktorat Jenderal.



Uraian Nilai

Target IKK tiga pihak 18 Februari 2026 92.55

Target Dashboard Monitoring Semester I 92.75

Realisasi Semester I 51.53

Persentase Capaian 55.56%

Kategori Kurang

C. Target dan Realisasi Semester I Tahun 2026

Tabel 3.3 Target dan Realisasi IKK 33.2.8 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat
Jenderal SDM Kesehatan Semester I Tahun 2026

Berdasarkan hasil pemantauan Semester I Tahun 2026, Nilai Kinerja Anggaran
Direktorat Jenderal SDM Kesehatan mencapai 51,53 atau 55,56% dari target yang
digunakan dalam dashboard monitoring. Capaian tersebut masih berada pada
kategori "Kurang" sehingga memerlukan percepatan pada Semester II, terutama
melalui peningkatan kualitas pengelolaan anggaran, penyempurnaan capaian
output, serta optimalisasi pelaksanaan kegiatan pada seluruh satuan kerja. 

Perlu diperhatikan bahwa target yang masih ditampilkan pada dashboard
monitoring sebesar 92,75 merupakan target sebelum penyesuaian Perjanjian
Kinerja. Berdasarkan Berita Acara Reviu Tiga Pihak, target indikator telah direvisi
menjadi 92,55. Perbedaan tersebut terjadi karena proses pembaruan target pada
aplikasi monitoring belum sepenuhnya dilakukan pada saat penyusunan laporan
Semester I. Oleh karena itu, analisis dalam Laporan Kinerja ini menggunakan target
Perjanjian Kinerja yang telah direvisi sebagai acuan utama.

Nilai Kinerja Anggaran tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat realisasi anggaran, tetapi
juga oleh kualitas pengelolaan anggaran pada seluruh tahapan siklus APBN.
Penilaian dilakukan secara komprehensif oleh Kementerian Keuangan melalui
Dashboard SMART dengan mempertimbangkan berbagai komponen yang
mencerminkan kualitas perencanaan, konsistensi pelaksanaan, pencapaian output,
serta efisiensi penggunaan anggaran. Oleh karena itu, pemahaman terhadap
komponen pembentuk Nilai Kinerja Anggaran menjadi penting untuk menjelaskan
faktor-faktor yang memengaruhi capaian indikator pada Semester I Tahun 2026.

Dalam pelaksanaan fungsi tersebut, Sekretariat juga memanfaatkan dashboard
Monitoring dan Evaluasi Kementerian Keuangan, termasuk pemantauan terhadap
satuan kerja Kantor Pusat, sebagai instrumen pengendalian dan pembinaan untuk
mendukung peningkatan Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal SDM Kesehatan.



Gambar 3.4b Komponen Penilaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal
SDM Kesehatan

Berdasarkan Dashboard Monitoring Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Keuangan
sebagaimana disajikan pada Gambar 3.4, sampai dengan cut off 7 Juli 2026 Nilai
Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal SDM Kesehatan mencapai 51,53 dan masih
berada pada kategori "Kurang". Nilai tersebut merupakan hasil agregasi dari dua
komponen utama, yaitu Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,28 (bobot
50%) dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 92,78 (bobot 50%). Komposisi
tersebut menunjukkan bahwa capaian Nilai Kinerja Anggaran masih belum optimal,
terutama karena rendahnya nilai pada aspek perencanaan anggaran, sementara
aspek pelaksanaan anggaran telah menunjukkan kinerja yang relatif baik. 

Rendahnya Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran mengindikasikan bahwa masih
terdapat beberapa komponen penilaian yang memerlukan penyempurnaan, antara
lain kualitas perencanaan output, konsistensi dokumen perencanaan, serta
penyesuaian terhadap perubahan struktur KRO dan RO sesuai kebijakan
Kementerian Keuangan. Di sisi lain, Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang telah
mencapai 92,78 menunjukkan bahwa proses pelaksanaan anggaran pada Semester I
telah berjalan cukup baik, ditunjukkan oleh meningkatnya kualitas pelaksanaan
kegiatan, penyelesaian belanja, serta capaian output yang mulai terbentuk pada
sebagian besar satuan kerja.

Catatan: Dashboard pada Gambar 3.4 merupakan hasil pemantauan Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal
SDM Kesehatan berdasarkan aplikasi Monitoring dan Evaluasi Kementerian Keuangan dengan cut off data per 7
Juli 2026. Nilai tersebut bersifat dinamis dan dapat berubah seiring dengan proses pemutakhiran data,
penyempurnaan capaian output, serta evaluasi lanjutan oleh Kementerian Keuangan.



Bagi Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan, kondisi tersebut menjadi dasar
untuk memperkuat fungsi koordinasi dan pengendalian anggaran pada Semester II.
Upaya yang dilakukan diarahkan pada peningkatan kualitas perencanaan melalui
penyempurnaan dokumen perencanaan, peningkatan kualitas data capaian output
pada aplikasi SAKTI dan SMART, percepatan penyelesaian revisi anggaran apabila
diperlukan, serta penguatan monitoring terhadap seluruh satuan kerja di lingkungan
Direktorat Jenderal SDM Kesehatan. Dengan langkah tersebut diharapkan Nilai
Kinerja Anggaran dapat meningkat secara signifikan pada akhir Tahun 2026 dan
mampu mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

D. Analisis Capaian IKK 33.2.8 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal SDM
Kesehatan

D.1 Analisis Capaian Semester I Tahun 2026

Berdasarkan hasil pemantauan Dashboard Monitoring Nilai Kinerja Anggaran
Kementerian Keuangan sampai dengan cut off 7 Juli 2026, Nilai Kinerja Anggaran
Direktorat Jenderal SDM Kesehatan mencapai 51,53 atau sebesar 55,56% terhadap
target Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Capaian tersebut masih berada pada kategori
"Kurang", sehingga diperlukan percepatan perbaikan pada Semester II, khususnya
pada aspek kualitas perencanaan anggaran yang masih menjadi komponen dengan
nilai terendah.

Hasil dashboard menunjukkan bahwa Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran telah
mencapai 92,78, sedangkan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran baru mencapai
10,28. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan anggaran pada
Semester I relatif telah berjalan dengan baik, namun kualitas perencanaan,
konsistensi dokumen perencanaan, serta penyesuaian terhadap perubahan struktur
KRO dan RO masih memerlukan penyempurnaan agar mampu meningkatkan nilai
akhir NKA.

Sebagai unit yang mengoordinasikan perencanaan dan pengelolaan anggaran,
Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan telah melaksanakan berbagai langkah
pengendalian, antara lain melalui monitoring realisasi anggaran, reviu Rencana
Penarikan Dana (RPD), pengendalian revisi anggaran, pemantauan capaian output,
serta fasilitasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan anggaran pada seluruh
satuan kerja. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi peningkatan Nilai Kinerja
Anggaran pada Semester II Tahun 2026.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang
memengaruhi capaian Nilai Kinerja Anggaran, perlu dilakukan identifikasi terhadap
komponen penilaian yang digunakan dalam Dashboard Monitoring Kementerian
Keuangan. Analisis terhadap masing-masing komponen tersebut memberikan
informasi mengenai aspek yang telah menunjukkan kinerja baik maupun aspek yang
masih memerlukan perbaikan sebagai dasar penyusunan strategi peningkatan Nilai
Kinerja Anggaran pada Semester II Tahun 2026.



Gambar 3.5 Komponen Pembentuk Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal
SDM Kesehatan Semester I Tahun 2026

Berdasarkan Gambar 3.5, Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal SDM Kesehatan
dibentuk oleh dua komponen utama, yaitu Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran, yang masing-masing memiliki bobot 50 persen
dalam perhitungan Nilai Kinerja Anggaran. Hasil pemantauan Semester I
menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara kedua komponen
tersebut.

Pada aspek Pelaksanaan Anggaran, nilai telah mencapai 92,78, yang menunjukkan
bahwa sebagian besar indikator pelaksanaan, seperti kualitas penyerapan anggaran,
penyelesaian tagihan, deviasi halaman III DIPA, pengelolaan UP/TUP, serta capaian
output mulai menunjukkan kinerja yang baik. Kondisi ini mencerminkan semakin
baiknya pelaksanaan anggaran pada satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal
SDM Kesehatan.

Sebaliknya, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran masih berada pada angka 10,28.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa aspek perencanaan masih memerlukan
perhatian lebih, terutama pada komponen efektivitas Unit Eselon I, efektivitas satuan
kerja, penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK), serta efisiensi perencanaan.
Perbaikan pada komponen-komponen tersebut menjadi faktor kunci dalam
meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran secara keseluruhan pada akhir Tahun 2026.

Salah satu faktor yang memengaruhi capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat
Jenderal SDM Kesehatan adalah kualitas pelaksanaan anggaran pada satuan kerja
Kantor Pusat yang dikelola oleh Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan.
Berdasarkan dashboard Monitoring dan Evaluasi Kementerian Keuangan, capaian
Nilai Kinerja Anggaran Kantor Pusat menunjukkan nilai 57,21 (kurang), nilai Kondisi
tersebut memberikan kontribusi terhadap capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat
Jenderal SDM Kesehatan secara keseluruhan.



Berdasarkan Gambar 3.6, apabila dibandingkan dengan Tahun 2025, Nilai Kinerja
Anggaran (NKA) Direktorat Jenderal SDM Kesehatan menunjukkan perbedaan
capaian yang dipengaruhi oleh karakteristik pengukuran indikator. Pada Tahun 2025,
NKA berhasil mencapai 94,94 atau 102,36% dari target Perjanjian Kinerja sebesar
92,75, yang mencerminkan kualitas pelaksanaan anggaran berada pada kategori
sangat baik. Sementara itu, hingga Semester I Tahun 2026 capaian NKA tercatat
sebesar 51,53 atau 55,55% dari target Perjanjian Kinerja sebesar 92,75.

Perbedaan capaian tersebut tidak dapat dimaknai sebagai penurunan kinerja,
mengingat Nilai Kinerja Anggaran merupakan indikator yang dihitung secara
kumulatif berdasarkan kualitas pelaksanaan anggaran sepanjang tahun. Nilai
Semester I masih bersifat progresif dan akan terus mengalami perubahan seiring
meningkatnya realisasi anggaran, kualitas pelaksanaan belanja, ketepatan waktu
penyelesaian kegiatan, serta pemenuhan komponen penilaian lainnya hingga akhir
tahun anggaran.

Keberhasilan Direktorat Jenderal SDM Kesehatan melampaui target NKA pada Tahun
2025 menjadi modal yang baik dalam mempertahankan kualitas pengelolaan
anggaran pada Tahun 2026. Oleh karena itu, pada Semester II diperlukan penguatan
monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran, percepatan penyelesaian kegiatan,
peningkatan kualitas revisi anggaran, serta pengendalian pelaksanaan belanja secara
berkala agar target Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sebesar 92,75 dapat tercapai pada
akhir tahun anggaran.

Catatan: Nilai Kinerja Anggaran Semester I Tahun 2026 bersifat progresif dan
dihitung secara kumulatif berdasarkan kualitas pelaksanaan anggaran sepanjang
tahun. Oleh karena itu, capaian Semester I tidak dapat dibandingkan secara
langsung dengan capaian akhir Tahun 2025.

Gambar 3.6 Tren Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal SDM
Kesehatan



D.3 Perbandingan dengan Target Renstra dan Target Perjanjian Kinerja

Berdasarkan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dan
Rencana Strategis Direktorat Jenderal SDM Kesehatan Tahun 2025–2029, Nilai Kinerja
Anggaran Direktorat Jenderal SDM Kesehatan ditargetkan mencapai 92,75 pada
Tahun 2026. Hingga Semester I Tahun 2026, capaian NKA tercatat sebesar 51,53 atau
55,55% dari target tersebut. Capaian ini belum mencerminkan kondisi akhir tahun
karena Nilai Kinerja Anggaran merupakan indikator yang dihitung secara kumulatif
berdasarkan kualitas pelaksanaan anggaran sepanjang tahun anggaran.

Meskipun demikian, capaian Semester I menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran
masih berada dalam tahapan implementasi dan akan terus berkembang seiring
peningkatan realisasi anggaran, penyelesaian kegiatan, serta peningkatan kualitas
pelaksanaan anggaran pada Semester II. Dengan mempertimbangkan capaian Tahun
2025 yang berhasil melampaui target Perjanjian Kinerja, Direktorat Jenderal SDM
Kesehatan memiliki modal yang baik untuk mempertahankan kualitas pengelolaan
anggaran. Oleh karena itu, penguatan monitoring dan evaluasi, percepatan
pelaksanaan kegiatan, serta peningkatan kualitas pengelolaan anggaran secara
berkelanjutan menjadi faktor penting untuk mendukung pencapaian target 92,75
pada akhir Tahun 2026.

D.4 Faktor Pendukung, Kendala, dan Langkah Perbaikan
Faktor Pendukung :

Komitmen seluruh satuan kerja dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan
anggaran.
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran telah mencapai 92,78, menunjukkan
pelaksanaan anggaran yang relatif baik.
Monitoring dan evaluasi anggaran dilakukan secara berkala melalui aplikasi
SMART, SAKTI, dan dashboard internal.
Pendampingan penyusunan revisi anggaran dan pemantauan capaian output
oleh Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan.

Kendala
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran masih rendah (10,28) sehingga memengaruhi
nilai akhir NKA.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Direktorat Jenderal SDM
Kesehatan Tahun 2025–2029, capaian Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa
indikator masih memerlukan percepatan pada Semester II. Penguatan kualitas
pelaksanaan anggaran, penyelesaian output, dan konsistensi pengendalian
pelaksanaan kegiatan menjadi faktor penting untuk mendukung pencapaian target
tahunan sekaligus target jangka menengah.

Secara nasional, penilaian Nilai Kinerja Anggaran mengacu pada metodologi
Kementerian Keuangan yang berlaku untuk seluruh kementerian/lembaga

sehingga capaian Direktorat Jenderal SDM Kesehatan dapat dievaluasi
menggunakan standar penilaian yang sama.



Komponen Uraian

Kode Indikator IKK 33.3.8

Nama Indikator
Indeks Kualitas SDM Direktorat Jenderal SDM
Kesehatan

Langkah Perbaikan Semester II

1.Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran melalui penguatan reviu RKA dan
RPD.

2.Memastikan seluruh data capaian output pada aplikasi SAKTI telah tervalidasi.
3.Melakukan monitoring berkala terhadap indikator pembentuk Nilai Kinerja

Anggaran.
4.Mempercepat penyelesaian revisi anggaran dan penyesuaian RO sesuai

kebijakan terbaru.
5.Meningkatkan koordinasi dengan seluruh satuan kerja agar kualitas data dan

pelaporan semakin baik.

📌 Catatan Evaluasi Semester I
Hasil Monitoring dan Evaluasi Semester I Tahun 2026

Nilai Kinerja Anggaran masih berada pada kategori "Kurang" dengan capaian
51,53.
Komponen Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (10,28) menjadi faktor utama
yang menahan peningkatan nilai NKA.
Penyesuaian struktur KRO/RO dan pemutakhiran data capaian output masih
berlangsung pada Semester I.

🟨 Isu
Strategis

🟩 Tindak Lanjut Semester II
Memperkuat kualitas perencanaan anggaran sejak awal pelaksanaan.
Melakukan validasi dan sinkronisasi data capaian output pada aplikasi SMART dan
SAKTI.
Mengoptimalkan fungsi monitoring dan evaluasi terhadap seluruh satuan kerja.
Melaksanakan evaluasi berkala atas komponen pembentuk NKA sebagai dasar
percepatan pencapaian target akhir tahun.

3.1.3 IKK 33.3.8 Indeks Kualitas SDM Direktorat Jenderal SDM Kesehatan

A. Executive Summary

Penyesuaian struktur KRO dan RO sesuai Surat Edaran Bersama masih
memerlukan sinkronisasi pada aplikasi.
Masih terdapat perbedaan waktu pembaruan data antara sistem internal dan
Dashboard SMART Kementerian Keuangan.
Beberapa data capaian output dan indikator pendukung masih dalam proses
validasi.



Komponen Uraian

Target PK Tahun 2026 84

Realisasi Semester I 84.47

Persentase Capaian 100.56%

Status 🟢 Target telah tercapai pada Semester
I

Kategori Sangat Baik (Melebihi Target)

RO Kunci
6798.EBC.954 – Layanan Manajemen
SDM

Penanggung Jawab Tim Kerja SDM

Sumber Data

Sistem Informasi SDM Kementerian
Kesehatan, Dashboard Monitoring
Kinerja, dan hasil pengukuran Indeks
Kualitas SDM Semester I Tahun 2026.

Sampai dengan Semester I Tahun 2026, Indeks Kualitas SDM Direktorat Jenderal
SDM Kesehatan telah mencapai 84,47 atau 100,56% dari target tahunan sebesar
84,00. Capaian tersebut menunjukkan bahwa target tahunan telah terlampaui

pada Semester I, sehingga fokus pada Semester II diarahkan pada upaya
mempertahankan kualitas pengelolaan SDM dan menjaga keberlanjutan kinerja

hingga akhir tahun.

B. Gambaran Indikator

Indeks Kualitas SDM Direktorat Jenderal SDM Kesehatan merupakan indikator yang
digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan sumber daya manusia
dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Pengukuran indikator ini tidak
hanya mencerminkan kualitas pengembangan kompetensi pegawai, tetapi juga
efektivitas pengelolaan SDM melalui penerapan sistem manajemen talenta,
pengelolaan kinerja, serta penguatan kapasitas organisasi.

Pada Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan, pencapaian indikator ini
didukung melalui RO Kunci 6798.EBC.954 – Layanan Manajemen SDM, yang menjadi
wadah pelaksanaan berbagai kegiatan pengelolaan SDM, mulai dari perencanaan
kebutuhan pegawai, pengembangan kompetensi, pembinaan karier, hingga
penguatan manajemen kinerja. Penanggung jawab utama indikator adalah Tim Kerja
Sumber Daya Manusia, dengan dukungan seluruh unit kerja di lingkungan
Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan.



Uraian Nilai

Target Tahun 2026 84

Realisasi Semester I 84.47

Persentase Capaian 100.56%

Status 🟢 Target tercapai

C. Target dan Realisasi Semester I Tahun 2026

Tabel 3.5 Target dan Realisasi IKK 33.3.8 pada dashboard e kinerja portal e office.

Berdasarkan hasil monitoring Semester I Tahun 2026, Indeks Kualitas SDM Direktorat
Jenderal SDM Kesehatan mencapai 84,47, atau 100,56% dari target tahunan sebesar
84,00. Dengan capaian tersebut, indikator ini telah melampaui target tahunan pada
Semester I.

Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa berbagai program pengelolaan SDM
yang dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan telah
memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas SDM. Berbagai upaya
seperti pengembangan kompetensi, penguatan manajemen kinerja, pembinaan
jabatan fungsional, serta peningkatan kapasitas organisasi berjalan sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan.



Walaupun target telah tercapai, upaya peningkatan kualitas SDM tetap perlu
dilanjutkan pada Semester II untuk menjaga keberlanjutan capaian, meningkatkan
kualitas layanan internal, dan mendukung pelaksanaan transformasi kesehatan
secara berkesinambungan.

Capaian Indeks Kualitas SDM tidak terlepas dari pelaksanaan berbagai program dan
kegiatan yang mendukung pengembangan kapasitas aparatur. Oleh karena itu,
selain melihat nilai capaian indikator, perlu dipahami pula keterkaitan antara
indikator dengan RO Kunci serta peran Tim Kerja yang bertanggung jawab dalam
pelaksanaan kegiatan. Hubungan tersebut disajikan pada Gambar 3.7.

Gambar 3.7 Hubungan IKK 33.3.8 dengan RO Kunci dan Pelaksanaan Program

Gambar 3.7 menunjukkan bahwa pencapaian IKK 33.3.8 didukung secara langsung
oleh RO Kunci 6798.EBC.954 – Layanan Manajemen SDM. Pelaksanaan RO tersebut
mencakup seluruh siklus pengelolaan SDM, mulai dari perencanaan kebutuhan
pegawai, pengembangan kompetensi, pengelolaan kinerja, hingga pembinaan SDM.

Keterkaitan antara indikator, RO, dan Tim Kerja menunjukkan bahwa peningkatan
Indeks Kualitas SDM merupakan hasil dari pelaksanaan program yang terintegrasi.
Dengan capaian sebesar 84,47, pelaksanaan kegiatan pada Semester I telah
memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pengelolaan SDM di
lingkungan Direktorat Jenderal SDM Kesehatan.



Tahun Target Realisasi Persentase

2025 81 83.11 102.60%

Semester I 2026 84 84.47 100.56%

D. Analisis Capaian IKK 33.3.8  Indeks Kualitas SDM Direktorat Jenderal SDM
Kesehatan

D.1 Analisis Capaian Semester I Tahun 2026

Berdasarkan hasil pemantauan Semester I Tahun 2026, Indeks Kualitas SDM
Direktorat Jenderal SDM Kesehatan mencapai 84,47 atau 100,56% dari target tahunan
sebesar 84,00. Dengan capaian tersebut, indikator ini telah berhasil melampaui target
yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia di
lingkungan Direktorat Jenderal SDM Kesehatan telah berjalan secara efektif dan
memberikan kontribusi terhadap peningkatan profesionalisme ASN. Keberhasilan ini
tidak terlepas dari pelaksanaan berbagai program pengembangan SDM yang
dilaksanakan secara terintegrasi melalui RO 6798.EBC.954 Layanan Manajemen SDM,
meliputi perencanaan kebutuhan pegawai, pengembangan kompetensi, penguatan
sistem manajemen kinerja, serta pembinaan karier dan talenta ASN.

Selain itu, implementasi kebijakan pengembangan SDM yang selaras dengan agenda
transformasi kesehatan dan penguatan budaya kerja ASN BerAKHLAK turut
memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas SDM organisasi. Hal tersebut
tercermin dari meningkatnya nilai pada sebagian besar dimensi penyusun Indeks
Kualitas SDM sehingga target Semester I dapat tercapai lebih cepat dari yang
direncanakan.

D.2 Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya

Untuk mengetahui kecenderungan peningkatan kualitas SDM, capaian Semester I
Tahun 2026 perlu dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2025 sebesar 83,11, Indeks Kualitas
SDM Direktorat Jenderal SDM Kesehatan pada Semester I Tahun 2026 meningkat
menjadi 84,47 atau naik sebesar 1,36 poin. Capaian tersebut telah melampaui target
Tahun 2026 sebesar 84 dengan tingkat capaian 100,56%, sedangkan capaian Tahun
2025 juga telah melampaui target tahunannya sebesar 81. Peningkatan ini
menunjukkan keberlanjutan perbaikan kualitas sumber daya manusia, terutama
pada aspek kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin pegawai. Meskipun
demikian, upaya pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas kinerja perlu
terus dipertahankan agar capaian tersebut dapat dijaga hingga akhir Tahun 2026.



Tahun Nilai

2025 83.11

Semester I 2026 84.47

Peningkatan Indeks Kualitas SDM dari tahun sebelumnya menunjukkan bahwa
pengelolaan SDM di lingkungan Direktorat Jenderal SDM Kesehatan mengalami
perbaikan secara berkelanjutan. Perkembangan tersebut dapat dilihat melalui tren
capaian indikator sebagaimana disajikan pada Gambar 3.8.

Gambar 3.8 menunjukkan bahwa Indeks Kualitas SDM Direktorat Jenderal SDM
Kesehatan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan nilai
tersebut mencerminkan keberhasilan organisasi dalam mempertahankan kualitas
pengelolaan SDM di tengah meningkatnya target kinerja pada Tahun 2026.

Gambar 3.8 Tren Indeks Kualitas SDM Direktorat Jenderal SDM Kesehatan

Peningkatan ini mengindikasikan bahwa program pengembangan kompetensi,
pengelolaan kinerja, pembinaan karier, serta penguatan budaya kerja telah
memberikan dampak positif terhadap kualitas ASN. Keberhasilan tersebut menjadi
modal penting untuk mempertahankan bahkan meningkatkan capaian indikator
hingga akhir Tahun 2026.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Direktorat Jenderal SDM
Kesehatan Tahun 2025–2029, capaian Semester I Tahun 2026 menunjukkan

perkembangan yang positif dan berada pada jalur yang mendukung
pencapaian target jangka menengah. Keberhasilan ini perlu dipertahankan
melalui penguatan pengelolaan sumber daya manusia secara berkelanjutan

agar target tahunan dan target Renstra dapat tercapai secara optimal.



Gambar 3.9 komponem pembentukan indeks kualitas SDM Ditjen SDM
Kesehatan pada semester 1 tahun 2026.

Berdasarkan Gambar 3.9, capaian Indeks Kualitas SDM Direktorat Jenderal SDM
Kesehatan Semester I Tahun 2026 sebesar 84,47 merupakan akumulasi dari empat
dimensi utama, yaitu Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin. Keempat dimensi
tersebut menunjukkan capaian yang relatif baik, meskipun masih terdapat variasi
kontribusi terhadap nilai indeks secara keseluruhan.

Dimensi Disiplin merupakan dimensi dengan tingkat pencapaian tertinggi, yaitu 4,99
dari bobot maksimal 5,00 atau 99,80%, yang menunjukkan tingginya tingkat
kepatuhan ASN terhadap ketentuan disiplin dan pelaksanaan kewajiban sebagai
aparatur sipil negara. Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan organisasi
dalam membangun budaya kerja yang tertib, akuntabel, dan berintegritas.

Dimensi Kualifikasi juga menunjukkan hasil yang sangat baik dengan nilai 23,64 dari
bobot maksimal 25,00 atau 94,56%. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar
pegawai telah memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan
organisasi dan jabatan yang diduduki.

Sementara itu, dimensi Kinerja memperoleh nilai 25,31 dari bobot maksimal 30,00
atau 84,37%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi sistem
manajemen kinerja dan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) telah berjalan
cukup efektif, meskipun masih terdapat ruang untuk meningkatkan kualitas
penilaian kinerja dan keterkaitannya dengan capaian organisasi.



Di sisi lain, Kompetensi merupakan dimensi yang memiliki ruang peningkatan
terbesar. Nilai yang diperoleh sebesar 30,52 dari bobot maksimal 40,00 atau 76,30%,
lebih rendah dibandingkan dimensi lainnya. Kondisi ini menunjukkan perlunya
peningkatan intensitas pengembangan kompetensi, baik melalui pelatihan,
pembelajaran mandiri, pengembangan jabatan fungsional, maupun implementasi
manajemen talenta yang lebih optimal.

Secara keseluruhan, komposisi keempat dimensi tersebut menghasilkan Indeks
Kualitas SDM sebesar 84,47, yang telah melampaui target tahunan sebesar 84,00.
Meskipun demikian, peningkatan pada dimensi kompetensi perlu menjadi prioritas
pada Semester II agar kualitas SDM dapat meningkat secara lebih merata dan
berkelanjutan.

D.4 Faktor Pendukung Keberhasilan, Kendala dan Tindak Lanjut 

Keberhasilan pencapaian Indeks Kualitas SDM pada Semester I Tahun 2026 didukung
oleh beberapa faktor, antara lain:

1.Penguatan pengelolaan SDM melalui RO 6798.EBC.954 Layanan Manajemen SDM
yang dilaksanakan secara konsisten.

2.Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai yang mendukung peningkatan
kapasitas ASN sesuai kebutuhan organisasi.

3. Implementasi manajemen kinerja yang semakin terintegrasi dengan Sasaran
Kinerja Pegawai (SKP) dan target organisasi.

4.Komitmen pimpinan dan seluruh unit kerja dalam mendukung transformasi
manajemen SDM.

5.Peningkatan budaya disiplin dan profesionalisme ASN, yang tercermin dari
tingginya capaian dimensi disiplin.

D.3 Perbandingan dengan Target Renstra dan Target Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dan Rencana Strategis Direktorat
Jenderal SDM Kesehatan Tahun 2025–2029, target Indeks Kualitas SDM Direktorat
Jenderal SDM Kesehatan pada Tahun 2026 ditetapkan sebesar 84. Hingga Semester I
Tahun 2026, indikator ini telah mencapai nilai 84,47 atau 100,56% dari target yang
ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan
kegiatan di bidang pengelolaan sumber daya manusia telah berada pada jalur yang
mendukung pencapaian target tahunan sekaligus mendukung pencapaian sasaran
jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal SDM
Kesehatan Tahun 2025–2029. Meskipun target telah terlampaui pada Semester I,
upaya peningkatan kualitas SDM melalui pengembangan kompetensi, penguatan
sistem manajemen kinerja, serta pembinaan disiplin pegawai perlu terus
dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan
capaian hingga akhir Tahun 2026.



Kendala

1.Proses penyusunan dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sampai dengan
Triwulan II Tahun 2026 masih berlangsung, sehingga sebagian data penilaian
kinerja pegawai belum seluruhnya terdokumentasi sebagai komponen
pembentuk Indeks Kualitas SDM.

2.Masih terdapat pejabat fungsional yang belum memenuhi persyaratan
pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional, sehingga berpotensi memengaruhi
pemenuhan aspek kompetensi dalam pengukuran Indeks Kualitas SDM.

3.Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai minimal 20 Jam Pelajaran (JP)
pada Tahun 2026 belum sepenuhnya terealisasi, mengingat sebagian besar
kegiatan pengembangan kompetensi dijadwalkan pada Semester II Tahun 2026
sesuai rencana pengembangan SDM.

4.Pemutakhiran data kepegawaian pada sistem pendukung Indeks Kualitas SDM
belum seluruhnya dilakukan secara tepat waktu, sehingga masih diperlukan
validasi dan penyelarasan data oleh masing-masing unit kerja untuk memastikan
kualitas data yang digunakan dalam pengukuran indikator.

Tindak Lanjut

1.Mendorong seluruh pejabat penilai dan pegawai untuk menyusun serta
menyelesaikan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) secara tepat waktu
sesuai ketentuan, sehingga data kinerja dapat dimanfaatkan sebagai dasar
pengukuran Indeks Kualitas SDM.

2.Mendorong pegawai, khususnya pejabat fungsional, untuk mengikuti pendidikan
dan pelatihan jabatan fungsional serta berbagai program pengembangan
kompetensi, baik melalui pelatihan daring (online) maupun luring (offline), guna
memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan.

3.Mengoptimalkan pelaksanaan program pengembangan kompetensi pegawai
agar target minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per pegawai dapat dipenuhi pada
Semester II Tahun 2026 melalui berbagai metode pembelajaran yang telah
direncanakan.

4.Melakukan koordinasi, pendampingan, monitoring, dan pemutakhiran data
kepegawaian secara berkala pada sistem pendukung Indeks Kualitas SDM, serta
mendorong setiap pegawai melakukan pembaruan data secara mandiri dengan
pendampingan Tim Kepegawaian pada masing-masing satuan kerja/unit kerja
guna meningkatkan akurasi data pengukuran indikator.

Pelaksanaan tindak lanjut tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas
pengelolaan sumber daya manusia serta mempertahankan capaian Indeks
Kualitas SDM Direktorat Jenderal SDM Kesehatan hingga akhir Tahun 2026.



Komponen Uraian

Kode Indikator IKK 33.4.17

Nama Indikator
Nilai Maturitas Manajemen Risiko Direktorat

Jenderal SDM Kesehatan

Target PK Tahun 2026 4

Realisasi Semester I 0

Persentase Capaian 0.00%

Status PK ⚪ Belum dapat diukur

Progress Penilaian Mandiri 4.39

A. Executive Summary

📌 Catatan Evaluasi Semester I
Hasil Monitoring dan Evaluasi Semester I Tahun 2026
🟩 Capaian Positif
✅ Indeks Kualitas SDM telah mencapai 84,47 atau 100,56% dari target tahunan.
✅ Dimensi Disiplin dan Kualifikasi memberikan kontribusi terbesar terhadap
pencapaian indikator.
✅ Implementasi pengelolaan SDM berjalan sesuai rencana dan mendukung
pencapaian target organisasi.

🟨 Area Peningkatan/Tindak Lanjut
▪Pengembangan kompetensi ASN masih perlu ditingkatkan agar kontribusi dimensi
kompetensi semakin optimal.
▪Penguatan manajemen talenta dan pengembangan karier perlu terus dilaksanakan
secara berkelanjutan.

🟦 Arah Kebijakan Semester II
Memperluas akses pengembangan kompetensi pegawai.
Memperkuat implementasi manajemen talenta.
Meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja ASN.
Mempertahankan budaya disiplin dan profesionalisme.
Mengoptimalkan pemanfaatan data SDM sebagai dasar pengambilan keputusan.

3.1.4 IKK 33.4.17 Nilai Maturitas Manajemen Risiko Direktorat Jenderal SDM
Kesehatan



Komponen Uraian

Status Progress Level Enable (Self Assessment)

Aplikasi SPIP-T Kementerian Kesehatan

Status Penilaian Menunggu reviu dan validasi Tim APIP Kementerian
Kesehatan

RO Kunci
6798.EBA.960 Subkomponen E – Pelaksanaan
Koordinasi Penilaian Mandiri Maturitas Manajemen
Risiko/Pembangunan Zona Integritas

Penanggung Jawab Tim Kerja Kepatuhan Internal dan Pengembangan Zona
Integritas

Sampai dengan Semester I Tahun 2026, capaian indikator Nilai Maturitas
Manajemen Risiko pada Perjanjian Kinerja masih sebesar 0,00, karena proses

penilaian resmi oleh Tim APIP Kementerian Kesehatan belum selesai
dilaksanakan. Namun demikian, berdasarkan hasil Penilaian Mandiri (Self

Assessment) yang dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal SDM
Kesehatan melalui aplikasi SPIP-T, diperoleh nilai 4,39 yang berada pada Level
Enable. Nilai tersebut merupakan hasil pengisian data dukung dan eviden oleh
unit kerja, sehingga belum dapat digunakan sebagai capaian indikator kinerja

sampai diterbitkannya hasil reviu dan validasi oleh APIP.

B. Gambaran Indikator

Nilai Maturitas Manajemen Risiko Direktorat Jenderal SDM Kesehatan merupakan
indikator yang mengukur tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam
mendukung penyelenggaraan tata kelola organisasi yang efektif, akuntabel, dan
berorientasi pada pencapaian sasaran strategis. Penilaian indikator dilakukan
berdasarkan mekanisme penilaian maturitas SPIP Terintegrasi yang dilaksanakan
secara berjenjang, dimulai dari Penilaian Mandiri (Self Assessment) oleh unit kerja
melalui aplikasi SPIP-T, kemudian dilanjutkan dengan proses reviu dan validasi oleh
Tim APIP Kementerian Kesehatan.

Pada Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan, indikator ini didukung melalui
RO 6798.EBA.960 Subkomponen E – Pelaksanaan Koordinasi Penilaian Mandiri
Maturitas Manajemen Risiko/Pembangunan Zona Integritas. Kegiatan yang
dilaksanakan meliputi penyusunan profil risiko, identifikasi dan analisis risiko,
penyusunan rencana mitigasi, monitoring pelaksanaan pengendalian, pemutakhiran
data dukung pada aplikasi SPIP-T, serta koordinasi dengan APIP dalam rangka proses
reviu penilaian.



Uraian Nilai

Target PK Tahun 2026 4

Realisasi Semester I 0

Persentase Capaian 0.00%

Status Belum dapat diukur

Uraian Nilai

Unit yang Melaksanakan Penilaian
Sekretariat Direktorat Jenderal SDM
Kesehatan

Media Penilaian Aplikasi SPIP-T Kementerian Kesehatan

Hasil Penilaian Mandiri 4.39

Level Maturitas Enable (4,01–5,00)

Cut Off Data 2 Jul 2026

Status
Menunggu reviu dan validasi Tim APIP
Kementerian Kesehatan

Karena mekanisme penilaian dilakukan secara bertahap, hasil Penilaian Mandiri
belum secara otomatis menjadi nilai indikator pada Perjanjian Kinerja. Nilai indikator
baru ditetapkan setelah seluruh eviden diverifikasi dan dilakukan reviu oleh Tim APIP
Kementerian Kesehatan.

C. Target dan Realisasi Semester I Tahun 2026

Hasil Penilaian Mandiri Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, target Nilai Maturitas Manajemen Risiko
Direktorat Jenderal SDM Kesehatan ditetapkan sebesar 4,00. Sampai dengan
Semester I Tahun 2026, capaian indikator pada Laporan Kinerja masih tercatat
sebesar 0,00 karena proses penilaian resmi oleh Tim APIP Kementerian Kesehatan
belum selesai dilaksanakan, sehingga nilai akhir indikator belum dapat ditetapkan.



Sebagai bagian dari tahapan penilaian tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal SDM
Kesehatan telah melaksanakan Penilaian Mandiri (Self Assessment) melalui aplikasi
SPIP-T Kementerian Kesehatan dengan mengunggah seluruh data dukung dan
eviden implementasi manajemen risiko sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan
hasil penilaian internal tersebut, diperoleh nilai 4,39 yang berada pada Level Enable
(4,01–5,00).

Hasil Penilaian Mandiri tersebut menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko
di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan telah berjalan dengan
baik dan didukung oleh kelengkapan dokumen serta implementasi pengendalian
risiko pada proses bisnis organisasi. Namun demikian, nilai 4,39 tersebut belum
merupakan nilai resmi indikator kinerja, karena masih harus melalui proses reviu
dan validasi oleh Tim APIP Kementerian Kesehatan. Oleh karena itu, nilai tersebut
digunakan sebagai gambaran tingkat kesiapan implementasi manajemen risiko,
sedangkan capaian indikator pada Semester I tetap mengacu pada hasil penilaian
resmi yang akan ditetapkan setelah proses reviu selesai.

D. Analisis Capaian IKK 33.4.17 Nilai Maturitas Manajemen Risiko Direktorat
Jenderal SDM Kesehatan

D.1 Analisis Capaian Semester I Tahun 2026

Sampai dengan Semester I Tahun 2026, Nilai Maturitas Manajemen Risiko Direktorat
Jenderal SDM Kesehatan pada Perjanjian Kinerja belum dapat diukur sehingga
capaian indikator masih tercatat sebesar 0,00 terhadap target tahunan sebesar 4,00.
Kondisi tersebut disebabkan karena proses penilaian resmi masih berada pada
tahap reviu dan validasi oleh Tim APIP Kementerian Kesehatan, sehingga hasil
penilaian akhir belum ditetapkan.

Walaupun demikian, Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan telah
menyelesaikan Penilaian Mandiri melalui aplikasi SPIP-T Kementerian Kesehatan
sebagai bagian dari tahapan evaluasi maturitas manajemen risiko. Berdasarkan hasil
penilaian internal tersebut diperoleh nilai 4,39 atau berada pada Level Enable (4,01–
5,00). Nilai tersebut menunjukkan bahwa implementasi manajemen risiko telah
diterapkan secara memadai dan telah didukung oleh dokumen, eviden, serta
pelaksanaan pengendalian risiko pada seluruh proses bisnis yang menjadi objek
penilaian.

Hasil Penilaian Mandiri tersebut belum merupakan nilai resmi indikator kinerja
karena masih memerlukan proses reviu dan validasi oleh Tim APIP Kementerian
Kesehatan. Oleh karena itu, capaian Semester I lebih tepat dipandang sebagai
tingkat kesiapan organisasi dalam menghadapi penilaian akhir dibandingkan sebagai
hasil pengukuran indikator.



Hasil Penilaian Mandiri sebesar 4,39 menunjukkan bahwa penerapan manajemen
risiko di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan telah mencapai
Level Enable, yaitu tingkat kematangan yang menggambarkan bahwa proses
manajemen risiko telah diterapkan secara sistematis dan menjadi bagian dari tata
kelola organisasi. Pada level ini, identifikasi risiko, analisis risiko, penyusunan
rencana mitigasi, pemantauan, dan evaluasi telah dilaksanakan secara
berkesinambungan serta didukung oleh keterlibatan pimpinan dan unit kerja terkait.

Nilai tersebut juga mencerminkan bahwa sebagian besar eviden yang dipersyaratkan
dalam aplikasi SPIP-T telah dipenuhi oleh Sekretariat Direktorat Jenderal SDM
Kesehatan. Namun demikian, hasil tersebut masih bersifat internal dan dapat
berubah setelah dilakukan proses klarifikasi, reviu, dan validasi oleh Tim APIP
Kementerian Kesehatan.

Proses penilaian Nilai Maturitas Manajemen Risiko Direktorat Jenderal SDM
Kesehatan dilakukan secara berjenjang. Penilaian diawali dengan Penilaian Mandiri
oleh masing-masing unit kerja melalui aplikasi SPIP sebagai bentuk evaluasi internal
terhadap penerapan manajemen risiko. Hasil Penilaian Mandiri tersebut selanjutnya
menjadi bahan bagi Tim APIP Kementerian Kesehatan untuk melakukan reviu dan
validasi sebelum menetapkan nilai resmi indikator pada tingkat Direktorat Jenderal.
Mekanisme tersebut digambarkan pada Gambar 3.10.

Gambar 3.10 menunjukkan bahwa sampai dengan Semester I Tahun 2026, Nilai
Maturitas Manajemen Risiko Direktorat Jenderal SDM Kesehatan pada Perjanjian
Kinerja masih tercatat sebesar 0,00, karena proses penilaian oleh Tim APIP
Kementerian Kesehatan belum selesai. Dengan demikian, belum terdapat nilai resmi
yang dapat digunakan sebagai capaian indikator kinerja Semester I.



Di sisi lain, Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan telah menyelesaikan
Penilaian Mandiri melalui aplikasi SPIP dan memperoleh nilai 4,39 atau berada pada
Level Enable. Nilai tersebut merupakan hasil evaluasi internal atas data dukung dan
eviden implementasi manajemen risiko pada lingkup Sekretariat Ditjen SDM
Kesehatan. Oleh karena itu, nilai 4,39 tidak merepresentasikan capaian IKK
Direktorat Jenderal SDM Kesehatan, melainkan menggambarkan tingkat kesiapan
data dukung dan implementasi manajemen risiko pada unit pengampu sebelum
dilakukan reviu dan validasi oleh Tim APIP.

Dengan mekanisme tersebut, hasil Penilaian Mandiri menjadi dasar untuk proses
penilaian berikutnya, sedangkan nilai resmi indikator baru akan ditetapkan setelah
seluruh tahapan reviu dan validasi selesai dilaksanakan oleh Tim APIP Kementerian
Kesehatan.

D.2 Perbandingan dengan Capaian Tahun 2025

Apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2025, Nilai Maturitas Manajemen
Risiko Direktorat Jenderal SDM Kesehatan menunjukkan perkembangan yang positif.
Pada Tahun 2025, hasil penilaian resmi APIP mencapai 3,67 dari target Perjanjian
Kinerja sebesar 3,95. Sementara itu, pada Semester I Tahun 2026, capaian indikator
pada Perjanjian Kinerja masih tercatat 0 dari target 4,00, karena hasil penilaian resmi
APIP baru akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2026 atau awal Tahun 2027
(T+1). Meskipun demikian, hasil Penilaian Mandiri Sekretariat Direktorat Jenderal
SDM Kesehatan melalui aplikasi SPIP per 2 Juli 2026 telah mencapai nilai 4,39. Nilai
tersebut belum merupakan capaian resmi indikator, namun memberikan gambaran
bahwa implementasi manajemen risiko telah menunjukkan peningkatan
dibandingkan hasil penilaian APIP Tahun 2025 dan berada pada jalur yang
mendukung pencapaian target Tahun 2026.

Gambar 3.7 Tren Perkembangan nilai maturitas manajemen risiko 
Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan



Tahun Target PK Nilai Resmi Keterangan

2025 3.95 3.67 Hasil penilaian APIP

Semester I 2026 4 0 Hasil Penilaian APIP di
Triwulan ke IV.

Penilaian Mandiri Set.
Ditjen (2 Juli 2026)

- 4.39 Belum merupakan nilai resmi

Kondisi tersebut menjadi indikator positif bahwa kesiapan organisasi dalam
menghadapi proses reviu APIP telah meningkat dibandingkan tahap awal
pelaksanaan penilaian.

Tabel 3.9 Perbandingan Perkembangan Nilai Maturitas Manajemen Risiko

Meskipun demikian, hasil Penilaian Mandiri Sekretariat Direktorat Jenderal SDM
Kesehatan sebesar 4,39 menunjukkan bahwa secara internal implementasi
manajemen risiko telah berada pada Level Enable.

Selain membandingkan capaian antarperiode, penting pula untuk melihat posisi hasil
Penilaian Mandiri terhadap target Perjanjian Kinerja. Perbandingan tersebut
memberikan gambaran mengenai tingkat kesiapan Sekretariat Direktorat Jenderal
SDM Kesehatan dalam mendukung pencapaian indikator Nilai Maturitas Manajemen
Risiko Direktorat Jenderal SDM Kesehatan. Visualisasi hubungan tersebut disajikan
pada Gambar 3.11.



Gambar 3.11 memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan antara hasil Penilaian
Mandiri Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan dan nilai resmi indikator
pada tingkat Direktorat Jenderal. Hasil Penilaian Mandiri sebesar 4,39 menunjukkan
kesiapan implementasi manajemen risiko di lingkungan Sekretariat Ditjen SDM
Kesehatan, sedangkan capaian indikator pada Semester I masih tercatat 0,00 karena
proses reviu dan validasi oleh Tim APIP belum selesai.

Dengan demikian, hasil Penilaian Mandiri tidak digunakan sebagai dasar pengukuran
capaian indikator, tetapi berfungsi sebagai bahan evaluasi internal dan data dukung
dalam proses penilaian resmi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan
penguatan manajemen risiko telah berjalan sesuai rencana, meskipun hasil akhirnya
masih menunggu penetapan oleh Tim APIP Kementerian Kesehatan.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Direktorat Jenderal SDM
Kesehatan Tahun 2025–2029, pelaksanaan kegiatan pada Semester I telah

mendukung proses pencapaian target jangka menengah. Meskipun capaian
indikator resmi masih menunggu hasil penilaian APIP, pelaksanaan penilaian

mandiri dan pemenuhan data dukung menjadi bagian penting dalam
mendukung pencapaian target tahunan dan target Renstra.

D.3 Perbandingan dengan Target Renstra dan Target Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dan Rencana Strategis Direktorat
Jenderal SDM Kesehatan Tahun 2025–2029, target Nilai Maturitas Manajemen Risiko
Direktorat Jenderal SDM Kesehatan pada Tahun 2026 ditetapkan sebesar 4,00.
Hingga Semester I Tahun 2026, capaian resmi indikator belum dapat ditetapkan
karena masih menunggu hasil penilaian APIP. Namun demikian, hasil penilaian
mandiri sebesar 4,39 menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko telah
berkembang ke arah yang lebih baik dibandingkan capaian resmi Tahun 2025. Oleh
karena itu, penguatan implementasi manajemen risiko, penyempurnaan
dokumentasi, serta pemenuhan eviden pendukung perlu terus dilakukan agar hasil
penilaian resmi APIP pada akhir tahun dapat memenuhi bahkan melampaui target
Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

D.4 Faktor Pendukung, Kendala  dan Tindak Lanjut

Walaupun capaian indikator pada Semester I Tahun 2026 belum dapat ditetapkan,
proses Penilaian Mandiri Maturitas Manajemen Risiko di lingkungan Sekretariat
Direktorat Jenderal SDM Kesehatan dapat dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut
didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut.



1. Komitmen Pimpinan
Pimpinan Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan memberikan dukungan
terhadap implementasi manajemen risiko melalui penguatan koordinasi,
pemantauan penyelesaian data dukung, serta pengintegrasian manajemen risiko ke
dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program.

2. Penguatan Tata Kelola Risiko
Seluruh tim kerja telah melakukan identifikasi, evaluasi, dan pemutakhiran profil
risiko sebagai dasar penyusunan rencana mitigasi sesuai dengan perkembangan
pelaksanaan kegiatan Tahun 2026.

3. Pemenuhan Data Dukung pada Aplikasi SPIP-T
Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan telah menyelesaikan pengunggahan
data dukung dan eviden implementasi manajemen risiko pada aplikasi SPIP-T
sehingga proses Penilaian Mandiri dapat diselesaikan sesuai jadwal.

4. Koordinasi Internal
Tim Kerja Kepatuhan Internal dan Pengembangan Zona Integritas melakukan
koordinasi secara berkala dengan seluruh tim kerja dalam rangka memastikan
kesesuaian data dukung sebelum dilakukan reviu oleh Tim APIP.

Kendala
1.Hasil penilaian resmi Nilai Maturitas Manajemen Risiko belum tersedia pada

Semester I Tahun 2026, karena penilaian APIP dilaksanakan pada Triwulan IV
Tahun 2026 atau awal Tahun 2027 (T+1).

2.Kualitas penerapan manajemen risiko antar unit kerja belum sepenuhnya
seragam, terutama dalam penyusunan dokumen risiko, pelaksanaan monitoring,
dan penyediaan eviden pendukung sesuai pedoman penilaian APIP.

3.Pemahaman dan internalisasi manajemen risiko masih perlu diperkuat agar
implementasi tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi, tetapi
menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan dan pengendalian
organisasi.

Tindak Lanjut

Sebagai upaya meningkatkan kualitas implementasi manajemen risiko dan
mendukung pencapaian target indikator pada akhir Tahun 2026, Sekretariat
Direktorat Jenderal SDM Kesehatan akan melaksanakan beberapa langkah tindak
lanjut sebagai berikut:

1.Melakukan pendampingan dan monitoring secara berkala kepada seluruh unit
kerja dalam penerapan manajemen risiko sesuai pedoman SPIP dan ketentuan
penilaian APIP.

2.Menyempurnakan dokumen, eviden, dan pelaksanaan pengendalian risiko agar 



📌 Catatan Evaluasi Semester I
Hasil Monitoring dan Evaluasi Semester I Tahun 2026
🟢 Capaian Positif

Penilaian Mandiri Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan melalui aplikasi
SPIP-T telah selesai dilaksanakan.
Hasil Penilaian Mandiri mencapai 4,39 (Level Enable) sebagai gambaran kesiapan
implementasi manajemen risiko.
Seluruh data dukung utama telah disampaikan sebagai bahan reviu Tim APIP
Kementerian Kesehatan.

🟡 Area yang Masih Memerlukan Perhatian
Nilai resmi indikator belum diterbitkan karena masih menunggu proses reviu
dan validasi APIP.
Penyempurnaan eviden pada beberapa aspek masih perlu dilakukan sesuai
masukan hasil evaluasi internal.

🔵 Arah Semester II
Menindaklanjuti hasil reviu APIP.
Menyempurnakan data dukung dan eviden.
Memastikan hasil Penilaian Mandiri dapat dipertahankan pada saat penilaian
resmi.
Mengintegrasikan hasil evaluasi ke dalam perbaikan tata kelola risiko organisasi.

       sesuai dengan indikator penilaian maturitas manajemen risiko.
3.Meningkatkan koordinasi, sosialisasi, dan pembinaan kepada seluruh unit kerja

mengenai implementasi manajemen risiko sebagai bagian dari penguatan tata
kelola organisasi.

4.Melaksanakan evaluasi berkala terhadap hasil penilaian mandiri sebagai dasar
perbaikan sebelum pelaksanaan penilaian resmi oleh APIP.



Komponen Uraian

Kode Indikator IKK 33.4.25

Nama Indikator
Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
BPK yang Telah Ditindaklanjuti Direktorat
Jenderal SDM Kesehatan

Target PK Tahun 2026 95.00%

Realisasi PK Semester I 0.00%

Persentase Capaian PK 0.00%

Target Surat SetJen 15 Jan 2026 95.40%

Progress Ditjen SDM Kesehatan 95,24% (per 11 Juli 2026)

Progress Sekretariat Ditjen SDM
Kesehatan 95,17% (per 2 Juli 2026)

Status Progress On Track

RO Kunci
6798.EBA.960 Subkomponen D –
Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit
Internal

Penanggung Jawab
Tim Kerja Kepatuhan Internal dan
Pengembangan Zona Integritas

3.1.5 IKK 33.4.25 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah
Ditindaklanjuti Direktorat Jenderal SDM Kesehatan

A. Executive Summary

Tabel 3.10 Executive Summary

Sampai dengan Semester I Tahun 2026, capaian indikator Persentase Rekomendasi
Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Ditindaklanjuti pada Perjanjian Kinerja masih
tercatat sebesar 0,00%, karena hasil penilaian resmi atas tindak lanjut rekomendasi
BPK baru akan ditetapkan setelah proses pemutakhiran dan validasi nasional pada
awal Tahun 2027 (T+1).

Meskipun demikian, berdasarkan hasil pemantauan internal, tingkat penyelesaian
tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Direktorat Jenderal SDM
Kesehatan telah mencapai 95,24% per 11 Juli 2026, sedangkan Sekretariat Direktorat
Jenderal SDM Kesehatan telah mencapai 95,17% per 2 Juli 2026. 



Uraian Nilai

Target PK Tahun 2026 95.00%

Realisasi Semester I 0.00%

Target Surat SetJen 15 Jan 2026 95.40%

TLHP Sekretariat Ditjen SDMK (2 Juli 2026) 95.17%

TLHP Ditjen SDM Kesehatan (11 Juli 2026) 95.24%

Status Menunggu hasil final (T+

B. Gambaran Indikator

Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Ditindaklanjuti
merupakan indikator yang mengukur tingkat penyelesaian tindak lanjut atas
rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di lingkungan
Direktorat Jenderal SDM Kesehatan. Indikator ini mencerminkan komitmen
organisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola, memperkuat sistem
pengendalian intern, serta memastikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan
ditindaklanjuti secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Pada Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan, indikator ini didukung oleh RO
Kunci 6798.EBA.960 Subkomponen D – Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit
Internal, yang mencakup kegiatan koordinasi penyelesaian rekomendasi, monitoring
tindak lanjut, verifikasi bukti dukung, serta pelaporan perkembangan tindak lanjut
kepada Inspektorat Jenderal dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Berbeda dengan indikator yang bersifat operasional, capaian indikator ini ditetapkan
berdasarkan hasil pemutakhiran nasional atas tindak lanjut rekomendasi BPK. Oleh
karena itu, nilai resmi indikator baru ditetapkan pada awal tahun berikutnya (T+1)
setelah seluruh proses pemutakhiran dan validasi selesai dilaksanakan.

Tabel 3.10 Executive Summary IKK 33.4.25

C. Target dan Realisasi Semester I Tahun 2026

Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar rekomendasi telah
ditindaklanjuti sesuai rencana dan menjadi modal penting dalam pencapaian target
indikator pada akhir siklus penilaian.

Sampai dengan Semester I Tahun 2026, capaian indikator pada Perjanjian Kinerja
masih tercatat sebesar 0,00% karena hasil penilaian resmi atas tindak lanjut
rekomendasi hasil pemeriksaan BPK belum ditetapkan. Penilaian indikator dilakukan
berdasarkan hasil pemutakhiran nasional yang diselesaikan pada awal tahun
berikutnya (T+1).



Walaupun demikian, perkembangan penyelesaian rekomendasi menunjukkan hasil
yang sangat baik. Berdasarkan pemantauan internal, tingkat penyelesaian tindak
lanjut rekomendasi pada Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan telah
mencapai 95,17% per 2 Juli 2026, sedangkan hasil konsolidasi pada tingkat Direktorat
Jenderal SDM Kesehatan mencapai 95,24% per 11 Juli 2026. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa proses penyelesaian rekomendasi telah berjalan sesuai
rencana dan memberikan keyakinan bahwa target tahunan berpotensi tercapai
setelah proses validasi selesai.

Gambar 3.12 menunjukkan bahwa sampai dengan Semester I Tahun 2026, nilai
resmi indikator pada Perjanjian Kinerja masih 0,00% karena proses pemutakhiran
nasional dan validasi hasil tindak lanjut rekomendasi BPK belum selesai. Namun
demikian, progres penyelesaian tindak lanjut telah menunjukkan perkembangan
yang sangat baik. Tingkat penyelesaian pada Sekretariat Direktorat Jenderal SDM
Kesehatan telah mencapai 95,17%, sedangkan hasil konsolidasi pada tingkat
Direktorat Jenderal SDM Kesehatan mencapai 95,24%. Perbedaan tersebut
menunjukkan adanya proses konsolidasi dan penyempurnaan tindak lanjut dari
seluruh unit kerja sebelum penetapan nilai resmi. Apabila mengacu pada target
sekretaris Inspektorat Jenderal target yang ditetapkan menjadi 95,40 dan akan
dianalisis pada triwulan ke-3. 

D. Faktor Pendukung, kendala dan Tindak Lanjut
Beberapa faktor yang mendukung progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi
hasil pemeriksaan BPK antara lain:

1.Komitmen pimpinan dalam mendorong percepatan penyelesaian rekomendasi
hasil pemeriksaan.

2.Monitoring berkala terhadap status tindak lanjut rekomendasi pada seluruh unit
kerja.



Kendala
Beberapa kendala yang masih dihadapi selama Semester I Tahun 2026 antara lain:

1.Komitmen Unit Kerja/satker dalam penyelesaian permasalahan LHP 
2.Terdapat kendala dalam hal penyelesaian aset BMN yang harus melibatkan lintas

sektor.

Tindak Lanjut
Untuk mendukung pencapaian target indikator pada akhir Tahun 2026, Sekretariat
Direktorat Jenderal SDM Kesehatan akan melaksanakan langkah-langkah sebagai
berikut:

1.Surat Edaran Dirjen terkait percepatan penyelesaian LHP. 
2.melakukan desk secara berkala terkait Temuan di link. Ditjen SDMK

3.2 Executive Dashboard Kinerja Semester I Tahun 2026

Penyelenggaraan program dan kegiatan pada Semester I Tahun 2026 diarahkan
untuk mendukung terwujudnya tata kelola Direktorat Jenderal SDM Kesehatan yang
semakin efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Pelaksanaan berbagai
inisiatif strategis telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas
layanan, penguatan kapasasitas sumber daya manusia, perbaikan kualitas
pengelolaan anggaran, penguatan penerapan manajemen risiko, serta percepatan
penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

3.Koordinasi intensif antara Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan,
Inspektorat Jenderal, dan unit pengampu rekomendasi.

4.Penyediaan dokumen dan bukti tindak lanjut secara tepat waktu.
5.Evaluasi berkala terhadap rekomendasi yang masih berstatus proses.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Direktorat Jenderal SDM
Kesehatan Tahun 2025–2029, progres tindak lanjut hasil pemeriksaan pada

Semester I menunjukkan bahwa organisasi berada pada jalur yang mendukung
pencapaian target jangka menengah. Meskipun capaian resmi indikator masih

mengikuti mekanisme penilaian T+1, penyelesaian tindak lanjut hasil
pemeriksaan menjadi modal penting dalam mencapai target tahunan dan

target Renstra.



Untuk memperoleh gambaran secara komprehensif mengenai posisi capaian kinerja
sampai dengan Semester I Tahun 2026, perlu dilakukan pemetaan terhadap seluruh
indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan Sekretariat Direktorat Jenderal
SDM Kesehatan. Pemetaan tersebut tidak hanya memperlihatkan tingkat
ketercapaian target Perjanjian Kinerja, tetapi juga menunjukkan perkembangan
indikator yang masih berada dalam proses penilaian sesuai mekanisme evaluasi
yang berlaku. Dengan demikian, kondisi kinerja organisasi dapat dipahami secara
utuh sebagai dasar dalam menentukan fokus pelaksanaan program dan kegiatan
pada Semester II Tahun 2026.

Secara umum, pelaksanaan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan
sampai dengan Semester I Tahun 2026 menunjukkan perkembangan yang positif.
Dari lima indikator kinerja utama, Indeks Kualitas SDM telah melampaui target yang
ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Sementara itu, Nilai Kinerja Anggaran masih
memerlukan percepatan pelaksanaan program dan penyerapan anggaran pada
Semester II agar target tahunan dapat tercapai.

Meskipun beberapa indikator kinerja belum memperoleh hasil penilaian final karena
mengikuti mekanisme evaluasi yang dilaksanakan oleh instansi berwenang,
perkembangan pelaksanaan kegiatan sampai dengan Semester I menunjukkan
bahwa sebagian besar target antara telah berada pada jalur yang diharapkan.
Kondisi tersebut menjadi modal penting untuk mencapai target kinerja organisasi
pada akhir Tahun 2026 melalui optimalisasi pelaksanaan program pada Semester II.



Di sisi lain, Indeks Kepuasan Pengguna Layanan, Nilai Maturitas Manajemen Risiko, dan
Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Ditindaklanjuti belum
memiliki nilai capaian resmi pada Semester I karena mengikuti mekanisme pengukuran
yang dilaksanakan secara periodik atau melalui proses reviu oleh instansi yang
berwenang. Meskipun demikian, perkembangan pelaksanaan kegiatan menunjukkan
bahwa indikator-indikator tersebut berada pada jalur yang mendukung pencapaian target
tahunan, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil Penilaian Mandiri Manajemen Risiko dan
progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Secara keseluruhan, hasil tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan program dan
kegiatan pada Semester I telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran
strategis Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan. Optimalisasi pelaksanaan
program pada Semester II, terutama melalui percepatan realisasi anggaran,
penyelesaian proses penilaian indikator yang bersifat periodik, serta penguatan tata
kelola organisasi, menjadi faktor penting dalam mencapai target kinerja Tahun 2026.

3.3 Capaian Indikator Kinerja Lainnya

Selain Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah menjadi dasar pengukuran kinerja

utama Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan, pada Tahun 2026 juga mulai

diterapkan Indikator Kinerja Mandiri (IKM) dan Indikator Kinerja Direktif (IKD) sebagai

instrumen penguatan pengelolaan kinerja organisasi. Penerapan kedua kelompok

indikator tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif

mengenai kualitas tata kelola, efektivitas pelaksanaan program, serta capaian aspek

strategis yang belum sepenuhnya tercermin dalam indikator kinerja utama.

Karena mulai diterapkan pada Tahun 2026, hasil pengukuran Semester I merupakan

baseline pelaksanaan indikator, sehingga analisis difokuskan pada ketercapaian target

Tahun 2026 serta perkembangan pelaksanaan indikator sampai dengan Semester I. Data

tahun sebelumnya dapat digunakan sebagai informasi pendukung apabila relevan,

namun tidak digunakan sebagai pembanding capaian karena indikator tersebut belum

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja pada periode sebelumnya.

3.3.1 Indikator Kinerja Mandiri (IKM)

Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Mandiri



Indikator Kinerja
Mandiri Target Capaian % Keterangan

Nilai SAKIP Sekretariat
Ditjen SDMK

83 92 110.84% Sangat Memuaskan

Indeks Integritas Ditjen
SDMK

80 75.52 94.40%
Menggunakan hasil penilaian Tahun
2025, penilaian Tahun 2026 masih
menunggu hasil KPK (T+1).

Penerapan Indikator Kinerja Mandiri pada Tahun 2026 bertujuan memperkuat

pengukuran aspek tata kelola organisasi yang belum seluruhnya tercermin dalam

indikator kinerja utama. Sampai dengan Semester I Tahun 2026, Nilai SAKIP Sekretariat

Direktorat Jenderal SDM Kesehatan telah mencapai 92 atau 110,84% dari target, yang

menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah

berjalan sangat baik dan melampaui target yang ditetapkan.

Sementara itu, Indeks Integritas Direktorat Jenderal SDM Kesehatan masih

menggunakan hasil penilaian Tahun 2025 sebagai baseline pelaksanaan indikator,

dengan nilai 75,52 atau 94,40% terhadap target Tahun 2026. Nilai tersebut belum

merupakan capaian Tahun 2026 karena proses penilaian Indeks Integritas dilaksanakan

secara nasional dan hasil resminya baru akan ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) pada periode berikutnya (T+1). Oleh karena itu, evaluasi Semester I lebih

diarahkan pada kesiapan organisasi dalam mendukung proses penilaian daripada pada

pencapaian nilai akhir indikator.

Sumber: Penilaian Kinerja Sekretariat Ditjen Semester I Tahun 2026.

Tabel 3.12 Ringkasan Capaian IKM Semester I Tahun 2026



Dashboard menunjukkan bahwa implementasi Indikator Kinerja Mandiri pada Semester I

Tahun 2026 telah memberikan hasil yang positif. Nilai SAKIP berhasil melampaui target

yang ditetapkan, mencerminkan semakin baiknya kualitas implementasi akuntabilitas

kinerja di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan. Di sisi lain, Indeks

Integritas masih berada pada tahap pemantauan karena hasil penilaian Tahun 2026

belum ditetapkan oleh KPK. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan integritas

organisasi tetap menjadi fokus pada Semester II melalui pemenuhan aspek-aspek yang

menjadi komponen penilaian.

Faktor Pendukung

1.Komitmen pimpinan dalam penguatan implementasi SAKIP.

2.Monitoring berkala terhadap pelaksanaan Perjanjian Kinerja.

3.Koordinasi lintas tim kerja dalam penyediaan data dukung.

4.Penguatan budaya integritas melalui pembangunan Zona Integritas dan

pengendalian gratifikasi.

Kendala

1.Indeks Integritas belum dapat diukur karena mengikuti mekanisme penilaian nasional

oleh KPK.

2.Beberapa komponen penilaian memerlukan dukungan data dari seluruh unit kerja.

Tindak Lanjut

1.Mempertahankan kualitas implementasi SAKIP.

2.Memperkuat pelaksanaan program penguatan integritas.

3.Melengkapi data dukung penilaian Indeks Integritas.

4.Meningkatkan monitoring pelaksanaan rencana aksi integritas.

📌 Catatan Evaluasi Semester I

🟢 Capaian Positif

Nilai SAKIP mencapai kategori Sangat Memuaskan dan melampaui target.

Sistem pengelolaan kinerja semakin terintegrasi.

🟡 Perhatian

Penilaian Indeks Integritas Tahun 2026 masih menunggu hasil resmi KPK.

🔵 Semester II

Mempertahankan capaian SAKIP.

Mengoptimalkan pemenuhan komponen penilaian integritas.



Indikator Kinerja
Direktif Target Capaian % Keterangan

Persentase
Realisasi Anggaran
Ditjen SDMK

96% 41.95% 43.70%

Realisasi pagu
efektif per 30 Juni
2026, target
Semester I minimal
48%.

Persentase Mutasi
Pegawai Antar Unit
Kerja

10% (11 orang) 2,63% (3 orang) 26.32%

Terdiri atas 2
mutasi dan 1
penugasan dari
total 114 PNS.

3.3.2 Indikator Kinerja Direktif (IKD)

Indikator Kinerja Direktif (IKD) merupakan indikator yang mulai diterapkan pada Tahun

2026 sebagai bagian dari penguatan pengelolaan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal

SDM Kesehatan melalui Perjanjian Kinerja. IKD berfungsi sebagai instrumen

pengendalian terhadap aspek-aspek strategis yang memerlukan perhatian khusus

pimpinan, sehingga pelaksanaannya dapat dimonitor secara berkala dan menjadi dasar

dalam pengambilan keputusan manajerial.

Karena merupakan indikator baru, hasil pengukuran Semester I Tahun 2026 digunakan

sebagai baseline pelaksanaan dan difokuskan pada evaluasi ketercapaian target tahunan

serta identifikasi area yang memerlukan percepatan pada Semester II.

Tabel 3.13 Ringkasan Capaian IKD Semester I Tahun 2026

Hasil pengukuran Indikator Kinerja Direktif Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa

kedua indikator masih memerlukan perhatian dan percepatan pada Semester II.

Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal SDM Kesehatan mencapai 41,95%,

atau 43,70% dari target tahunan sebesar 96%. Capaian tersebut masih berada di bawah

target antara Semester I (minimal 48%), yang dipengaruhi oleh penjadwalan

pelaksanaan beberapa kegiatan strategis pada Semester II, proses pengadaan barang

dan jasa, serta kebijakan pengendalian belanja pemerintah.

Sementara itu, Persentase Mutasi Pegawai Antar Unit Kerja mencapai 2,63% atau

26,32% dari target tahunan. Sampai dengan Semester I telah dilaksanakan 3

perpindahan pegawai yang terdiri atas 2 mutasi dan 1 penugasan internal dari total 114

Pegawai Negeri Sipil. Capaian ini masih relatif rendah karena proses mutasi

mempertimbangkan kebutuhan organisasi, formasi jabatan, serta kebijakan manajemen

talenta di lingkungan Kementerian Kesehatan.



Dashboard menunjukkan bahwa kedua Indikator Kinerja Direktif masih berada pada

tahap optimalisasi. Capaian realisasi anggaran belum mencapai target antara Semester

I, sedangkan indikator mutasi pegawai menunjukkan bahwa proses penataan SDM masih

berlangsung secara bertahap sesuai kebutuhan organisasi. Kondisi tersebut

mengindikasikan perlunya percepatan pelaksanaan kegiatan dan penguatan koordinasi

pada Semester II agar target tahunan dapat tercapai.

Faktor Pendukung

Tersedianya rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan sebagai dasar

pengendalian realisasi anggaran.

Dukungan pimpinan dalam pelaksanaan redistribusi dan penataan pegawai sesuai

kebutuhan organisasi.

Monitoring berkala terhadap pelaksanaan anggaran dan pengelolaan SDM melalui

rapat evaluasi kinerja.

Koordinasi antar tim kerja dalam mendukung pelaksanaan program prioritas.

Capaian Semester I sebesar 41,95% terhadap target 96%, atau 43,70% dari target

tahunan. Meskipun Laporan Kinerja ini disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal SDM

Kesehatan sebagai unit Eselon II, indikator Persentase Realisasi Anggaran dalam

Perjanjian Kinerja merupakan indikator pada level Direktorat Jenderal (Eselon I) yang

mencerminkan pelaksanaan fungsi koordinasi, pembinaan, dan pengendalian

pengelolaan anggaran oleh Sekretaris Direktorat Jenderal SDM Kesehatan.

Indikator ini merupakan indikator direktif yang mengukur keberhasilan Sekretariat Ditjen

dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan pembinaan pengelolaan anggaran pada

tingkat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan.



Kebijakan efisiensi dan pengendalian belanja pemerintah menyebabkan

penyesuaian terhadap waktu pelaksanaan beberapa kegiatan.

Proses mutasi pegawai harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi,

ketersediaan formasi, serta mekanisme manajemen talenta sehingga tidak dapat

dilakukan dalam waktu singkat.

Tindak Lanjut

1.Mempercepat pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan pada Semester II

sesuai jadwal pelaksanaan.

2.Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran secara berkala untuk

memastikan pencapaian target tahunan.

3.Mengoptimalkan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam proses mutasi dan

penugasan pegawai berdasarkan kebutuhan organisasi.

4.Melaksanakan evaluasi terhadap pencapaian IKD secara berkala sebagai dasar

pengambilan keputusan pimpinan.

📌 Catatan Evaluasi Semester I

Capaian Positif

Mekanisme pemantauan IKD telah mulai diterapkan sebagai bagian dari penguatan

pengelolaan kinerja.

Monitoring realisasi anggaran dan penataan SDM telah dilaksanakan secara berkala.

Area yang Perlu Perhatian

Realisasi anggaran masih di bawah target antara Semester I.

Capaian mutasi pegawai masih terbatas sehingga memerlukan optimalisasi pada

Semester II.

Fokus Semester II

Percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

Optimalisasi penataan SDM melalui mutasi dan penugasan sesuai kebutuhan

organisasi.

Penguatan monitoring IKD sebagai instrumen pengendalian kinerja.

Kendala

Pelaksanaan beberapa kegiatan strategis masih dijadwalkan pada Semester II

sehingga memengaruhi realisasi anggaran Semester I.



3.4 Analisis Realisasi Anggaran dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Keberhasilan pencapaian sasaran organisasi tidak hanya ditentukan oleh tingkat

ketercapaian indikator kinerja, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas dan efisiensi

pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Pengelolaan anggaran merupakan salah

satu instrumen utama dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan

sehingga realisasi anggaran perlu dianalisis tidak hanya dari aspek penyerapan,

tetapi juga kontribusinya terhadap pencapaian target kinerja.

Analisis realisasi anggaran pada Semester I Tahun 2026 dilakukan untuk

memberikan gambaran mengenai tingkat pemanfaatan anggaran, keterkaitannya

dengan pelaksanaan kegiatan, serta efektivitas penggunaan sumber daya dalam

mendukung pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Indikator Kinerja Mandiri

(IKM), dan Indikator Kinerja Direktif (IKD). Hasil analisis ini menjadi dasar dalam

menetapkan strategi percepatan pelaksanaan program dan optimalisasi

penggunaan anggaran pada Semester II Tahun 2026.

Analisis realisasi anggaran pada subbab ini difokuskan pada pelaksanaan

anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan sebagai satuan kerja

pelaksana kegiatan. Meskipun salah satu Indikator Kinerja Direktif mengukur

persentase realisasi anggaran Direktorat Jenderal SDM Kesehatan pada level

Eselon I, analisis pada bagian ini diarahkan untuk menjelaskan kontribusi

pelaksanaan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan dalam

mendukung pencapaian target realisasi anggaran Direktorat Jenderal SDM

Kesehatan secara keseluruhan.

3.4.1 Gambaran Umum Realisasi Anggaran Semester I Tahun 2026

Pelaksanaan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan pada

Semester I Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian seluruh sasaran

strategis melalui pembiayaan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA-K/L) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Realisasi

anggaran pada periode ini dipengaruhi oleh jadwal pelaksanaan kegiatan, proses

pengadaan barang dan jasa, serta kebijakan pengendalian belanja pemerintah yang

diterapkan selama Tahun Anggaran 2026.



Realisasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan sampai dengan

Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan

telah berjalan sesuai tahapan yang direncanakan, meskipun belum seluruh

anggaran dapat direalisasikan. Pola penyerapan tersebut dipengaruhi oleh

karakteristik kegiatan yang sebagian besar dijadwalkan pada Semester II, termasuk

kegiatan yang memerlukan proses pengadaan barang dan jasa, koordinasi lintas

unit, serta penyelesaian administrasi pelaksanaan kegiatan.

Di samping itu, implementasi kebijakan pengendalian belanja pemerintah turut

memengaruhi penyesuaian terhadap waktu pelaksanaan beberapa kegiatan

operasional. Oleh karena itu, tingkat realisasi anggaran pada Semester I belum

sepenuhnya mencerminkan capaian akhir pelaksanaan program, namun

menunjukkan posisi pelaksanaan anggaran sampai dengan akhir Juni 2026 sebagai

dasar percepatan pelaksanaan kegiatan pada Semester II.



Dashboard menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada Semester I masih berada

pada tahap awal pelaksanaan program. Sebagian besar kegiatan strategis masih

akan dilaksanakan pada Semester II sehingga masih tersedia ruang yang cukup

untuk meningkatkan tingkat penyerapan anggaran. Kondisi ini memerlukan

pengendalian pelaksanaan kegiatan secara lebih intensif agar target realisasi

anggaran dan target kinerja dapat dicapai secara optimal pada akhir Tahun 2026.

3.4.2 Analisis Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Pengelolaan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan dilaksanakan

berdasarkan klasifikasi jenis belanja yang terdiri atas Belanja Barang dan Belanja

Modal. Analisis berdasarkan jenis belanja diperlukan untuk memberikan gambaran

mengenai pola pemanfaatan anggaran serta efektivitas pelaksanaan kegiatan

sesuai karakteristik masing-masing jenis belanja. Selain menunjukkan tingkat

penyerapan anggaran, analisis ini juga menjadi dasar dalam mengidentifikasi

faktor-faktor yang memengaruhi realisasi anggaran pada Semester I Tahun 2026.



Realisasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan sampai dengan

Semester I Tahun 2026 didominasi oleh Belanja Barang dengan pagu sebesar

Rp43.945.246.000 atau hampir seluruh pagu anggaran yang dikelola. 

Di sisi lain, Belanja Modal memiliki pagu yang relatif kecil sebesar Rp1.500.000,

dengan realisasi sebesar Rp1.499.000 atau 99,93%. Tingginya tingkat realisasi

tersebut menunjukkan bahwa pengadaan aset penunjang yang direncanakan pada

Semester I telah hampir seluruhnya diselesaikan.

Secara keseluruhan, struktur realisasi anggaran menunjukkan bahwa tingkat

penyerapan masih dipengaruhi oleh karakteristik kegiatan yang sebagian besar

merupakan belanja operasional dengan pola pelaksanaan bertahap sepanjang

tahun anggaran.

Sampai dengan 30 Juni 2026, realisasi Belanja Barang mencapai Rp12.765.903.636

atau 29,06%, sedangkan sisa anggaran masih sebesar Rp31.179.342.364 atau

70,94%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan operasional

dan kegiatan pendukung manajemen masih akan dilaksanakan pada Semester II

sesuai jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan.



Visualisasi menunjukkan bahwa struktur anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal

SDM Kesehatan didominasi oleh Belanja Barang, sehingga tingkat realisasi

anggaran secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh progres pelaksanaan

kegiatan operasional. Tingginya realisasi Belanja Modal tidak memberikan

pengaruh signifikan terhadap persentase realisasi total karena proporsi pagunya

sangat kecil.

Dengan demikian, percepatan pelaksanaan Belanja Barang pada Semester II

menjadi faktor utama dalam meningkatkan realisasi anggaran sekaligus

mendukung pencapaian target Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2026.

📌 Catatan Evaluasi Semester I

Capaian Positif

Belanja Modal hampir seluruhnya telah direalisasikan sesuai rencana.

Tidak terdapat deviasi yang signifikan pada pelaksanaan pengadaan Belanja

Modal.

Area yang Perlu Perhatian

Realisasi Belanja Barang masih relatif rendah dibandingkan target Semester I

karena sebagian besar kegiatan dijadwalkan pada Semester II.

Percepatan proses administrasi dan pelaksanaan kegiatan menjadi faktor

penting untuk meningkatkan penyerapan anggaran.



Pelaksanaan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan dilaksanakan

melalui Rincian Output (RO) yang merupakan unit pelaksanaan kegiatan pada setiap

Klasifikasi Rincian Output (KRO). Setiap RO memiliki target keluaran yang diukur

melalui volume output, tingkat progres pelaksanaan, serta capaian output sampai

dengan Semester I Tahun 2026.

Evaluasi terhadap capaian Rincian Output dilakukan untuk menilai sejauh mana

pelaksanaan kegiatan telah menghasilkan keluaran sesuai dengan target yang

ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Selain mempertimbangkan

realisasi anggaran, analisis juga memperhatikan perkembangan volume keluaran,

tingkat progres output, kesenjangan (gap), dan penyebab yang memengaruhi

pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Laporan Realisasi Kinerja

Satker Semester I Tahun 2026. 

Fokus Semester II

Mempercepat pelaksanaan kegiatan operasional.

Meningkatkan monitoring terhadap realisasi Belanja Barang.

Menjaga kualitas pelaksanaan kegiatan tanpa mengurangi prinsip efisiensi

penggunaan anggaran.

3.4.3 Analisis Realisasi Anggaran Berdasarkan Rincian Output (RO)



Tabel 3.16 menunjukkan perkembangan capaian output pada 23 Rincian Output

(RO) Kegiatan 6798 sampai dengan Semester I Tahun 2026 yang tersebar pada 7

Klasifikasi Rincian Output (KRO), yaitu ABG, AFA, BDD, EBA, EBB, EBC, dan EBD.

Berdasarkan hasil pemantauan, capaian progress output menunjukkan variasi

sesuai karakteristik kegiatan, tahapan pelaksanaan, serta mekanisme pengukuran

masing-masing Rincian Output.

Secara umum, Rincian Output yang mendukung layanan manajemen inti

menunjukkan capaian yang sangat baik. RO EBA.956 (Layanan BMN), EBA.957

(Layanan Hukum), EBA.958 (Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi), EBA.969

(Layanan Bantuan Hukum), EBB.951 (Layanan Sarana Internal), EBC.954 (Layanan

Manajemen SDM), EBD.952 (Layanan Perencanaan dan Penganggaran), serta

EBD.955 (Layanan Manajemen Keuangan) telah mencapai progress output 100%.

Selain itu, EBA.960, EBD.953, dan EBD.965 telah mencapai progres di atas 95%, yang

menunjukkan bahwa sebagian besar layanan utama Sekretariat Direktorat Jenderal

SDM Kesehatan telah terlaksana sesuai dengan target Semester I. 

Di sisi lain, beberapa RO masih berada pada tahap pelaksanaan dengan progres

antara 20% hingga 68%, antara lain EBA.962, EBA.994, EBA.Z06, EBC.996, EBC.Z11,

dan EBD.Z26. Berdasarkan keterangan dalam Laporan Kinerja Satker, kondisi

tersebut umumnya dipengaruhi oleh proses penyelesaian administrasi

pertanggungjawaban keuangan, pembayaran uang muka pekerjaan, maupun

karakteristik pelaksanaan kegiatan yang memang dijadwalkan secara bertahap

sampai Semester II. Oleh karena itu, progress output yang belum optimal tidak

sepenuhnya menunjukkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan, melainkan

mencerminkan tahapan penyelesaian output sesuai proses bisnis masing-masing

kegiatan. 

Sementara itu, terdapat beberapa RO yang masih menunjukkan progres relatif

rendah, yaitu ABG.036, AFA.001, BDD.001, EBA.Z02, EBA.Z05, EBD.Z31, dan EBD.Z33.

Berdasarkan referensi pada Laporan Kinerja Satker, kondisi tersebut dipengaruhi

oleh efisiensi dan optimalisasi anggaran, proses penyusunan regulasi dan NSPK

yang masih berlangsung, serta kegiatan yang masih berada pada tahap persiapan,

seperti implementasi SPIP Terintegrasi dan penyelenggaraan kearsipan. Kondisi

tersebut sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan dan menjadi fokus percepatan

pada Semester II Tahun 2026. 



Secara keseluruhan, capaian progress output menunjukkan bahwa pelaksanaan

Kegiatan 6798 telah berjalan sesuai tahapan yang direncanakan. Mayoritas layanan

manajemen inti telah mencapai target atau mendekati target Semester I,

sedangkan RO yang progresnya masih rendah umumnya dipengaruhi oleh

karakteristik proses bisnis dan penjadwalan kegiatan, bukan karena tidak

dilaksanakannya kegiatan. Dengan demikian, fokus pengendalian pada Semester II

diarahkan pada percepatan penyelesaian output, penyelesaian administrasi

pertanggungjawaban, serta pemenuhan data dukung agar seluruh target output

dan indikator kinerja dapat dicapai sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

"Selain memperhatikan progress output, Sekretariat Direktorat Jenderal SDM

Kesehatan juga menggunakan nilai gap sebagai instrumen pengendalian

pelaksanaan kegiatan. Nilai gap digunakan untuk mengidentifikasi deviasi

antara target dan capaian output sehingga dapat menjadi dasar dalam

menetapkan prioritas percepatan pelaksanaan pada Semester II Tahun 2026."

Untuk mempermudah interpretasi terhadap perkembangan pelaksanaan Rincian
Output (RO), hasil capaian pada Tabel 3.16 selanjutnya disajikan dalam bentuk
dashboard manajemen. Penyajian secara visual bertujuan untuk memberikan
gambaran yang lebih komprehensif mengenai distribusi progres pelaksanaan setiap
RO berdasarkan kategori capaian, sehingga memudahkan pimpinan dalam
mengidentifikasi area yang telah mencapai target maupun area yang masih
memerlukan percepatan penyelesaian.

Selain menggambarkan tingkat
progres pelaksanaan kegiatan,
dashboard ini juga menjadi
instrumen pengendalian
manajemen yang mendukung
proses monitoring, evaluasi, dan
pengambilan keputusan dalam
rangka memastikan seluruh target
output Kegiatan 6798 dapat
diselesaikan sesuai jadwal
pelaksanaan Tahun 2026 seperti
tergambarkan pada gambar 3.18
disamping.



Hasil Evaluasi Tindak Lanjut Semester II

Mayoritas RO telah mencapai progres
sesuai tahapan pelaksanaan.

Mempertahankan kualitas pelaksanaan
dan konsistensi pencapaian output.

Dashboard pada Gambar 3.18 menunjukkan bahwa pelaksanaan Rincian Output
(RO) Kegiatan 6798 pada Semester I Tahun 2026 secara umum berada pada jalur
yang mendukung pencapaian target tahunan. Distribusi progres output
memperlihatkan bahwa sebagian besar RO telah berada pada kategori tercapai dan
dalam proses, yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan program telah mengikuti
tahapan yang direncanakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

Dari perspektif pengendalian kinerja, visualisasi ini memberikan informasi bahwa
fokus manajemen tidak lagi diarahkan pada RO yang telah mencapai target,
melainkan pada RO yang masih berada pada kategori dalam proses, awal
pelaksanaan, dan persiapan. Ketiga kelompok tersebut memerlukan strategi
pengendalian yang berbeda sesuai karakteristik kegiatannya. RO yang masih berada
pada kategori dalam proses memerlukan percepatan penyelesaian administrasi dan
pertanggungjawaban kegiatan, sedangkan RO pada kategori awal pelaksanaan dan
persiapan memerlukan penguatan monitoring terhadap pelaksanaan jadwal
kegiatan, penyediaan data dukung, serta mitigasi terhadap potensi risiko
keterlambatan.

Dashboard juga menunjukkan bahwa variasi progres antar RO tidak selalu
mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Beberapa RO memiliki
progres yang relatif rendah karena mengikuti siklus pelaksanaan yang memang
direncanakan pada Semester II atau karena output baru dapat diakui setelah
seluruh tahapan kegiatan selesai dilaksanakan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap
capaian Semester I perlu mempertimbangkan karakteristik masing-masing output
dan tidak semata-mata didasarkan pada persentase progres.

Secara keseluruhan, dashboard ini memberikan gambaran bahwa mekanisme
pemantauan pelaksanaan kegiatan telah berjalan secara sistematis melalui
pengukuran progres output setiap RO. Informasi tersebut menjadi dasar bagi
Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan dalam menetapkan prioritas
pengendalian pada Semester II, khususnya melalui percepatan penyelesaian output,
penguatan koordinasi lintas tim kerja, serta peningkatan kualitas monitoring agar
seluruh target output dan indikator kinerja dapat dicapai secara optimal pada akhir
Tahun 2026.

Highlight Evaluasi Progress Output Semester I Tahun 2026



Hasil Evaluasi Tindak Lanjut Semester II

Sebagian RO masih berada pada tahap
penyelesaian administrasi dan
pertanggungjawaban.

Mempercepat penyelesaian
administrasi dan pengakuan output
kegiatan.

Beberapa RO masih berada pada tahap
awal pelaksanaan sesuai jadwal
kegiatan.

Memastikan seluruh tahapan kegiatan
dilaksanakan tepat waktu dan
dimonitor secara berkala.

Progress output menjadi dasar
pengendalian pelaksanaan kegiatan
Semester II.

Monitoring berkala terhadap RO
dengan gap terbesar untuk memastikan
target tahunan tercapai.

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian Rincian Output (RO) Kegiatan 6798

sampai dengan Semester I Tahun 2026, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan

Program Dukungan Manajemen pada Sekretariat Direktorat Jenderal SDM

Kesehatan secara umum telah berjalan sesuai dengan tahapan yang direncanakan.

Mayoritas Rincian Output yang mendukung fungsi manajemen inti telah mencapai

target atau menunjukkan progres yang tinggi, sedangkan Rincian Output yang

masih berada pada tahap awal pelaksanaan umumnya dipengaruhi oleh

karakteristik proses bisnis, jadwal pelaksanaan kegiatan, serta mekanisme

penyelesaian administrasi dan pengakuan output.

Hasil pemantauan progress output menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian

pelaksanaan kegiatan telah berjalan secara sistematis melalui monitoring terhadap

perkembangan setiap Rincian Output. Informasi tersebut menjadi dasar bagi

Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan dalam menetapkan prioritas

percepatan pelaksanaan kegiatan, penyelesaian administrasi pertanggungjawaban,

serta mitigasi terhadap potensi risiko keterlambatan pada Semester II. Dengan

demikian, seluruh Rincian Output diharapkan dapat diselesaikan sesuai target yang

telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026.

Selain menggambarkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, capaian Rincian

Output juga menunjukkan bahwa setiap RO memiliki kontribusi terhadap

pencapaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam

Perjanjian Kinerja. Oleh karena itu, evaluasi terhadap progress output tidak hanya

menjadi alat pengendalian pelaksanaan kegiatan, tetapi juga menjadi dasar untuk 



3.4.4 Analisis Keterkaitan Realisasi Anggaran dengan Capaian Kinerja

Pelaksanaan anggaran pada Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan tidak

hanya diarahkan untuk menghasilkan keluaran (output) sesuai target Rincian

Output (RO), tetapi juga untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja organisasi

sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Oleh karena itu,

evaluasi kinerja tidak cukup dilakukan melalui pengukuran tingkat realisasi

anggaran maupun capaian output semata, tetapi juga perlu menilai sejauh mana

pelaksanaan kegiatan memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator

kinerja organisasi.

Analisis keterkaitan antara realisasi anggaran, capaian Rincian Output, dan indikator

kinerja dilakukan untuk memastikan bahwa setiap sumber daya yang digunakan

mampu menghasilkan manfaat (outcome) yang terukur. Pendekatan ini sejalan

dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting), di

mana setiap alokasi anggaran diharapkan memberikan kontribusi yang jelas

terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi.

Pada Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan, keterkaitan tersebut dianalisis

melalui hubungan antara Rincian Output (RO) pada Kegiatan 6798 dengan lima

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), dua Indikator Kinerja Mandiri (IKM), dan dua

Indikator Kinerja Direktif (IKD) yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan

fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan. Dengan demikian, evaluasi ini

memberikan gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan program dalam

mendukung pencapaian target kinerja Semester I Tahun 2026.

Keberhasilan pencapaian sebagian besar Rincian Output pada Semester I didukung

oleh pelaksanaan kegiatan prioritas pada Kegiatan 6798, khususnya layanan

perencanaan dan penganggaran, layanan manajemen SDM, layanan manajemen

keuangan, layanan BMN, layanan hukum, serta layanan organisasi dan tata kelola.

Sebaliknya, beberapa kegiatan yang masih berada pada tahap awal pelaksanaan

menjadi fokus percepatan pada Semester II agar dapat memberikan kontribusi

optimal terhadap pencapaian indikator kinerja.

menilai efektivitas pemanfaatan anggaran dalam mendukung pencapaian kinerja

organisasi.



Indikator
Kinerja RO Pendukung

Progress
Output

RO

Capaian
Semester

I
Analisis Keterkaitan

IKK 33.1.8
Indeks
Kepuasan
Pengguna
Layanan
Ditjen SDM
Kesehatan

EBA.958
Layanan
Hubungan
Masyarakat dan
Informasi

100% 0

RO telah mencapai target Semester I,
namun survei kepuasan pengguna
layanan dijadwalkan pada Semester II
sehingga belum terdapat nilai capaian
indikator.

IKK 33.2.8
Nilai Kinerja
Anggaran
Ditjen SDM
Kesehatan

Seluruh RO
pendukung
Kegiatan 6798

Bervariasi 51.53

Capaian indikator dipengaruhi oleh
tingkat realisasi anggaran dan kualitas
pelaksanaan seluruh RO sehingga
memerlukan percepatan pelaksanaan
pada Semester II.

IKK 33.3.8
Indeks
Kualitas SDM
Ditjen SDM
Kesehatan

EBC.954
Layanan
Manajemen
SDM

100% 84.47

RO telah mencapai target sehingga
memberikan kontribusi langsung
terhadap capaian indikator yang telah
melampaui target Semester I.

IKK 33.4.17
Nilai
Maturitas
Manajemen
Risiko Ditjen
SDM
Kesehatan

EBD.Z31,
EBA.960
(Subkomponen
E)

Masih
berproses

0

Capaian resmi masih 0 karena
menunggu penilaian APIP. Progress
Semester I berupa penilaian mandiri Set.
Ditjen sebesar 4,39 (Enable) sebagai
kesiapan menuju penilaian akhir.

IKK 33.4.25
Persentase
Tindak Lanjut
Hasil
Pemeriksaan
BPK

EBA.960
(Subkomponen
D), EBD.965

>95% 0

Nilai PK masih 0 karena menggunakan
mekanisme penilaian T+1. Namun
progres tindak lanjut Set. Ditjen telah
mencapai 95,17% (2 Juli 2026) dan
tingkat Ditjen 95,24% (11 Juli 2026).

Tabel 3.17 Keterkaitan Rincian Output (RO) terhadap Indikator Kinerja Semester I

Tahun 2026

Sumber: Matriks Monitoring dan Evaluasi Semester I Tahun 2026, Laporan Realisasi Kinerja Satker Kegiatan

6798, Dashboard Kinerja Semester I Tahun 2026.

Tabel 3.17 menunjukkan bahwa pelaksanaan Rincian Output (RO) pada Kegiatan

6798 telah dirancang untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan melalui hubungan yang terukur

antara penggunaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan hasil kinerja. Setiap RO

memiliki kontribusi yang berbeda sesuai dengan karakteristik indikator yang

didukung, baik secara langsung maupun tidak langsung.



Pada IKK 33.1.8 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Direktorat Jenderal SDM

Kesehatan, RO EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi telah

mencapai progress output sebesar 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh

kegiatan pendukung telah dilaksanakan sesuai target Semester I. Namun demikian,

capaian indikator masih tercatat 0 karena survei kepuasan pengguna layanan baru

dijadwalkan pada Semester II. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan

pelaksanaan RO merupakan prasyarat bagi pengukuran indikator, meskipun hasil

akhirnya baru dapat diketahui setelah proses survei selesai dilaksanakan.

Untuk IKK 33.2.8 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal SDM Kesehatan,

keterkaitan dengan pelaksanaan kegiatan bersifat lintas RO, karena indikator ini

dipengaruhi oleh kualitas perencanaan, pelaksanaan anggaran, dan capaian output

seluruh kegiatan pada Kegiatan 6798. Oleh karena itu, peningkatan nilai indikator

tidak hanya bergantung pada besarnya realisasi anggaran, tetapi juga pada

ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, kualitas pengelolaan anggaran, dan

konsistensi pencapaian output di setiap RO.

Pada IKK 33.3.8 Indeks Kualitas SDM Direktorat Jenderal SDM Kesehatan, RO

EBC.954 Layanan Manajemen SDM telah mencapai progress output 100%, yang

berkontribusi terhadap capaian indikator sebesar 84,47, melampaui target

Semester I. Hal tersebut menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara

keberhasilan pelaksanaan program pengembangan SDM dengan peningkatan

kualitas sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Jenderal SDM Kesehatan.

Sementara itu, pada IKK 33.4.17 Nilai Maturitas Manajemen Risiko dan IKK 33.4.25

Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, hubungan antara RO dan capaian

indikator memiliki karakteristik yang berbeda. Meskipun pelaksanaan RO

pendukung telah berjalan sesuai tahapan, capaian resmi kedua indikator masih

bernilai 0 karena mengikuti mekanisme penilaian oleh pihak eksternal, yaitu APIP

untuk penilaian maturitas manajemen risiko dan mekanisme penilaian T+1 untuk

tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Dengan demikian, progres pelaksanaan RO

pada Semester I lebih mencerminkan tingkat kesiapan organisasi dalam

menghadapi proses penilaian daripada capaian akhir indikator.



Secara keseluruhan, analisis menunjukkan bahwa hubungan antara pelaksanaan RO

dan capaian indikator kinerja tidak selalu bersifat linier. Beberapa indikator dapat

segera mencerminkan hasil pelaksanaan kegiatan, sedangkan indikator lainnya

dipengaruhi oleh mekanisme evaluasi yang dilakukan secara periodik atau oleh

instansi eksternal. Oleh karena itu, evaluasi kinerja Semester I perlu memperhatikan

karakteristik masing-masing indikator agar efektivitas pelaksanaan program dapat

dinilai secara lebih komprehensif.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara

penggunaan anggaran, pelaksanaan Rincian Output (RO), dan pencapaian indikator

kinerja, hasil analisis pada Tabel 3.17 selanjutnya disajikan dalam bentuk dashboard

manajemen. Penyajian secara visual dimaksudkan untuk memperlihatkan

keterkaitan antara input (anggaran), output (RO), dan outcome (indikator kinerja)

sebagai dasar evaluasi efektivitas pelaksanaan Program Dukungan Manajemen

Semester I Tahun 2026. Dashboard ini diharapkan dapat memudahkan pimpinan

dalam mengidentifikasi kontribusi setiap kelompok kegiatan terhadap pencapaian

sasaran organisasi serta menetapkan prioritas pengendalian pada Semester II

Tahun 2026.



Gambar 3.19 menggambarkan bahwa pelaksanaan Program Dukungan Manajemen
pada Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan telah menerapkan prinsip
penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting), yaitu setiap alokasi
anggaran diarahkan untuk menghasilkan keluaran (output) yang terukur dan
memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja organisasi. Model
keterkaitan antara input, output, dan outcome tersebut menunjukkan bahwa setiap
Rincian Output (RO) memiliki peran yang jelas dalam mendukung pencapaian
sasaran kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan.

Hubungan antara Rincian Output dengan indikator kinerja menunjukkan
karakteristik yang berbeda sesuai dengan mekanisme pengukurannya. Beberapa
indikator, seperti Indeks Kualitas SDM Ditjen SDM Kesehatan, memperlihatkan
hubungan yang bersifat langsung, di mana penyelesaian Rincian Output pada
layanan manajemen SDM berkontribusi terhadap capaian indikator yang telah
melampaui target Semester I. Sebaliknya, indikator seperti Indeks Kepuasan
Pengguna Layanan, Nilai Maturitas Manajemen Risiko, dan Persentase Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan BPK memerlukan tahapan pengukuran lanjutan berupa survei
maupun penilaian oleh pihak eksternal. Oleh karena itu, meskipun Rincian Output
pendukung telah dilaksanakan sesuai target Semester I, capaian resmi indikator
belum dapat ditetapkan pada periode pelaporan ini.

Selain menunjukkan hubungan antara output dan outcome, dashboard juga
memperlihatkan bahwa Nilai Kinerja Anggaran merupakan indikator yang
dipengaruhi oleh keseluruhan pelaksanaan Rincian Output pada Kegiatan 6798.
Dengan demikian, peningkatan nilai indikator tidak hanya bergantung pada besarnya
realisasi anggaran, tetapi juga pada ketepatan pelaksanaan kegiatan, kualitas
pengelolaan anggaran, penyelesaian output, dan konsistensi pelaporan kinerja di
seluruh tim kerja.

Dari perspektif manajemen, model keterkaitan ini menegaskan bahwa efektivitas
pelaksanaan program tidak dapat dinilai hanya berdasarkan tingkat penyerapan
anggaran atau jumlah output yang dihasilkan, tetapi harus dilihat dari kontribusi
setiap kegiatan terhadap pencapaian sasaran organisasi. Oleh karena itu,
pengendalian pelaksanaan pada Semester II diarahkan pada percepatan
penyelesaian Rincian Output yang masih berproses, penyelesaian administrasi
pertanggungjawaban, pelaksanaan survei kepuasan pengguna layanan, serta
pemenuhan seluruh data dukung yang diperlukan dalam proses penilaian indikator
oleh instansi yang berwenang. Pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan
efektivitas pelaksanaan program sekaligus memastikan tercapainya target Perjanjian
Kinerja Tahun 2026.



Temuan Utama Hasil Evaluasi
Arah Tindak Lanjut

Semester II

Pelaksanaan anggaran
telah mendukung
pencapaian kinerja
organisasi

Seluruh Rincian Output
(RO) pada Kegiatan 6798
memiliki keterkaitan yang
jelas dengan pencapaian
Indikator Kinerja Kegiatan
(IKK), baik secara
langsung maupun
sebagai bagian dari
dukungan manajemen
organisasi.

Memastikan seluruh RO
diselesaikan sesuai target
agar kontribusi terhadap
indikator kinerja semakin
optimal.

Sebagian indikator telah
menunjukkan hasil yang
optimal

Indeks Kualitas SDM telah
melampaui target
Semester I karena
didukung oleh
pelaksanaan layanan
manajemen SDM yang
telah mencapai target
output.

Mempertahankan kualitas
pengelolaan SDM dan
memastikan
keberlanjutan program
pengembangan
kompetensi.

Pelaksanaan anggaran pada Kegiatan 6798 telah diarahkan untuk mendukung

pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal SDM Kesehatan melalui

penyediaan layanan manajemen yang efektif.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat

realisasi anggaran, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaan Rincian Output,

ketepatan waktu penyelesaian kegiatan, dan mekanisme evaluasi yang berlaku.

Monitoring keterkaitan antara anggaran, output, dan outcome menjadi dasar

dalam menetapkan prioritas pengendalian Semester II guna memastikan

seluruh target Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dapat tercapai.

Makna Manajerial pada gambar 3.19

Evaluasi Strategis Keterkaitan Anggaran, Output, dan Kinerja Semester I Tahun

2026

Hasil Evaluasi Keterkaitan Anggaran, Output, dan Kinerja



Temuan Utama Hasil Evaluasi
Arah Tindak Lanjut

Semester II

Sebagian indikator masih
menunggu mekanisme
penilaian resmi

Indeks Kepuasan
Pengguna Layanan, Nilai
Maturitas Manajemen
Risiko, dan Persentase
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK belum
memiliki capaian resmi
karena mengikuti jadwal
survei maupun
mekanisme penilaian
oleh instansi yang
berwenang.

Menyelesaikan seluruh
data dukung,
melaksanakan survei,
serta memastikan
kesiapan menghadapi
proses validasi dan
penilaian nasional.

Pengendalian Semester II
menjadi faktor penentu
pencapaian target
tahunan

Percepatan penyelesaian
output, peningkatan
kualitas pelaksanaan
kegiatan, dan penguatan
monitoring diperlukan
agar seluruh indikator
dapat mencapai target
Perjanjian Kinerja Tahun
2026.

Melaksanakan monitoring
berkala, mitigasi risiko,
serta evaluasi capaian RO
dan indikator secara
berkelanjutan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan Program Dukungan

Manajemen tidak hanya ditentukan oleh tingkat realisasi anggaran, tetapi juga oleh

kemampuan Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan dalam mengarahkan

setiap Rincian Output menjadi keluaran yang memberikan kontribusi nyata

terhadap pencapaian indikator kinerja organisasi. Oleh karena itu, fokus

pengendalian pada Semester II diarahkan pada percepatan penyelesaian kegiatan,

penguatan kualitas pelaksanaan, serta pemenuhan seluruh persyaratan penilaian

agar target Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dapat dicapai secara optimal.

Berdasarkan hasil analisis keterkaitan antara realisasi anggaran, Rincian Output (RO),

dan capaian indikator kinerja, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program

Dukungan Manajemen pada Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan telah 



menerapkan prinsip penganggaran berbasis kinerja (performance-based

budgeting). Setiap Rincian Output yang dilaksanakan diarahkan untuk mendukung

pencapaian sasaran organisasi melalui kontribusinya terhadap Indikator Kinerja

Kegiatan (IKK), baik secara langsung maupun melalui fungsi dukungan manajemen.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar Rincian Output telah

memberikan kontribusi yang positif terhadap pencapaian indikator kinerja.

Indikator yang telah dapat diukur pada Semester I menunjukkan capaian yang

sesuai bahkan melampaui target, sedangkan indikator yang capaian resminya

masih bernilai nol lebih dipengaruhi oleh mekanisme survei, proses validasi, atau

penilaian oleh instansi yang berwenang, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan

tingkat pelaksanaan kegiatan pada Semester I.

Dengan demikian, efektivitas pelaksanaan program tidak hanya ditentukan oleh

tingkat realisasi anggaran atau penyelesaian output, tetapi juga oleh kemampuan

organisasi dalam memastikan bahwa setiap kegiatan menghasilkan manfaat yang

mendukung pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal SDM Kesehatan. Oleh

karena itu, penguatan kualitas pelaksanaan kegiatan, percepatan penyelesaian

output, serta penyempurnaan proses monitoring dan evaluasi menjadi faktor

penting dalam mendukung pencapaian target Perjanjian Kinerja Tahun 2026 secara

menyeluruh.

3.4.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu aspek penting dalam
evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Efisiensi tidak hanya diukur dari
tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari kemampuan organisasi dalam
mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan keluaran
(output), mencapai hasil (outcome), serta mendukung pencapaian sasaran strategis
organisasi.

Pada Semester I Tahun 2026, Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan
melaksanakan Program Dukungan Manajemen melalui optimalisasi pemanfaatan
anggaran, sumber daya manusia, sistem informasi, dan mekanisme pengendalian
internal. Pendekatan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan
yang dilaksanakan tidak hanya menghasilkan keluaran sesuai target, tetapi juga
memberikan nilai tambah terhadap peningkatan kualitas tata kelola, efektivitas
layanan manajemen, serta pencapaian indikator kinerja organisasi.



Komponen Sumber
Daya

Pemanfaatan pada
Semester I Tahun 2026

Nilai Tambah yang
Dihasilkan

Anggaran

Anggaran dimanfaatkan
sesuai prioritas kegiatan
dan tahapan pelaksanaan
Semester I.

Mendukung
keberlangsungan
pelaksanaan Program
Dukungan Manajemen
secara efektif serta
menjaga kesinambungan
pencapaian target tahunan.

Rincian Output (RO)

Mayoritas RO telah
mencapai target atau
menunjukkan progres
sesuai rencana kerja.

Menjamin terselenggaranya
layanan manajemen yang
mendukung pencapaian
indikator kinerja organisasi.

Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan kegiatan
didukung koordinasi lintas
tim kerja sesuai pembagian
tugas dan fungsi.

Meningkatkan sinergi antar
tim kerja, mempercepat
penyelesaian kegiatan,
serta mengoptimalkan
pemanfaatan kompetensi
pegawai.

Tata Kelola dan
Pengendalian

Monitoring, evaluasi,
manajemen risiko, serta
tindak lanjut hasil
pemeriksaan dilaksanakan
secara berkala.

Memperkuat akuntabilitas,
pengendalian internal, dan
kualitas tata kelola
organisasi.

Digitalisasi Proses
Bisnis

Pemanfaatan aplikasi
perencanaan,
penganggaran, SPIP
Terintegrasi, serta sistem
monitoring dan evaluasi
terus dioptimalkan.

Meningkatkan kecepatan
penyediaan informasi,
kualitas pengambilan
keputusan, serta efektivitas
pengendalian pelaksanaan
program.

Analisis efisiensi pada subbab ini dilakukan untuk mengevaluasi bagaimana
pemanfaatan berbagai sumber daya tersebut mampu mendukung pelaksanaan
program secara efektif dan menghasilkan manfaat strategis bagi Sekretariat
Direktorat Jenderal SDM Kesehatan sebagai unit yang melaksanakan fungsi
koordinasi dan dukungan manajemen di lingkungan Direktorat Jenderal SDM
Kesehatan.

Tabel 3.18 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Semester I Tahun 2026



Hasil evaluasi pada Tabel 3.18 menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya di
Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan selama Semester I Tahun 2026 telah
diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran organisasi melalui pengelolaan
anggaran, pelaksanaan Rincian Output (RO), optimalisasi sumber daya manusia,
penguatan tata kelola, serta pemanfaatan teknologi informasi. Pendekatan tersebut
mencerminkan upaya organisasi dalam memastikan bahwa setiap sumber daya
yang digunakan mampu memberikan hasil yang optimal sesuai dengan target
kinerja yang telah ditetapkan.

Dari aspek pemanfaatan anggaran, pelaksanaan kegiatan telah disesuaikan dengan
prioritas program dan tahapan pelaksanaan Semester I. Meskipun realisasi anggaran
belum mencapai target tahunan, pelaksanaan kegiatan tetap berjalan sesuai rencana
dan mendukung penyelesaian sebagian besar Rincian Output. Hal ini menunjukkan
bahwa penggunaan anggaran tidak hanya berorientasi pada tingkat penyerapan,
tetapi juga diarahkan untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan program
secara efektif.

Pada aspek pelaksanaan Rincian Output (RO), mayoritas output telah mencapai
target atau menunjukkan progres yang sesuai dengan tahapan pelaksanaan. Kondisi
tersebut mencerminkan bahwa pengelolaan kegiatan telah berjalan secara efektif
sehingga mampu mendukung penyelenggaraan layanan manajemen dan
memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja organisasi.

Efisiensi penggunaan sumber daya juga tercermin pada pemanfaatan sumber daya
manusia melalui pelaksanaan kegiatan secara kolaboratif antar tim kerja sesuai
dengan tugas dan fungsi masing-masing. Pendekatan ini memungkinkan
penyelesaian berbagai kegiatan secara terintegrasi tanpa memerlukan penambahan
struktur organisasi, sehingga koordinasi, komunikasi, dan efektivitas pelaksanaan
program dapat terus ditingkatkan.

Selanjutnya, dari aspek penguatan tata kelola, pelaksanaan monitoring, evaluasi,
manajemen risiko, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari proses pengendalian kinerja. Penerapan mekanisme tersebut
mendukung peningkatan akuntabilitas, memperkuat pengendalian internal, dan
memastikan bahwa setiap permasalahan yang muncul dapat segera ditindaklanjuti
melalui langkah-langkah perbaikan yang terukur.

Sementara itu, pemanfaatan teknologi informasi melalui berbagai aplikasi
perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, serta Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIPT) telah memberikan dukungan terhadap
penyelenggaraan manajemen organisasi. Digitalisasi proses bisnis mempercepat
penyediaan data, meningkatkan akurasi pelaporan, serta mendukung pengambilan
keputusan secara lebih cepat dan berbasis data.



Secara keseluruhan, evaluasi efisiensi menunjukkan bahwa sumber daya yang
dimiliki Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan tidak hanya dimanfaatkan
untuk melaksanakan kegiatan sesuai target, tetapi juga menghasilkan nilai tambah
berupa penguatan tata kelola, peningkatan efektivitas koordinasi, optimalisasi
proses bisnis, dan peningkatan kualitas layanan manajemen. Dengan demikian,
efisiensi penggunaan sumber daya pada Semester I Tahun 2026 tidak hanya
tercermin dari aspek finansial, tetapi juga dari kemampuan organisasi dalam
menghasilkan manfaat yang mendukung pencapaian sasaran strategis Direktorat
Jenderal SDM Kesehatan.

Hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya sebagaimana disajikan pada Tabel
3.18 selanjutnya divisualisasikan dalam bentuk dashboard manajemen untuk
memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pemanfaatan sumber
daya pada Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan selama Semester I Tahun
2026. Penyajian secara visual dimaksudkan untuk memperlihatkan keterkaitan
antara pemanfaatan anggaran, pelaksanaan Rincian Output (RO), pengelolaan
sumber daya manusia, penguatan tata kelola, dan digitalisasi proses bisnis sebagai
faktor-faktor yang mendukung efektivitas pelaksanaan Program Dukungan
Manajemen.

Dashboard ini tidak hanya menggambarkan kondisi pemanfaatan sumber daya,
tetapi juga menunjukkan nilai tambah yang dihasilkan terhadap peningkatan kualitas
tata kelola organisasi, efektivitas layanan manajemen, serta penguatan proses
pengambilan keputusan. Dengan demikian, Gambar 3.20 menjadi media evaluasi
yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana sumber daya yang
tersedia telah dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung pencapaian sasaran
strategis Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan pada Semester I Tahun 2026.



Gambar 3.20 memberikan gambaran menyeluruh mengenai efisiensi penggunaan

sumber daya pada Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan selama Semester

I Tahun 2026. Dashboard menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran,

pelaksanaan Rincian Output (RO), pengelolaan sumber daya manusia, penguatan

tata kelola, serta digitalisasi proses bisnis telah dilaksanakan secara terpadu untuk

mendukung pencapaian sasaran organisasi. Pendekatan tersebut mencerminkan

bahwa efisiensi tidak hanya dipandang sebagai upaya mengoptimalkan

penggunaan anggaran, tetapi juga sebagai proses menciptakan nilai tambah

melalui pengelolaan sumber daya yang efektif dan terintegrasi.

Visualisasi pada dashboard memperlihatkan bahwa setiap komponen sumber daya

saling melengkapi dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Program

Dukungan Manajemen. Pemanfaatan anggaran menjadi fondasi bagi pelaksanaan

kegiatan, yang selanjutnya menghasilkan Rincian Output (RO) sesuai dengan target

yang telah ditetapkan. Rincian Output tersebut kemudian memberikan kontribusi

terhadap pencapaian indikator kinerja organisasi, sehingga terbentuk hubungan

yang jelas antara penggunaan sumber daya dan hasil yang dicapai.

Dashboard juga menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya tidak

hanya menghasilkan keluaran yang terukur, tetapi juga memberikan nilai tambah

bagi organisasi. Nilai tambah tersebut tercermin melalui meningkatnya sinergi

antar tim kerja, penguatan tata kelola dan pengendalian internal, peningkatan

kualitas layanan manajemen, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi

program. Berbagai upaya tersebut berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas

pelaksanaan tugas dan mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih

cepat, akurat, dan berbasis data.

Dari perspektif manajemen, dashboard ini menegaskan bahwa keberhasilan

organisasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki, tetapi

oleh kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya tersebut secara efisien

untuk menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pada Semester II

Tahun 2026 Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan akan terus memperkuat

koordinasi lintas tim kerja, meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan

program, mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi, serta memastikan 



bahwa setiap sumber daya yang digunakan memberikan kontribusi nyata terhadap

pencapaian target Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

Pada bagian bawah Gambar 3.20 terdapat lima poin "Nilai Tambah bagi

Organisasi", Lima nilai tambah yang dihasilkan, yaitu peningkatan pencapaian

indikator kinerja, penguatan sinergi antar tim kerja, penguatan tata kelola dan

budaya akuntabilitas, peningkatan kualitas layanan manajemen, serta dukungan

terhadap pengambilan keputusan berbasis data, menjadi bukti bahwa efisiensi

penggunaan sumber daya pada Semester I Tahun 2026 telah menghasilkan

manfaat yang melampaui aspek finansial dan memberikan kontribusi terhadap

peningkatan kapasitas organisasi.

Evaluasi Strategis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Semester I Tahun 2026

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya pada Semester I

Tahun 2026 telah memberikan kontribusi positif terhadap pelaksanaan Program

Dukungan Manajemen. Namun demikian, masih diperlukan penguatan pada

beberapa aspek strategis guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan

mendukung pencapaian target Perjanjian Kinerja sampai akhir Tahun 2026.



Evaluasi Semester I menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya pada

Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan tidak hanya menghasilkan keluaran

sesuai target, tetapi juga memberikan nilai tambah berupa penguatan tata kelola,

peningkatan efektivitas koordinasi, optimalisasi proses bisnis, dan peningkatan

kualitas layanan manajemen. Kondisi tersebut menjadi modal penting dalam

mendukung percepatan pencapaian target Perjanjian Kinerja pada Semester II

Tahun 2026.

Faktor Kunci Keberhasilan Semester I Tahun 2026

1.Fokus pada kegiatan prioritas, sehingga sumber daya dialokasikan pada

program yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pencapaian kinerja.

2.Kolaborasi lintas tim kerja, yang mempercepat penyelesaian kegiatan dan

meningkatkan efektivitas koordinasi.

3.Penguatan pengendalian internal, melalui monitoring berkala, manajemen

risiko, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

4.Pemanfaatan teknologi informasi, untuk mendukung proses perencanaan,

pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengambilan keputusan secara cepat

dan akurat.

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada Semester I

Tahun 2026, dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal SDM

Kesehatan telah mengoptimalkan pemanfaatan anggaran, sumber daya manusia,

tata kelola, serta teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan Program

Dukungan Manajemen secara efektif. Pemanfaatan sumber daya tersebut tidak

hanya menghasilkan keluaran sesuai dengan target yang telah direncanakan, tetapi

juga memberikan nilai tambah berupa penguatan tata kelola organisasi,

peningkatan efektivitas koordinasi lintas tim kerja, optimalisasi proses bisnis, serta

peningkatan kualitas layanan manajemen.

Evaluasi juga menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya tidak semata-

mata diukur dari tingkat realisasi anggaran, tetapi dari kemampuan organisasi

dalam mengubah sumber daya yang tersedia menjadi keluaran dan hasil yang

memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal

SDM Kesehatan. 



Pendekatan tersebut mencerminkan penerapan prinsip penganggaran berbasis

kinerja yang berorientasi pada hasil serta mendukung peningkatan akuntabilitas

penyelenggaraan pemerintahan.

Ke depan, penguatan koordinasi, percepatan penyelesaian kegiatan, optimalisasi

pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kualitas monitoring dan

evaluasi perlu terus dilakukan sebagai upaya menjaga efektivitas penggunaan

sumber daya dan memastikan seluruh target Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dapat

dicapai secara optimal.



BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan

Laporan Kinerja Semester I Tahun 2026 merupakan bentuk pertanggungjawaban
Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja
serta penggunaan sumber daya dalam mendukung pencapaian sasaran organisasi.
Melalui evaluasi terhadap capaian indikator kinerja, pelaksanaan program, dan
pengelolaan anggaran, laporan ini memberikan gambaran mengenai tingkat
efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal SDM
Kesehatan selama Semester I Tahun 2026. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar
dalam menetapkan langkah-langkah perbaikan dan penguatan kinerja pada
Semester II Tahun 2026 guna memastikan tercapainya target Perjanjian Kinerja
secara optimal.

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa pelaksanaan Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat
Jenderal SDM Kesehatan sampai dengan Semester I Tahun 2026 secara umum telah
berjalan sesuai dengan arah kebijakan dan tahapan yang telah ditetapkan. Dari
sembilan indikator kinerja yang dievaluasi, terdapat indikator yang telah mencapai
target Semester I, indikator yang masih dalam proses pengukuran sesuai
mekanisme yang berlaku, serta indikator yang memerlukan percepatan pada
Semester II agar target tahunan dapat tercapai secara optimal.



Indeks Kualitas SDM Direktorat Jenderal SDM Kesehatan dan Nilai SAKIP Sekretariat
Direktorat Jenderal SDM Kesehatan menunjukkan capaian yang telah memenuhi
bahkan melampaui target yang ditetapkan. Capaian tersebut mencerminkan
efektivitas pengelolaan sumber daya manusia dan penguatan tata kelola organisasi
yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan. Di sisi lain, indikator yang mekanisme
pengukurannya bergantung pada pelaksanaan survei maupun proses penilaian oleh
instansi yang berwenang, seperti Indeks Kepuasan Pengguna Layanan, Nilai
Maturitas Manajemen Risiko, dan Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK
yang Telah Ditindaklanjuti, masih menunggu hasil penilaian resmi sesuai ketentuan
yang berlaku.

Sementara itu, Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal SDM Kesehatan,
Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal SDM Kesehatan, dan Persentase
Mutasi Pegawai Antar Unit Kerja menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya
percepatan pada Semester II. Percepatan tersebut akan dilakukan melalui penguatan
koordinasi, optimalisasi pelaksanaan kegiatan, percepatan penyelesaian Rincian
Output (RO), serta peningkatan monitoring dan evaluasi secara berkala agar seluruh
target Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dapat dicapai sesuai dengan yang telah
ditetapkan.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa
Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan telah berada pada jalur yang
mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi. Berbagai capaian yang telah
diperoleh menjadi modal penting untuk mempertahankan kinerja yang telah baik
sekaligus mempercepat penyelesaian indikator yang masih berproses sehingga
target Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dapat dicapai secara optimal pada akhir tahun.



Berdasarkan hasil evaluasi Semester I Tahun 2026, Sekretariat Direktorat Jenderal
SDM Kesehatan telah menunjukkan kinerja yang mendukung pencapaian sasaran
strategis organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026.
Berbagai capaian yang telah diperoleh mencerminkan komitmen organisasi dalam
meningkatkan kualitas tata kelola, efektivitas pelaksanaan Program Dukungan
Manajemen, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya untuk mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal SDM Kesehatan.

Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih memerlukan percepatan

penyelesaian maupun menunggu proses pengukuran sesuai mekanisme yang

berlaku. Oleh karena itu, hasil evaluasi Semester I menjadi dasar bagi Sekretariat

Direktorat Jenderal SDM Kesehatan untuk memperkuat pelaksanaan program,

meningkatkan kualitas pengendalian, serta mengoptimalkan koordinasi lintas tim

kerja pada Semester II Tahun 2026 agar seluruh target Perjanjian Kinerja dapat

dicapai secara optimal.

4.2 Rencana Tindak Lanjut Semester II Tahun 2026



Fokus Strategis Hasil Evaluasi Semester I
Rencana Tindak Lanjut

Semester II
Hasil yang

Diharapkan

Peningkatan
Capaian
Indikator
Kinerja

Masih terdapat indikator
yang memerlukan
percepatan maupun
menunggu proses
pengukuran sesuai
mekanisme yang berlaku.

Melaksanakan percepatan
penyelesaian indikator,
pemenuhan data dukung,
serta penguatan
koordinasi dengan unit
pengampu indikator.

Seluruh indikator
Perjanjian Kinerja
Tahun 2026
mencapai target
yang telah
ditetapkan.

Gambar 4.1 menggambarkan arah strategis pelaksanaan Program Dukungan

Manajemen pada Semester II Tahun 2026 sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi

kinerja Semester I. Roadmap tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan

kinerja tidak hanya difokuskan pada penyelesaian indikator yang masih

memerlukan percepatan, tetapi juga diarahkan untuk mempertahankan capaian

indikator yang telah memenuhi target melalui penguatan tata kelola, peningkatan

kualitas pelaksanaan program, dan optimalisasi penggunaan sumber daya secara

berkelanjutan.

Lima fokus strategis yang ditetapkan, yaitu peningkatan capaian indikator kinerja,

percepatan pelaksanaan anggaran, penyelesaian Rincian Output (RO), penguatan

tata kelola dan pengendalian, serta peningkatan monitoring, evaluasi, dan

pelaporan kinerja merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dalam

mewujudkan pencapaian target Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Pelaksanaannya

memerlukan sinergi seluruh tim kerja agar setiap kegiatan dapat diselesaikan tepat

waktu, sesuai standar mutu, dan memberikan kontribusi terhadap sasaran strategis

Direktorat Jenderal SDM Kesehatan.

Selain itu, keberhasilan pelaksanaan roadmap sangat dipengaruhi oleh komitmen

pimpinan, kolaborasi lintas tim kerja, pemanfaatan teknologi informasi, serta

budaya perbaikan berkelanjutan. Melalui implementasi roadmap ini, Sekretariat

Direktorat Jenderal SDM Kesehatan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas

pelaksanaan Program Dukungan Manajemen sekaligus memperkuat akuntabilitas

kinerja organisasi pada akhir Tahun 2026.



Fokus
Strategis

Hasil Evaluasi Semester I
Rencana Tindak Lanjut

Semester II
Hasil yang

Diharapkan

Percepatan
Pelaksanaan
Anggaran

Realisasi anggaran Semester I
masih memerlukan percepatan
untuk mendukung pencapaian
target NKA dan target realisasi
anggaran tahunan.

Melakukan percepatan
pelaksanaan kegiatan,
monitoring realisasi
anggaran secara berkala,
percepatan pengadaan
barang/jasa, dan
penyelesaian administrasi
keuangan.

Meningkatnya
realisasi
anggaran,
kualitas
pelaksanaan
anggaran, dan
Nilai Kinerja
Anggaran (NKA).

Penyelesaian
Rincian
Output (RO)

Sebagian besar RO telah
berjalan sesuai target, namun
beberapa output masih
memerlukan percepatan
penyelesaian.

Memastikan penyelesaian
seluruh RO sesuai jadwal,
meningkatkan koordinasi
antar tim kerja, serta
melakukan monitoring
capaian output secara
berkala.

Seluruh RO
selesai sesuai
target waktu,
mutu, dan
sasaran yang
telah ditetapkan.

Penguatan
Tata Kelola
dan
Pengendalian

Tata kelola organisasi
menunjukkan perkembangan
yang baik dan perlu terus
diperkuat melalui
pengendalian internal dan
manajemen risiko.

Meningkatkan
implementasi manajemen
risiko, pengendalian
internal, penyelesaian
tindak lanjut hasil
pemeriksaan, serta
kepatuhan terhadap
ketentuan yang berlaku.

Terwujudnya
tata kelola
organisasi yang
semakin efektif,
akuntabel, dan
berintegritas.

Peningkatan
Monitoring,
Evaluasi, dan
Pelaporan
Kinerja

Monitoring dan evaluasi telah
berjalan, namun masih
diperlukan penguatan
pemanfaatan data sebagai
dasar pengambilan keputusan.

Mengoptimalkan
monitoring berkala,
pemanfaatan dashboard
kinerja, analisis capaian
indikator, serta
penyusunan laporan
kinerja berbasis data.

Meningkatnya
kualitas
monitoring,
evaluasi, dan
pelaporan
kinerja sebagai
dasar
pengambilan
keputusan
manajemen.

Tabel 4.2 Rencana Tindak Lanjut Semester II Tahun 2026



Tabel 4.2 menunjukkan bahwa rencana tindak lanjut Semester II Tahun 2026

disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Semester I serta diarahkan untuk

memastikan seluruh target Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dapat dicapai secara

optimal. Setiap fokus strategis memiliki keterkaitan langsung dengan hasil evaluasi

yang telah diuraikan pada Bab III, sehingga tindak lanjut yang dirumuskan tidak

hanya bersifat administratif, tetapi merupakan langkah perbaikan yang terukur dan

berorientasi pada hasil.

Pelaksanaan rencana tindak lanjut memerlukan komitmen seluruh tim kerja dalam

memperkuat koordinasi, meningkatkan kualitas pelaksanaan program,

mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta memastikan pelaksanaan

monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, tindak

lanjut yang dirumuskan diharapkan tidak hanya mampu menyelesaikan

permasalahan yang dihadapi pada Semester I, tetapi juga meningkatkan efektivitas

pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan memperkuat pencapaian sasaran

strategis Direktorat Jenderal SDM Kesehatan sampai akhir Tahun 2026.
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	HIGHLIGHT SEMESTER I TAHUN 2026
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	Catatan Eksekutif
	🎯 Kinerja Semester I Tahun 2026 Pelaksanaan Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan pada Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa penyelenggaraan dukungan manajemen telah berjalan sesuai arah kebijakan organisasi. Indeks Kualitas SDM telah melampaui target Semester I, sementara indikator lainnya menunjukkan perkembangan yang positif meskipun sebagian masih menunggu hasil survei, reviu APIP, maupun penilaian nasional sesuai siklus pengukuran masing-masing.
	⚠️ Tantangan Strategis Pelaksanaan kinerja masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain percepatan pelaksanaan anggaran dan penyelesaian Rincian Output, penyesuaian implementasi kebijakan pengendalian belanja, penguatan kualitas data kinerja, serta penyelesaian indikator yang memerlukan validasi dan penetapan oleh instansi berwenang. Tantangan tersebut menjadi perhatian utama agar pencapaian target Perjanjian Kinerja Tahun 2026 tetap terjaga.
	🚀 Komitmen Semester II Tahun 2026 Pada Semester II, Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan berkomitmen mempercepat penyelesaian seluruh Rincian Output, meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran, memperkuat implementasi manajemen risiko dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia melalui pengembangan kompetensi dan penguatan sistem akuntabilitas kinerja. Upaya tersebut diarahkan untuk memastikan seluruh target Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dapat dicapai secara optimal serta memberikan nilai tambah bagi peningkatan tata kelola Direktorat Jenderal SDM Kesehatan.
	BAB I  PENDAHULUAN
	Sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap instansi pemerintah berkewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) yang memberikan informasi mengenai tingkat pencapaian sasaran, indikator kinerja, penggunaan sumber daya, serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan selama periode pelaporan. Penyusunan laporan kinerja tidak hanya merupakan pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan perbaikan kinerja organisasi secara berkelanjutan.
	Laporan Kinerja Semester I Tahun 2026 Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 serta sebagai media untuk mengevaluasi pencapaian sasaran kegiatan selama periode Januari sampai dengan Juni 2026. Laporan ini menyajikan capaian indikator kinerja, realisasi pelaksanaan program dan anggaran, analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian kinerja, efisiensi penggunaan sumber daya, serta langkah-langkah perbaikan yang akan dilaksanakan pada Semester II Tahun 2026. Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan, penyempurnaan kebijakan, serta peningkatan kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan.
	1.2 Maksud dan Tujuan A. Maksud Laporan Kinerja (LKj) Semester I Tahun 2026 Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, program, kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Penyusunan laporan ini merupakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berorientasi pada pencapaian hasil (result oriented), transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
	B. Tujuan
	1.3 Tugas, Fungsi, Organisasi dan Sumber Daya
	koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran Direktorat Jenderal;
	pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal;
	pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik/kekayaan negara Direktorat Jenderal;
	fasilitasi pelaksanaan pengelolaan satuan kerja badan layanan umum;
	koordinasi dan pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal;
	penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain Direktorat Jenderal;
	penyusunan rumusan perjanjian kerja sama Direktorat Jenderal;
	pelaksanaan advokasi hukum Direktorat Jenderal;
	koordinasi dan fasilitasi administrasi pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya manusia kesehatan;
	penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana Direktorat Jenderal;
	fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal;
	pengelolaan sumber daya manusia Direktorat Jenderal;
	pengelolaan hubungan masyarakat dan perpustakaan Direktorat Jenderal;
	pengelolaan data dan sistem informasi Direktorat Jenderal;
	pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan; dan
	pelaksanaan urusan administrasi Sekretariat Direktorat Jenderal.
	Pelaksanaan fungsi tersebut diarahkan untuk mendukung terselenggaranya tata kelola organisasi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sebagai prasyarat keberhasilan pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.

	B. Struktur Organisasi
	Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan menerapkan organisasi berbasis tim kerja sesuai dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.
	Pada tahun 2026, berdasarkan Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Tim Kerja di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan, pelaksanaan tugas didukung oleh 10 Tim Kerja yang masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua Tim dan didukung oleh anggota tim sesuai kompetensi jabatan fungsional maupun pelaksana. Kesepuluh Tim Kerja tersebut terdiri atas:

	Tim Kerja Perencanaan dan Anggaran;
	Tim Kerja Keuangan;
	Tim Kerja Tata Kelola Badan Layanan Umum;
	Tim Kerja Barang Milik Negara;
	Tim Kerja Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi;
	Tim Kerja Sumber Daya Manusia;
	Tim Kerja Hukum;
	Tim Kerja Hubungan Masyarakat, Perpustakaan dan Kerja Sama Luar Negeri;
	Tim Kerja Satuan Kepatuhan Internal dan Pembangunan Zona Integritas; dan
	Tim Kerja Dukungan Manajemen.
	Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan, pengorganisasian pekerjaan dilaksanakan melalui mekanisme Tim Kerja sesuai dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi lintas fungsi, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta memperkuat akuntabilitas dalam pencapaian sasaran organisasi.
	Setiap Tim Kerja memiliki ruang lingkup tugas dan tanggung jawab yang berbeda sesuai bidangnya, namun seluruhnya saling mendukung dalam penyelenggaraan fungsi manajemen dan administrasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan. Sinergi antar Tim Kerja menjadi faktor penting dalam memastikan terselenggaranya perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, reformasi birokrasi, penguatan tata kelola, pengelolaan barang milik negara, pelayanan hukum, hubungan masyarakat, serta dukungan administrasi lainnya secara efektif dan terintegrasi.
	Keterkaitan antara Tim Kerja dengan fungsi utama Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana diilustrasikan pada Gambar berikut yang menunjukkan bahwa seluruh Tim Kerja berkontribusi secara terpadu dalam mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan, yaitu "Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya." Dengan demikian, setiap proses bisnis yang dijalankan oleh masing-masing Tim Kerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
	C. Sumber Daya Organisasi
	1. Sumber Daya Manusia
	Selain menggambarkan jumlah ASN, jenis kelamin dan tingkat pendidikan, data SDM Ditjen SDM Kesehatan juga menunjukkan karakteristik pegawai berdasarkan jabatan, golongan dan kelompok generasi yang dapat menjadi dasar dalam perencanaan kebutuhan SDM, pengembangan kompetensi, serta manajemen talenta organisasi.

	Komposisi ASN Berdasarkan Jabatan
	Komposisi ini menunjukkan bahwa Ditjen SDM Kesehatan telah selaras dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi yang mengarahkan penguatan jabatan fungsional sebagai motor utama pelaksanaan tugas organisasi. Dominasi jabatan fungsional juga mencerminkan kebutuhan organisasi terhadap tenaga yang memiliki kompetensi teknis dan profesional dalam bidang SDM kesehatan, pendidikan SDM kesehatan, serta pengelolaan program kesehatan.

	Komposisi PNS Berdasarkan Golongan
	Sebagian besar PNS Ditjen SDMK berada pada Golongan III (73,5%), yang menunjukkan bahwa mayoritas pegawai berada pada kelompok jabatan profesional dan pelaksana teknis yang menjadi tulang punggung operasional organisasi.
	Sementara itu, Golongan IV sebesar 19,6% menunjukkan ketersediaan SDM senior yang cukup besar untuk mendukung fungsi pembinaan, pengambilan keputusan, pengawasan serta pengembangan organisasi.
	Proporsi pegawai Golongan I dan II yang relatif kecil menunjukkan bahwa struktur SDM Ditjen SDMK didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan dan kompetensi yang lebih tinggi.

	Komposisi PPPK Berdasarkan Golongan
	Sebagian besar PPPK berada pada Golongan IX (42,4%), yang umumnya merupakan formasi tenaga profesional dengan kualifikasi pendidikan minimal sarjana atau profesi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengadaan PPPK di lingkungan Ditjen SDMK diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga profesional dan mendukung pelayanan kesehatan serta fungsi teknis organisasi.

	Komposisi ASN Berdasarkan Generasi
	Komposisi generasi menunjukkan bahwa Ditjen SDMK saat ini didominasi oleh Generasi X dan Generasi Y (Milenial) yang mencapai sekitar 92% dari total ASN.
	Kondisi ini memberikan keuntungan bagi organisasi karena:
	memiliki SDM yang berada pada usia produktif;
	memiliki pengalaman organisasi yang memadai;
	relatif adaptif terhadap transformasi digital dan perubahan sistem kerja.

	Di sisi lain, masih terdapat pegawai dari kelompok Baby Boomer yang berperan sebagai sumber pengetahuan institusi (institutional knowledge) sehingga diperlukan strategi alih pengetahuan (knowledge transfer) kepada generasi penerus menjelang masa purnatugas.
	Komposisi SDM Ditjen SDM Kesehatan per Maret 2026 menunjukkan organisasi yang:
	Didominasi jabatan fungsional (63,2%), sejalan dengan transformasi birokrasi dan penguatan profesionalisme ASN.
	Didominasi PNS Golongan III dan IV (93,1%), yang mencerminkan kualitas SDM yang relatif tinggi.
	Didukung PPPK profesional, terutama pada Golongan IX untuk memperkuat kapasitas teknis organisasi.
	Didominasi Generasi X dan Milenial (92%), yang menjadi modal penting dalam mendorong inovasi, transformasi digital dan keberlanjutan pembangunan SDM kesehatan nasional.
	Struktur SDM tersebut menjadi modal strategis bagi Ditjen SDM Kesehatan dalam mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan dan transformasi sistem kesehatan Indonesia.
	Berdasarkan data kepegawaian Ditjen SDM Kesehatan per Maret 2026, dapat disimpulkan bahwa organisasi memiliki kapasitas sumber daya manusia yang kuat baik dari sisi jumlah, kompetensi, maupun struktur kepegawaian. Jumlah ASN mencapai sekitar 9.961 pegawai, yang terdiri atas PNS dan PPPK yang tersebar pada berbagai fungsi teknis dan manajerial dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen SDM Kesehatan.
	Dari aspek jabatan, struktur SDM didominasi oleh jabatan fungsional (63,2%), yang menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas organisasi bertumpu pada tenaga profesional dan teknis sesuai arah kebijakan reformasi birokrasi dan penyederhanaan struktur organisasi. Proporsi jabatan struktural yang sangat kecil menunjukkan bahwa organisasi telah bertransformasi menuju birokrasi yang lebih lincah dan berbasis kompetensi.
	Dari aspek golongan, mayoritas PNS berada pada Golongan III (73,5%) dan Golongan IV (19,6%), yang mencerminkan bahwa sebagian besar pegawai berada pada level kompetensi menengah hingga tinggi dan memiliki pengalaman yang memadai dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan SDM kesehatan.
	Dari aspek generasi, ASN Ditjen SDM Kesehatan didominasi oleh Generasi X (49,5%) dan Generasi Y/Milenial (42,5%), sehingga lebih dari 90% pegawai berada pada usia produktif. Kondisi ini menjadi modal penting bagi organisasi untuk mendukung inovasi, transformasi digital dan peningkatan kinerja organisasi. Namun demikian, keberadaan pegawai generasi Baby Boomer yang masih mencapai sekitar 3,4% perlu menjadi perhatian dalam rangka menyiapkan proses regenerasi dan transfer pengetahuan kepada generasi penerus.
	Secara keseluruhan, komposisi SDM Ditjen SDM Kesehatan menunjukkan bahwa organisasi memiliki struktur SDM yang relatif ideal, dengan dominasi tenaga profesional, tingkat kompetensi yang memadai, serta dukungan ASN usia produktif yang cukup besar. Kondisi ini menjadi modal strategis untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan SDM kesehatan, pelaksanaan transformasi kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan.

	Pegawai Kantor Pusat Ditjen SDM Kesehatan
	Berdasarkan data kepegawaian Kantor Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan, jumlah pegawai tercatat sebanyak 584 orang yang terdiri dari pegawai PNS, PPPK, CPNS dan PPPK Paruh Waktu. Komposisi SDM tersebut menunjukkan bahwa Kantor Pusat Ditjen SDM Kesehatan didukung oleh sumber daya manusia yang beragam baik dari sisi status kepegawaian, jabatan, maupun tingkat pendidikan untuk mendukung fungsi perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan dukungan manajemen.

	Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian
	Mayoritas pegawai merupakan PNS (69,5%), diikuti PPPK (20,5%) dan CPNS yang merupakan hasil pengadaan ASN terbaru untuk mendukung regenerasi organisasi.

	Komposisi Berdasarkan Jenis Kelamin
	Komposisi pegawai menunjukkan dominasi pegawai perempuan sekitar 61%, yang sejalan dengan karakteristik SDM kesehatan secara umum.

	Komposisi Berdasarkan Jenis Jabatan
	Dominasi jabatan fungsional (sekitar 68%) menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas organisasi lebih banyak ditopang oleh tenaga profesional yang memiliki kompetensi teknis dan spesialis sesuai bidang tugasnya. Kondisi ini juga mencerminkan implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi dan penguatan jabatan fungsional di lingkungan pemerintah.

	Komposisi Berdasarkan Tingkat Pendidikan
	Tingkat pendidikan pegawai Kantor Pusat Ditjen SDM Kesehatan didominasi oleh pendidikan tinggi:

	Komposisi Berdasarkan Golongan
	2. Sarana dan Prasarana
	3. Dukungan Anggaran
	BAB II  PERENCANAAN KINERJA
	2.1 Perencanaan Strategis
	Perencanaan strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan sektor kesehatan. Penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025–2029, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2025–2029.
	Sebagai unit yang melaksanakan fungsi dukungan manajemen, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan memiliki peran strategis dalam memastikan terselenggaranya tata kelola organisasi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel guna mendukung pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.
	Perencanaan strategis Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan Tahun 2025–2029 dijabarkan ke dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan, indikator kinerja, target tahunan, serta strategi pelaksanaan yang menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Dengan demikian, seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan memiliki keterkaitan yang jelas dengan sasaran strategis Direktorat Jenderal SDM Kesehatan maupun tujuan pembangunan kesehatan nasional.


	2.1.1 Visi Pembangunan Nasional
	2.1.3 Tujuan dan Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Berdasarkan tabel 2.2, dapat dilihat bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan Direktorat Jenderal SDM Kesehatan melalui satu sasaran kegiatan, yaitu "Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya." Sasaran kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari sasaran strategis Direktorat Jenderal SDM Kesehatan pada aspek penguatan tata kelola organisasi.
	Pencapaian sasaran kegiatan diukur menggunakan lima Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang mencerminkan dimensi utama tata kelola organisasi, yaitu kualitas layanan, kinerja anggaran, kualitas sumber daya manusia, penerapan manajemen risiko, serta tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan. Kelima indikator tersebut menjadi ukuran keberhasilan Sekretariat dalam memberikan dukungan manajemen kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal SDM Kesehatan dan menjadi dasar pelaksanaan pemantauan, evaluasi, serta pelaporan kinerja.
	Untuk memastikan bahwa setiap sasaran, program, kegiatan dan indikator kinerja memiliki keterkaitan yang jelas dengan arah pembangunan nasional dan sektor kesehatan, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan menerapkan prinsip keterkaitan kinerja (line of sight) dalam penyusunan perencanaan kinerja. Prinsip ini memastikan bahwa sasaran yang ditetapkan pada tingkat unit kerja merupakan penjabaran yang selaras dengan visi, tujuan dan sasaran strategis pada tingkat organisasi yang lebih tinggi.
	Penerapan keterkaitan kinerja tersebut menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Aksi Kegiatan, Perjanjian Kinerja, hingga penetapan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan. Dengan demikian, setiap kegiatan yang dilaksanakan, setiap rincian output yang dihasilkan, serta kontribusi masing-masing tim kerja dan individu memiliki hubungan yang jelas terhadap pencapaian sasaran kegiatan dan sasaran strategis Direktorat Jenderal SDM Kesehatan.
	Hubungan keterkaitan tersebut disajikan pada Gambar 2.3 yang menggambarkan alur keterhubungan mulai dari visi pembangunan nasional, visi Kementerian Kesehatan, tujuan dan sasaran strategis Direktorat Jenderal SDM Kesehatan, sasaran kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan, indikator kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, hingga kontribusi masing-masing tim kerja dan individu. Keterkaitan Perencanaan dan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan terlihat seperti gambar berikut:
	Gambar 2.3 Alur Keterkaitan Perencanaan dan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan

	2.1.4 Sasaran Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan
	Sebagai unit pendukung manajemen di lingkungan Direktorat Jenderal SDM Kesehatan, Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan menjabarkan sasaran strategis Direktorat Jenderal ke dalam sasaran kegiatan yang lebih operasional. Sasaran kegiatan tersebut menjadi pedoman dalam penyelenggaraan seluruh program dan kegiatan serta menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026.
	Pada Tahun 2026, Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan menetapkan 1 (satu) Sasaran Kegiatan, yaitu:

	"Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya."
	Sasaran kegiatan tersebut mencerminkan komitmen Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan untuk memperkuat tata kelola organisasi melalui penyelenggaraan layanan dukungan manajemen yang berkualitas, peningkatan akuntabilitas kinerja, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien serta penguatan koordinasi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal SDM Kesehatan.

	Pencapaian sasaran kegiatan tersebut diukur melalui lima Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dan menjadi dasar evaluasi kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan.
	Hubungan antara visi pembangunan nasional, arah strategis Kementerian Kesehatan, sasaran strategis Direktorat Jenderal SDM Kesehatan, hingga sasaran kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan disajikan pada Gambar 2.3 di atas.
	Gambar 2.4 dapat dilihat bahwa sasaran kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan kinerja Kementerian Kesehatan. Sasaran kegiatan tersebut menjadi penghubung antara sasaran strategis Direktorat Jenderal SDM Kesehatan dengan pelaksanaan program, kegiatan, rincian output, tim kerja, hingga Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Dengan demikian, setiap aktivitas yang dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan memiliki kontribusi yang jelas terhadap pencapaian sasaran organisasi secara keseluruhan.
	"Sebagai penjabaran dari sasaran kegiatan tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang memuat indikator kinerja dan target sebagai komitmen pencapaian kinerja organisasi. Uraian mengenai Perjanjian Kinerja disajikan pada Subbab 2.2."
	2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2026
	Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang memuat komitmen kinerja antara Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan selaku pemberi amanah dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan selaku penerima amanah dalam melaksanakan program dan kegiatan serta mencapai target kinerja yang telah ditetapkan selama Tahun Anggaran 2026. Perjanjian Kinerja disusun sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berorientasi pada pencapaian hasil (outcome), sehingga menjadi dasar dalam pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja organisasi.
	Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan Tahun 2026 mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025–2029, Rencana Strategis Direktorat Jenderal SDM Kesehatan Tahun 2025–2029, Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan Tahun 2025–2029, serta Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026. Dengan demikian, target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja telah selaras dengan arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional dan sasaran strategis Direktorat Jenderal SDM Kesehatan.
	Pada Tahun 2026, Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan menetapkan 1 (satu) Sasaran Kegiatan yang didukung oleh 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai ukuran utama keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Selain itu, untuk memperkuat pengukuran tata kelola organisasi, Perjanjian Kinerja juga memuat Indikator Kinerja Manajerial (IKM) dan Indikator Kinerja Dukungan (IKD) yang berfungsi mengukur efektivitas penyelenggaraan manajemen organisasi secara menyeluruh. Struktur pengukuran tersebut mencerminkan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya diukur dari kualitas layanan yang diberikan, tetapi juga dari kualitas tata kelola, efektivitas pemanfaatan sumber daya, serta akuntabilitas pelaksanaan tugas.

	Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2026
	2.2.1 Penyesuaian Target Indikator Kinerja Tahun 2026
	Selain hasil Pertemuan Tiga Pihak, Kementerian Kesehatan melalui Sekretariat Inspektorat Jenderal juga menyampaikan usulan penyesuaian target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Mandatory Program Dukungan Manajemen Tahun 2026–2029. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya yang telah melampaui target Renstra sehingga diperlukan peningkatan target agar tetap mendorong perbaikan kinerja secara berkelanjutan.
	Berdasarkan kedua dokumen tersebut, terdapat penyesuaian terhadap sebagian target indikator kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan Tahun 2026. Sampai dengan penyusunan Laporan Kinerja Semester I Tahun 2026, Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan belum dilakukan perubahan secara administratif. Oleh karena itu, penyajian Perjanjian Kinerja pada Subbab 2.2 tetap mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, sedangkan pengukuran capaian kinerja pada Bab III menggunakan target hasil penyesuaian yang telah disepakati melalui mekanisme Revisi Renja Tahun 2026 agar selaras dengan dokumen perencanaan yang berlaku.
	Berdasarkan mekanisme sebagaimana disajikan pada Gambar 2.6, penyesuaian target indikator kinerja tahun 2026 merupakan bagian dari proses penyelarasan antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pengukuran kinerja di lingkungan Kementerian Kesehatan. Penyesuaian tersebut dilaksanakan melalui mekanisme resmi, yaitu usulan penyesuaian target indikator mandatory yang disampaikan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal, kemudian dibahas dalam Pertemuan Tiga Pihak sebagai bagian dari proses Revisi Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026. Hasil pembahasan tersebut menjadi dasar dalam penyempurnaan target kinerja yang digunakan pada dokumen perencanaan dan penganggaran.
	Sampai dengan penyusunan Laporan Kinerja Semester I Tahun 2026, Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan belum dilakukan perubahan secara administratif, sehingga dokumen Perjanjian Kinerja yang disajikan pada Subbab 2.2 masih mengacu pada Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada awal Tahun 2026. Namun demikian, sebagai bentuk konsistensi terhadap dokumen perencanaan yang telah disempurnakan melalui mekanisme Revisi Renja, pengukuran capaian kinerja dalam laporan ini menggunakan target indikator hasil penyesuaian yang telah disepakati.
	Penyesuaian tersebut tidak mengubah sasaran kegiatan maupun indikator kinerja yang digunakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan, melainkan hanya melakukan penyempurnaan terhadap target pada beberapa indikator agar selaras dengan perkembangan capaian kinerja dan kebijakan penguatan tata kelola di lingkungan Kementerian Kesehatan. Perbandingan antara target yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja awal dengan target hasil penyesuaian disajikan pada Tabel 2.4.
	Catatan: Penyajian target hasil penyesuaian pada Laporan Kinerja Semester I Tahun 2026 dimaksudkan untuk menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pengukuran kinerja. Sampai dengan periode pelaporan ini, perubahan target tersebut belum ditindaklanjuti melalui perubahan administratif Perjanjian Kinerja, sehingga kondisi tersebut diungkapkan secara transparan sebagai bagian dari prinsip akuntabilitas dan keterbukaan informasi.
	2.3 Kualitas Indikator Kinerja Kegiatan (SMART)
	Berdasarkan prinsip SMART sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.7, dilakukan penilaian terhadap seluruh Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan Tahun 2026. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap indikator telah memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan layak digunakan sebagai dasar pengukuran capaian kinerja organisasi. Hasil penilaian tersebut disajikan pada Tabel 2.5.
	Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana disajikan pada Tabel 2.5, seluruh Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan telah memenuhi prinsip SMART, yaitu Specific, Measurable, Achievable, Relevant dan Time-bound. Hal tersebut menunjukkan bahwa indikator yang digunakan telah dirumuskan secara jelas, memiliki metode pengukuran yang objektif, target yang realistis, relevan dengan sasaran kegiatan, serta memiliki periode pengukuran yang telah ditetapkan.
	Penerapan prinsip SMART menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sistem pengukuran kinerja organisasi. Dengan indikator yang memenuhi karakteristik tersebut, proses pemantauan dan evaluasi kinerja dapat dilaksanakan secara lebih akurat, konsisten dan akuntabel. Selain itu, hasil pengukuran yang diperoleh dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, penyusunan rencana tindak lanjut, serta peningkatan kualitas penyelenggaraan dukungan manajemen di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan.
	Keberadaan indikator yang berkualitas juga mendukung implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) karena mampu menunjukkan hubungan yang jelas antara sasaran kegiatan dengan hasil yang ingin dicapai. Dengan demikian, indikator kinerja tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur pencapaian target, tetapi juga menjadi instrumen manajemen dalam mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan secara berkelanjutan.
	Berdasarkan kriteria penilaian sebagaimana disajikan pada Tabel 2.5, dilakukan penilaian terhadap seluruh Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2026 untuk memastikan bahwa indikator yang digunakan telah memenuhi prinsip SMART. Penilaian dilakukan terhadap setiap indikator berdasarkan kesesuaian rumusan indikator, metode pengukuran, target yang ditetapkan, keterkaitan dengan sasaran kegiatan, serta periode pengukuran yang digunakan. Hasil penilaian tersebut disajikan pada Tabel 2.6.
	2.4 Definisi Operasional dan Metadata Indikator Kinerja Kegiatan
	Dalam rangka mewujudkan sistem pengukuran kinerja yang terintegrasi, Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan telah menetapkan indikator kinerja melalui Draft Keputusan Direktur Jenderal SDM Kesehatan tentang Indikator Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal SDM Kesehatan Tahun 2026. Dokumen tersebut menjadi dasar bagi penyusunan Perjanjian Kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, serta akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal SDM Kesehatan. Selain itu, setiap pimpinan unit kerja wajib menjabarkan dan menyelaraskan indikator kinerja unit kerjanya dengan indikator kinerja Direktorat Jenderal sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
	Berdasarkan dokumen tersebut, indikator kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal SDM Kesehatan dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu:
	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu indikator utama yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja unit kerja. Lima IKK Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan menjadi dasar pengukuran dan analisis capaian kinerja dalam Laporan Kinerja Semester I Tahun 2026.
	Indikator Kinerja Mandatori (IKM), yaitu indikator yang ditetapkan secara mandatory di lingkungan Direktorat Jenderal SDM Kesehatan untuk mengukur aspek tata kelola organisasi yang menjadi prioritas Kementerian Kesehatan, seperti Nilai SAKIP, Nilai Kinerja Anggaran, Nilai Integritas, Indeks Kualitas SDM, dan Nilai Maturitas Manajemen Risiko.
	Indikator Kinerja Direktif (IKD), yaitu indikator yang ditetapkan untuk mendukung pengendalian pelaksanaan tugas tertentu yang bersifat direktif atau penugasan khusus, misalnya Persentase Realisasi Anggaran Unit Kerja, Persentase Mutasi Pegawai Antar Unit Kerja, serta indikator direktif lainnya sesuai penugasan organisasi.
	Tabel 2.7 Ringkasan Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan Tahun 2026

	Seluruh IKK Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan merupakan indikator positif, karena semakin tinggi nilai capaian maka semakin baik tingkat keberhasilan organisasi. Dengan demikian, capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan. Sebaliknya, indikator negatif merupakan indikator yang menunjukkan kondisi semakin baik apabila nilainya semakin rendah, misalnya tingkat kesalahan administrasi, jumlah temuan berulang, atau persentase keterlambatan penyelesaian layanan. Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan tidak menggunakan indikator dengan karakteristik negatif pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026.
	Selain Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan Tahun 2026 juga memuat Indikator Kinerja Mandatori (IKM) dan Indikator Kinerja Direktif (IKD). Kedua kelompok indikator tersebut merupakan bagian dari sistem pengukuran kinerja Direktorat Jenderal SDM Kesehatan yang berfungsi untuk mengukur aspek tata kelola organisasi serta pelaksanaan kebijakan atau penugasan strategis tertentu.
	Berbeda dengan IKK yang menjadi indikator utama pencapaian Sasaran Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan, IKM digunakan untuk mengukur indikator mandatory yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal SDM Kesehatan, sedangkan IKD digunakan untuk mengukur indikator yang bersifat direktif sesuai kebijakan organisasi. Oleh karena itu, dalam Laporan Kinerja Semester I Tahun 2026, IKM dan IKD tetap disajikan sebagai bagian dari metadata indikator kinerja untuk memberikan gambaran utuh mengenai sistem pengukuran kinerja organisasi. Ringkasan definisi operasional IKM dan IKD disajikan pada Tabel 2.8 berikut:.
	Tabel 2.8 Ringkasan Definisi Operasional Indikator Kinerja Mandatori (IKM) dan Indikator Kinerja Direktif (IKD) Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan Tahun 2026
	Berdasarkan Tabel 2.8, seluruh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Indikator Kinerja Mandatori (IKM), dan Indikator Kinerja Direktif (IKD) Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan telah memiliki definisi operasional, metode pengukuran, sumber data, dan karakteristik indikator yang jelas. Kejelasan tersebut merupakan prasyarat penting dalam menghasilkan informasi kinerja yang objektif, terukur, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar evaluasi kinerja organisasi.
	Meskipun memiliki fungsi pengukuran yang berbeda, IKK, IKM, dan IKD bukan merupakan indikator yang berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dalam membentuk sistem pengukuran kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan. IKK digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran kegiatan, IKM mengukur aspek tata kelola organisasi yang bersifat mandatory, sedangkan IKD mengukur pelaksanaan kebijakan dan penugasan strategis yang menjadi perhatian pimpinan. Ketiga kelompok indikator tersebut selanjutnya diintegrasikan dalam satu sistem pengukuran kinerja yang mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja organisasi.
	Arsitektur sistem pengukuran kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan Tahun 2026 yang menggambarkan keterkaitan antara Perjanjian Kinerja, kelompok indikator, proses pengukuran, hingga penyusunan Laporan Kinerja Semester I disajikan pada Gambar 2.9.
	Gambar 2.9 Arsitektur Sistem Pengukuran Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan Tahun 2026
	2.5 Cascading Kinerja
	Pencapaian sasaran kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan tidak hanya ditentukan oleh penetapan indikator kinerja yang memenuhi prinsip SMART dan memiliki definisi operasional yang jelas, tetapi juga oleh keterkaitan yang kuat antara sasaran organisasi dengan pelaksanaan tugas pada setiap jenjang organisasi. Oleh karena itu, Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan menerapkan mekanisme cascading kinerja, yaitu proses penjabaran sasaran strategis dan sasaran kegiatan ke dalam target kinerja unit kerja, tim kerja, hingga individu secara berjenjang.
	Penerapan cascading bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program, kegiatan, dan keluaran yang dilaksanakan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan. Dengan mekanisme tersebut, setiap Tim Kerja memiliki peran yang jelas sebagai penanggung jawab maupun pendukung dalam pencapaian indikator kinerja, sedangkan setiap pegawai memiliki Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang selaras dengan target organisasi.
	Gambar 2.10 Cascading kinerja dan tata kelola Set. Ditjen SDM Kesehatan ta. 2026

	2.6 Keterkaitan Kinerja dengan Program dan Anggaran
	Pada Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan, keterkaitan tersebut diwujudkan melalui hubungan antara Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Rincian Output (RO) kunci sesuai Renstra dan Rencana Aksi, serta anggaran yang dialokasikan pada masing-masing RO. Dengan demikian, setiap penggunaan anggaran diharapkan memberikan kontribusi yang terukur terhadap pencapaian target kinerja organisasi.
	Pada Tahun Anggaran 2026, struktur Rincian Output (RO) pada Kegiatan 6798 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program mengalami penyesuaian sebagai tindak lanjut Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2025 dan Nomor 3/MK/AG/2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Pemanfaatan Klasifikasi Rincian Output dan Rincian Output dalam Perencanaan dan Penganggaran. Penyesuaian tersebut bertujuan meningkatkan kualitas klasifikasi output sehingga semakin mencerminkan keterkaitan antara keluaran kegiatan dengan sasaran kinerja organisasi. Dalam pelaksanaan Semester I Tahun 2026 masih terdapat beberapa RO lama yang tetap tercantum pada dokumen pelaksanaan anggaran karena telah memiliki realisasi anggaran sebelum proses penyesuaian dilakukan. Oleh karena itu, penyajian keterkaitan indikator kinerja dengan RO dalam laporan ini mengacu pada RO Kunci hasil penyesuaian Renstra dan Rencana Aksi, dengan tetap mempertimbangkan keberadaan RO lama sebagai bagian dari pelaksanaan anggaran Semester I Tahun 2026.
	Gambar 2.11 Keterkaitan Kinerja dengan Program dan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan Tahun 2026
	Tabel 2.9 Keterkaitan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan RO Kunci Renstra dan RO pada Pelaksanaan Semester I Tahun 2026
	Berdasarkan Tabel 2.9, sebagian besar Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) memiliki keterkaitan langsung dengan satu RO Kunci yang menjadi keluaran utama dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan. Sementara itu, IKK 33.2.8 Nilai Kinerja Anggaran memiliki karakteristik yang berbeda karena keberhasilannya dipengaruhi oleh pelaksanaan beberapa RO dalam Kegiatan 6798. Hal ini mencerminkan bahwa indikator tersebut mengukur efektivitas pengelolaan anggaran secara menyeluruh, sehingga tidak bergantung pada satu keluaran tertentu.
	Selain itu, tabel tersebut juga menunjukkan adanya proses penyesuaian klasifikasi RO pada Tahun Anggaran 2026 sebagai tindak lanjut kebijakan nasional mengenai penyempurnaan klasifikasi Rincian Output. Meskipun demikian, keberadaan RO yang masih digunakan dalam pelaksanaan Semester I Tahun 2026 tidak mengubah sasaran maupun indikator kinerja yang telah ditetapkan, melainkan merupakan bagian dari masa transisi administrasi penganggaran. Oleh karena itu, seluruh analisis capaian kinerja pada Bab III tetap mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dengan memperhatikan keterkaitan antara indikator, RO Kunci, dan pelaksanaan anggaran.
	Seluruh anggaran pada Kegiatan 6798 dialokasikan untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan melalui Rincian Output (RO). Karena satu RO dapat berkontribusi terhadap lebih dari satu indikator kinerja, alokasi anggaran tidak disajikan per indikator untuk menghindari penghitungan ganda (double counting). Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan pada Bab III berdasarkan realisasi anggaran Kegiatan 6798 dan kontribusinya terhadap pencapaian indikator kinerja.
	Berdasarkan Tabel 2.10, setiap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan didukung oleh Rincian Output (RO) yang telah ditetapkan dalam Renstra dan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKK) Semester I Tahun 2026. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian indikator kinerja tidak terlepas dari dukungan sumber daya yang dialokasikan melalui program dan kegiatan sesuai prinsip performance-based budgeting, dimana setiap anggaran diarahkan untuk menghasilkan keluaran (output) yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran kegiatan.
	Sebagian besar indikator memiliki keterkaitan langsung dengan satu RO Kunci, seperti IKK 33.1.8 yang didukung oleh RO 6798.EBA.958, IKK 33.3.8 oleh RO 6798.EBC.954, serta IKK 33.4.17 dan IKK 33.4.25 yang sama-sama didukung oleh RO 6798.EBA.960. Kondisi ini menunjukkan bahwa satu Rincian Output dapat memberikan kontribusi terhadap lebih dari satu indikator kinerja sesuai karakteristik output yang dihasilkan.
	Berbeda dengan indikator lainnya, IKK 33.2.8 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal SDM Kesehatan memiliki karakteristik khusus karena mengukur kualitas pengelolaan anggaran secara menyeluruh. Oleh karena itu, indikator ini didukung oleh seluruh Rincian Output pada Kegiatan 6798, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan anggaran, revisi anggaran, monitoring, evaluasi, hingga pelaporan. Dalam konteks Perjanjian Kinerja, indikator tersebut merupakan indikator Eselon I yang capaian akhirnya dihitung berdasarkan keseluruhan pengelolaan anggaran Direktorat Jenderal SDM Kesehatan. Namun demikian, dalam Laporan Kinerja Semester I Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan, pembahasan pada Bab II difokuskan pada dukungan anggaran yang berasal dari Kegiatan 6798 sebagai kontribusi Sekretariat terhadap pencapaian indikator tersebut, sedangkan analisis menyeluruh terhadap nilai kinerja anggaran Direktorat Jenderal SDM Kesehatan akan diuraikan lebih rinci pada Bab III sesuai target Perjanjian Kinerja.
	Prinsip Penganggaran Berbasis Kinerja : 📌 Anggaran dialokasikan pada Program, Kegiatan, dan RO. 📌 RO mendukung pencapaian satu atau lebih indikator kinerja. 📌 Satu indikator dapat didukung oleh lebih dari satu RO. 📌 Hubungan indikator dengan anggaran bersifat many-to-many, bukan one-to-one. 📌 Oleh karena itu analisis efisiensi anggaran dilakukan pada tingkat kegiatan dan RO, bukan pada tingkat indikator.
	BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
	"Dalam rangka memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap capaian kinerja, analisis pada Bab III dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu: (1) perbandingan antara target dan realisasi Tahun 2026; (2) perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya apabila indikator telah diukur pada periode sebelumnya; (3) keterkaitan dengan target jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal SDM Kesehatan Tahun 2025–2029; dan (4) pembandingan dengan standar atau benchmark yang berlaku secara nasional maupun di lingkungan Kementerian Kesehatan apabila data pembanding tersedia."
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	Gambar 3.4b Komponen Penilaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal SDM Kesehatan
	Berdasarkan Dashboard Monitoring Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Keuangan sebagaimana disajikan pada Gambar 3.4, sampai dengan cut off 7 Juli 2026 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal SDM Kesehatan mencapai 51,53 dan masih berada pada kategori "Kurang". Nilai tersebut merupakan hasil agregasi dari dua komponen utama, yaitu Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 10,28 (bobot 50%) dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 92,78 (bobot 50%). Komposisi tersebut menunjukkan bahwa capaian Nilai Kinerja Anggaran masih belum optimal, terutama karena rendahnya nilai pada aspek perencanaan anggaran, sementara aspek pelaksanaan anggaran telah menunjukkan kinerja yang relatif baik.
	Rendahnya Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran mengindikasikan bahwa masih terdapat beberapa komponen penilaian yang memerlukan penyempurnaan, antara lain kualitas perencanaan output, konsistensi dokumen perencanaan, serta penyesuaian terhadap perubahan struktur KRO dan RO sesuai kebijakan Kementerian Keuangan. Di sisi lain, Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang telah mencapai 92,78 menunjukkan bahwa proses pelaksanaan anggaran pada Semester I telah berjalan cukup baik, ditunjukkan oleh meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan, penyelesaian belanja, serta capaian output yang mulai terbentuk pada sebagian besar satuan kerja.
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	Gambar 3.5 Komponen Pembentuk Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal SDM Kesehatan Semester I Tahun 2026
	Berdasarkan Gambar 3.5, Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal SDM Kesehatan dibentuk oleh dua komponen utama, yaitu Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran, yang masing-masing memiliki bobot 50 persen dalam perhitungan Nilai Kinerja Anggaran. Hasil pemantauan Semester I menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara kedua komponen tersebut.
	Pada aspek Pelaksanaan Anggaran, nilai telah mencapai 92,78, yang menunjukkan bahwa sebagian besar indikator pelaksanaan, seperti kualitas penyerapan anggaran, penyelesaian tagihan, deviasi halaman III DIPA, pengelolaan UP/TUP, serta capaian output mulai menunjukkan kinerja yang baik. Kondisi ini mencerminkan semakin baiknya pelaksanaan anggaran pada satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal SDM Kesehatan.
	Sebaliknya, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran masih berada pada angka 10,28. Hasil tersebut menunjukkan bahwa aspek perencanaan masih memerlukan perhatian lebih, terutama pada komponen efektivitas Unit Eselon I, efektivitas satuan kerja, penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK), serta efisiensi perencanaan. Perbaikan pada komponen-komponen tersebut menjadi faktor kunci dalam meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran secara keseluruhan pada akhir Tahun 2026.
	Salah satu faktor yang memengaruhi capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal SDM Kesehatan adalah kualitas pelaksanaan anggaran pada satuan kerja Kantor Pusat yang dikelola oleh Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan. Berdasarkan dashboard Monitoring dan Evaluasi Kementerian Keuangan, capaian Nilai Kinerja Anggaran Kantor Pusat menunjukkan nilai 57,21 (kurang), nilai Kondisi tersebut memberikan kontribusi terhadap capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal SDM Kesehatan secara keseluruhan.
	Gambar 3.6 Tren Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal SDM Kesehatan
	Berdasarkan Gambar 3.6, apabila dibandingkan dengan Tahun 2025, Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Jenderal SDM Kesehatan menunjukkan perbedaan capaian yang dipengaruhi oleh karakteristik pengukuran indikator. Pada Tahun 2025, NKA berhasil mencapai 94,94 atau 102,36% dari target Perjanjian Kinerja sebesar 92,75, yang mencerminkan kualitas pelaksanaan anggaran berada pada kategori sangat baik. Sementara itu, hingga Semester I Tahun 2026 capaian NKA tercatat sebesar 51,53 atau 55,55% dari target Perjanjian Kinerja sebesar 92,75.
	Perbedaan capaian tersebut tidak dapat dimaknai sebagai penurunan kinerja, mengingat Nilai Kinerja Anggaran merupakan indikator yang dihitung secara kumulatif berdasarkan kualitas pelaksanaan anggaran sepanjang tahun. Nilai Semester I masih bersifat progresif dan akan terus mengalami perubahan seiring meningkatnya realisasi anggaran, kualitas pelaksanaan belanja, ketepatan waktu penyelesaian kegiatan, serta pemenuhan komponen penilaian lainnya hingga akhir tahun anggaran.
	Keberhasilan Direktorat Jenderal SDM Kesehatan melampaui target NKA pada Tahun 2025 menjadi modal yang baik dalam mempertahankan kualitas pengelolaan anggaran pada Tahun 2026. Oleh karena itu, pada Semester II diperlukan penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran, percepatan penyelesaian kegiatan, peningkatan kualitas revisi anggaran, serta pengendalian pelaksanaan belanja secara berkala agar target Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sebesar 92,75 dapat tercapai pada akhir tahun anggaran.
	Catatan: Nilai Kinerja Anggaran Semester I Tahun 2026 bersifat progresif dan dihitung secara kumulatif berdasarkan kualitas pelaksanaan anggaran sepanjang tahun. Oleh karena itu, capaian Semester I tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian akhir Tahun 2025.
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	🟨 Isu Strategis
	3.1.3 IKK 33.3.8 Indeks Kualitas SDM Direktorat Jenderal SDM Kesehatan
	A. Executive Summary
	Sampai dengan Semester I Tahun 2026, Indeks Kualitas SDM Direktorat Jenderal SDM Kesehatan telah mencapai 84,47 atau 100,56% dari target tahunan sebesar 84,00. Capaian tersebut menunjukkan bahwa target tahunan telah terlampaui pada Semester I, sehingga fokus pada Semester II diarahkan pada upaya mempertahankan kualitas pengelolaan SDM dan menjaga keberlanjutan kinerja hingga akhir tahun.
	B. Gambaran Indikator
	C. Target dan Realisasi Semester I Tahun 2026
	Walaupun target telah tercapai, upaya peningkatan kualitas SDM tetap perlu dilanjutkan pada Semester II untuk menjaga keberlanjutan capaian, meningkatkan kualitas layanan internal, dan mendukung pelaksanaan transformasi kesehatan secara berkesinambungan.
	Capaian Indeks Kualitas SDM tidak terlepas dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pengembangan kapasitas aparatur. Oleh karena itu, selain melihat nilai capaian indikator, perlu dipahami pula keterkaitan antara indikator dengan RO Kunci serta peran Tim Kerja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan. Hubungan tersebut disajikan pada Gambar 3.7.
	Gambar 3.7 Hubungan IKK 33.3.8 dengan RO Kunci dan Pelaksanaan Program
	Gambar 3.7 menunjukkan bahwa pencapaian IKK 33.3.8 didukung secara langsung oleh RO Kunci 6798.EBC.954 – Layanan Manajemen SDM. Pelaksanaan RO tersebut mencakup seluruh siklus pengelolaan SDM, mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, pengembangan kompetensi, pengelolaan kinerja, hingga pembinaan SDM.
	Keterkaitan antara indikator, RO, dan Tim Kerja menunjukkan bahwa peningkatan Indeks Kualitas SDM merupakan hasil dari pelaksanaan program yang terintegrasi. Dengan capaian sebesar 84,47, pelaksanaan kegiatan pada Semester I telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pengelolaan SDM di lingkungan Direktorat Jenderal SDM Kesehatan.
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	D.1 Analisis Capaian Semester I Tahun 2026
	D.2 Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya
	Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Direktorat Jenderal SDM Kesehatan Tahun 2025–2029, capaian Semester I Tahun 2026 menunjukkan perkembangan yang positif dan berada pada jalur yang mendukung pencapaian target jangka menengah. Keberhasilan ini perlu dipertahankan melalui penguatan pengelolaan sumber daya manusia secara berkelanjutan agar target tahunan dan target Renstra dapat tercapai secara optimal.
	Gambar 3.9 komponem pembentukan indeks kualitas SDM Ditjen SDM Kesehatan pada semester 1 tahun 2026.
	Berdasarkan Gambar 3.9, capaian Indeks Kualitas SDM Direktorat Jenderal SDM Kesehatan Semester I Tahun 2026 sebesar 84,47 merupakan akumulasi dari empat dimensi utama, yaitu Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin. Keempat dimensi tersebut menunjukkan capaian yang relatif baik, meskipun masih terdapat variasi kontribusi terhadap nilai indeks secara keseluruhan.
	Dimensi Disiplin merupakan dimensi dengan tingkat pencapaian tertinggi, yaitu 4,99 dari bobot maksimal 5,00 atau 99,80%, yang menunjukkan tingginya tingkat kepatuhan ASN terhadap ketentuan disiplin dan pelaksanaan kewajiban sebagai aparatur sipil negara. Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan organisasi dalam membangun budaya kerja yang tertib, akuntabel, dan berintegritas.
	Dimensi Kualifikasi juga menunjukkan hasil yang sangat baik dengan nilai 23,64 dari bobot maksimal 25,00 atau 94,56%. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pegawai telah memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan jabatan yang diduduki.
	Sementara itu, dimensi Kinerja memperoleh nilai 25,31 dari bobot maksimal 30,00 atau 84,37%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi sistem manajemen kinerja dan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) telah berjalan cukup efektif, meskipun masih terdapat ruang untuk meningkatkan kualitas penilaian kinerja dan keterkaitannya dengan capaian organisasi.
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	Pelaksanaan tindak lanjut tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya manusia serta mempertahankan capaian Indeks Kualitas SDM Direktorat Jenderal SDM Kesehatan hingga akhir Tahun 2026.
	3.1.4 IKK 33.4.17 Nilai Maturitas Manajemen Risiko Direktorat Jenderal SDM Kesehatan
	A. Executive Summary
	B. Gambaran Indikator
	Sampai dengan Semester I Tahun 2026, capaian indikator Nilai Maturitas Manajemen Risiko pada Perjanjian Kinerja masih sebesar 0,00, karena proses penilaian resmi oleh Tim APIP Kementerian Kesehatan belum selesai dilaksanakan. Namun demikian, berdasarkan hasil Penilaian Mandiri (Self Assessment) yang dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan melalui aplikasi SPIP-T, diperoleh nilai 4,39 yang berada pada Level Enable. Nilai tersebut merupakan hasil pengisian data dukung dan eviden oleh unit kerja, sehingga belum dapat digunakan sebagai capaian indikator kinerja sampai diterbitkannya hasil reviu dan validasi oleh APIP.
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	D.1 Analisis Capaian Semester I Tahun 2026
	Hasil Penilaian Mandiri sebesar 4,39 menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan telah mencapai Level Enable, yaitu tingkat kematangan yang menggambarkan bahwa proses manajemen risiko telah diterapkan secara sistematis dan menjadi bagian dari tata kelola organisasi. Pada level ini, identifikasi risiko, analisis risiko, penyusunan rencana mitigasi, pemantauan, dan evaluasi telah dilaksanakan secara berkesinambungan serta didukung oleh keterlibatan pimpinan dan unit kerja terkait.
	Nilai tersebut juga mencerminkan bahwa sebagian besar eviden yang dipersyaratkan dalam aplikasi SPIP-T telah dipenuhi oleh Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan. Namun demikian, hasil tersebut masih bersifat internal dan dapat berubah setelah dilakukan proses klarifikasi, reviu, dan validasi oleh Tim APIP Kementerian Kesehatan.
	Proses penilaian Nilai Maturitas Manajemen Risiko Direktorat Jenderal SDM Kesehatan dilakukan secara berjenjang. Penilaian diawali dengan Penilaian Mandiri oleh masing-masing unit kerja melalui aplikasi SPIP sebagai bentuk evaluasi internal terhadap penerapan manajemen risiko. Hasil Penilaian Mandiri tersebut selanjutnya menjadi bahan bagi Tim APIP Kementerian Kesehatan untuk melakukan reviu dan validasi sebelum menetapkan nilai resmi indikator pada tingkat Direktorat Jenderal. Mekanisme tersebut digambarkan pada Gambar 3.10.
	Gambar 3.10 menunjukkan bahwa sampai dengan Semester I Tahun 2026, Nilai Maturitas Manajemen Risiko Direktorat Jenderal SDM Kesehatan pada Perjanjian Kinerja masih tercatat sebesar 0,00, karena proses penilaian oleh Tim APIP Kementerian Kesehatan belum selesai. Dengan demikian, belum terdapat nilai resmi yang dapat digunakan sebagai capaian indikator kinerja Semester I.
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	D.3 Perbandingan dengan Target Renstra dan Target Perjanjian Kinerja
	Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Direktorat Jenderal SDM Kesehatan Tahun 2025–2029, pelaksanaan kegiatan pada Semester I telah mendukung proses pencapaian target jangka menengah. Meskipun capaian indikator resmi masih menunggu hasil penilaian APIP, pelaksanaan penilaian mandiri dan pemenuhan data dukung menjadi bagian penting dalam mendukung pencapaian target tahunan dan target Renstra.
	D.4 Faktor Pendukung, Kendala  dan Tindak Lanjut
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	sesuai dengan indikator penilaian maturitas manajemen risiko.
	Meningkatkan koordinasi, sosialisasi, dan pembinaan kepada seluruh unit kerja mengenai implementasi manajemen risiko sebagai bagian dari penguatan tata kelola organisasi.
	Melaksanakan evaluasi berkala terhadap hasil penilaian mandiri sebagai dasar perbaikan sebelum pelaksanaan penilaian resmi oleh APIP.
	📌 Catatan Evaluasi Semester I Hasil Monitoring dan Evaluasi Semester I Tahun 2026 🟢 Capaian Positif
	Penilaian Mandiri Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan melalui aplikasi SPIP-T telah selesai dilaksanakan.
	Hasil Penilaian Mandiri mencapai 4,39 (Level Enable) sebagai gambaran kesiapan implementasi manajemen risiko.
	Seluruh data dukung utama telah disampaikan sebagai bahan reviu Tim APIP Kementerian Kesehatan.
	🟡 Area yang Masih Memerlukan Perhatian
	Nilai resmi indikator belum diterbitkan karena masih menunggu proses reviu dan validasi APIP.
	Penyempurnaan eviden pada beberapa aspek masih perlu dilakukan sesuai masukan hasil evaluasi internal.
	🔵 Arah Semester II
	Menindaklanjuti hasil reviu APIP.
	Menyempurnakan data dukung dan eviden.
	Memastikan hasil Penilaian Mandiri dapat dipertahankan pada saat penilaian resmi.
	Mengintegrasikan hasil evaluasi ke dalam perbaikan tata kelola risiko organisasi.
	3.1.5 IKK 33.4.25 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Ditindaklanjuti Direktorat Jenderal SDM Kesehatan
	A. Executive Summary
	B. Gambaran Indikator
	C. Target dan Realisasi Semester I Tahun 2026
	Walaupun demikian, perkembangan penyelesaian rekomendasi menunjukkan hasil yang sangat baik. Berdasarkan pemantauan internal, tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pada Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan telah mencapai 95,17% per 2 Juli 2026, sedangkan hasil konsolidasi pada tingkat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan mencapai 95,24% per 11 Juli 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses penyelesaian rekomendasi telah berjalan sesuai rencana dan memberikan keyakinan bahwa target tahunan berpotensi tercapai setelah proses validasi selesai.
	Gambar 3.12 menunjukkan bahwa sampai dengan Semester I Tahun 2026, nilai resmi indikator pada Perjanjian Kinerja masih 0,00% karena proses pemutakhiran nasional dan validasi hasil tindak lanjut rekomendasi BPK belum selesai. Namun demikian, progres penyelesaian tindak lanjut telah menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Tingkat penyelesaian pada Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan telah mencapai 95,17%, sedangkan hasil konsolidasi pada tingkat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan mencapai 95,24%. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya proses konsolidasi dan penyempurnaan tindak lanjut dari seluruh unit kerja sebelum penetapan nilai resmi. Apabila mengacu pada target sekretaris Inspektorat Jenderal target yang ditetapkan menjadi 95,40 dan akan dianalisis pada triwulan ke-3.
	D. Faktor Pendukung, kendala dan Tindak Lanjut Beberapa faktor yang mendukung progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK antara lain:
	Komitmen pimpinan dalam mendorong percepatan penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan.
	Monitoring berkala terhadap status tindak lanjut rekomendasi pada seluruh unit kerja.
	Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Direktorat Jenderal SDM Kesehatan Tahun 2025–2029, progres tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Semester I menunjukkan bahwa organisasi berada pada jalur yang mendukung pencapaian target jangka menengah. Meskipun capaian resmi indikator masih mengikuti mekanisme penilaian T+1, penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan menjadi modal penting dalam mencapai target tahunan dan target Renstra.
	3.2 Executive Dashboard Kinerja Semester I Tahun 2026
	Meskipun beberapa indikator kinerja belum memperoleh hasil penilaian final karena mengikuti mekanisme evaluasi yang dilaksanakan oleh instansi berwenang, perkembangan pelaksanaan kegiatan sampai dengan Semester I menunjukkan bahwa sebagian besar target antara telah berada pada jalur yang diharapkan. Kondisi tersebut menjadi modal penting untuk mencapai target kinerja organisasi pada akhir Tahun 2026 melalui optimalisasi pelaksanaan program pada Semester II.
	Untuk memperoleh gambaran secara komprehensif mengenai posisi capaian kinerja sampai dengan Semester I Tahun 2026, perlu dilakukan pemetaan terhadap seluruh indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan. Pemetaan tersebut tidak hanya memperlihatkan tingkat ketercapaian target Perjanjian Kinerja, tetapi juga menunjukkan perkembangan indikator yang masih berada dalam proses penilaian sesuai mekanisme evaluasi yang berlaku. Dengan demikian, kondisi kinerja organisasi dapat dipahami secara utuh sebagai dasar dalam menentukan fokus pelaksanaan program dan kegiatan pada Semester II Tahun 2026.
	Secara umum, pelaksanaan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan sampai dengan Semester I Tahun 2026 menunjukkan perkembangan yang positif. Dari lima indikator kinerja utama, Indeks Kualitas SDM telah melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Sementara itu, Nilai Kinerja Anggaran masih memerlukan percepatan pelaksanaan program dan penyerapan anggaran pada Semester II agar target tahunan dapat tercapai.
	3.3 Capaian Indikator Kinerja Lainnya
	3.3.1 Indikator Kinerja Mandiri (IKM)
	Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Mandiri
	Tabel 3.12 Ringkasan Capaian IKM Semester I Tahun 2026
	Penerapan Indikator Kinerja Mandiri pada Tahun 2026 bertujuan memperkuat pengukuran aspek tata kelola organisasi yang belum seluruhnya tercermin dalam indikator kinerja utama. Sampai dengan Semester I Tahun 2026, Nilai SAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan telah mencapai 92 atau 110,84% dari target, yang menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah berjalan sangat baik dan melampaui target yang ditetapkan.
	Sementara itu, Indeks Integritas Direktorat Jenderal SDM Kesehatan masih menggunakan hasil penilaian Tahun 2025 sebagai baseline pelaksanaan indikator, dengan nilai 75,52 atau 94,40% terhadap target Tahun 2026. Nilai tersebut belum merupakan capaian Tahun 2026 karena proses penilaian Indeks Integritas dilaksanakan secara nasional dan hasil resminya baru akan ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada periode berikutnya (T+1). Oleh karena itu, evaluasi Semester I lebih diarahkan pada kesiapan organisasi dalam mendukung proses penilaian daripada pada pencapaian nilai akhir indikator.
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	3.4 Analisis Realisasi Anggaran dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
	Analisis realisasi anggaran pada subbab ini difokuskan pada pelaksanaan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan sebagai satuan kerja pelaksana kegiatan. Meskipun salah satu Indikator Kinerja Direktif mengukur persentase realisasi anggaran Direktorat Jenderal SDM Kesehatan pada level Eselon I, analisis pada bagian ini diarahkan untuk menjelaskan kontribusi pelaksanaan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan dalam mendukung pencapaian target realisasi anggaran Direktorat Jenderal SDM Kesehatan secara keseluruhan.
	3.4.1 Gambaran Umum Realisasi Anggaran Semester I Tahun 2026
	Realisasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan sampai dengan Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sesuai tahapan yang direncanakan, meskipun belum seluruh anggaran dapat direalisasikan. Pola penyerapan tersebut dipengaruhi oleh karakteristik kegiatan yang sebagian besar dijadwalkan pada Semester II, termasuk kegiatan yang memerlukan proses pengadaan barang dan jasa, koordinasi lintas unit, serta penyelesaian administrasi pelaksanaan kegiatan.
	Di samping itu, implementasi kebijakan pengendalian belanja pemerintah turut memengaruhi penyesuaian terhadap waktu pelaksanaan beberapa kegiatan operasional. Oleh karena itu, tingkat realisasi anggaran pada Semester I belum sepenuhnya mencerminkan capaian akhir pelaksanaan program, namun menunjukkan posisi pelaksanaan anggaran sampai dengan akhir Juni 2026 sebagai dasar percepatan pelaksanaan kegiatan pada Semester II.
	3.4.2 Analisis Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja
	Realisasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan sampai dengan Semester I Tahun 2026 didominasi oleh Belanja Barang dengan pagu sebesar Rp43.945.246.000 atau hampir seluruh pagu anggaran yang dikelola.
	Sampai dengan 30 Juni 2026, realisasi Belanja Barang mencapai Rp12.765.903.636 atau 29,06%, sedangkan sisa anggaran masih sebesar Rp31.179.342.364 atau 70,94%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan operasional dan kegiatan pendukung manajemen masih akan dilaksanakan pada Semester II sesuai jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan.
	Di sisi lain, Belanja Modal memiliki pagu yang relatif kecil sebesar Rp1.500.000, dengan realisasi sebesar Rp1.499.000 atau 99,93%. Tingginya tingkat realisasi tersebut menunjukkan bahwa pengadaan aset penunjang yang direncanakan pada Semester I telah hampir seluruhnya diselesaikan.
	Secara keseluruhan, struktur realisasi anggaran menunjukkan bahwa tingkat penyerapan masih dipengaruhi oleh karakteristik kegiatan yang sebagian besar merupakan belanja operasional dengan pola pelaksanaan bertahap sepanjang tahun anggaran.
	📌 Catatan Evaluasi Semester I Capaian Positif
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	3.4.3 Analisis Realisasi Anggaran Berdasarkan Rincian Output (RO)
	Tabel 3.16 menunjukkan perkembangan capaian output pada 23 Rincian Output (RO) Kegiatan 6798 sampai dengan Semester I Tahun 2026 yang tersebar pada 7 Klasifikasi Rincian Output (KRO), yaitu ABG, AFA, BDD, EBA, EBB, EBC, dan EBD. Berdasarkan hasil pemantauan, capaian progress output menunjukkan variasi sesuai karakteristik kegiatan, tahapan pelaksanaan, serta mekanisme pengukuran masing-masing Rincian Output.
	Secara umum, Rincian Output yang mendukung layanan manajemen inti menunjukkan capaian yang sangat baik. RO EBA.956 (Layanan BMN), EBA.957 (Layanan Hukum), EBA.958 (Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi), EBA.969 (Layanan Bantuan Hukum), EBB.951 (Layanan Sarana Internal), EBC.954 (Layanan Manajemen SDM), EBD.952 (Layanan Perencanaan dan Penganggaran), serta EBD.955 (Layanan Manajemen Keuangan) telah mencapai progress output 100%. Selain itu, EBA.960, EBD.953, dan EBD.965 telah mencapai progres di atas 95%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar layanan utama Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan telah terlaksana sesuai dengan target Semester I.
	Di sisi lain, beberapa RO masih berada pada tahap pelaksanaan dengan progres antara 20% hingga 68%, antara lain EBA.962, EBA.994, EBA.Z06, EBC.996, EBC.Z11, dan EBD.Z26. Berdasarkan keterangan dalam Laporan Kinerja Satker, kondisi tersebut umumnya dipengaruhi oleh proses penyelesaian administrasi pertanggungjawaban keuangan, pembayaran uang muka pekerjaan, maupun karakteristik pelaksanaan kegiatan yang memang dijadwalkan secara bertahap sampai Semester II. Oleh karena itu, progress output yang belum optimal tidak sepenuhnya menunjukkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan, melainkan mencerminkan tahapan penyelesaian output sesuai proses bisnis masing-masing kegiatan.
	Sementara itu, terdapat beberapa RO yang masih menunjukkan progres relatif rendah, yaitu ABG.036, AFA.001, BDD.001, EBA.Z02, EBA.Z05, EBD.Z31, dan EBD.Z33. Berdasarkan referensi pada Laporan Kinerja Satker, kondisi tersebut dipengaruhi oleh efisiensi dan optimalisasi anggaran, proses penyusunan regulasi dan NSPK yang masih berlangsung, serta kegiatan yang masih berada pada tahap persiapan, seperti implementasi SPIP Terintegrasi dan penyelenggaraan kearsipan. Kondisi tersebut sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan dan menjadi fokus percepatan pada Semester II Tahun 2026.
	"Selain memperhatikan progress output, Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan juga menggunakan nilai gap sebagai instrumen pengendalian pelaksanaan kegiatan. Nilai gap digunakan untuk mengidentifikasi deviasi antara target dan capaian output sehingga dapat menjadi dasar dalam menetapkan prioritas percepatan pelaksanaan pada Semester II Tahun 2026."
	Highlight Evaluasi Progress Output Semester I Tahun 2026
	Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian Rincian Output (RO) Kegiatan 6798 sampai dengan Semester I Tahun 2026, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Dukungan Manajemen pada Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan secara umum telah berjalan sesuai dengan tahapan yang direncanakan. Mayoritas Rincian Output yang mendukung fungsi manajemen inti telah mencapai target atau menunjukkan progres yang tinggi, sedangkan Rincian Output yang masih berada pada tahap awal pelaksanaan umumnya dipengaruhi oleh karakteristik proses bisnis, jadwal pelaksanaan kegiatan, serta mekanisme penyelesaian administrasi dan pengakuan output.
	Hasil pemantauan progress output menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian pelaksanaan kegiatan telah berjalan secara sistematis melalui monitoring terhadap perkembangan setiap Rincian Output. Informasi tersebut menjadi dasar bagi Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan dalam menetapkan prioritas percepatan pelaksanaan kegiatan, penyelesaian administrasi pertanggungjawaban, serta mitigasi terhadap potensi risiko keterlambatan pada Semester II. Dengan demikian, seluruh Rincian Output diharapkan dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026.
	Selain menggambarkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, capaian Rincian Output juga menunjukkan bahwa setiap RO memiliki kontribusi terhadap pencapaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Oleh karena itu, evaluasi terhadap progress output tidak hanya menjadi alat pengendalian pelaksanaan kegiatan, tetapi juga menjadi dasar untuk
	3.4.4 Analisis Keterkaitan Realisasi Anggaran dengan Capaian Kinerja
	Tabel 3.17 Keterkaitan Rincian Output (RO) terhadap Indikator Kinerja Semester I Tahun 2026
	Tabel 3.17 menunjukkan bahwa pelaksanaan Rincian Output (RO) pada Kegiatan 6798 telah dirancang untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan melalui hubungan yang terukur antara penggunaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan hasil kinerja. Setiap RO memiliki kontribusi yang berbeda sesuai dengan karakteristik indikator yang didukung, baik secara langsung maupun tidak langsung.
	Pada IKK 33.1.8 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Direktorat Jenderal SDM Kesehatan, RO EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi telah mencapai progress output sebesar 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh kegiatan pendukung telah dilaksanakan sesuai target Semester I. Namun demikian, capaian indikator masih tercatat 0 karena survei kepuasan pengguna layanan baru dijadwalkan pada Semester II. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan RO merupakan prasyarat bagi pengukuran indikator, meskipun hasil akhirnya baru dapat diketahui setelah proses survei selesai dilaksanakan.
	Untuk IKK 33.2.8 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal SDM Kesehatan, keterkaitan dengan pelaksanaan kegiatan bersifat lintas RO, karena indikator ini dipengaruhi oleh kualitas perencanaan, pelaksanaan anggaran, dan capaian output seluruh kegiatan pada Kegiatan 6798. Oleh karena itu, peningkatan nilai indikator tidak hanya bergantung pada besarnya realisasi anggaran, tetapi juga pada ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, kualitas pengelolaan anggaran, dan konsistensi pencapaian output di setiap RO.
	Pada IKK 33.3.8 Indeks Kualitas SDM Direktorat Jenderal SDM Kesehatan, RO EBC.954 Layanan Manajemen SDM telah mencapai progress output 100%, yang berkontribusi terhadap capaian indikator sebesar 84,47, melampaui target Semester I. Hal tersebut menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara keberhasilan pelaksanaan program pengembangan SDM dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Jenderal SDM Kesehatan.
	Sementara itu, pada IKK 33.4.17 Nilai Maturitas Manajemen Risiko dan IKK 33.4.25 Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, hubungan antara RO dan capaian indikator memiliki karakteristik yang berbeda. Meskipun pelaksanaan RO pendukung telah berjalan sesuai tahapan, capaian resmi kedua indikator masih bernilai 0 karena mengikuti mekanisme penilaian oleh pihak eksternal, yaitu APIP untuk penilaian maturitas manajemen risiko dan mekanisme penilaian T+1 untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Dengan demikian, progres pelaksanaan RO pada Semester I lebih mencerminkan tingkat kesiapan organisasi dalam menghadapi proses penilaian daripada capaian akhir indikator.
	Secara keseluruhan, analisis menunjukkan bahwa hubungan antara pelaksanaan RO dan capaian indikator kinerja tidak selalu bersifat linier. Beberapa indikator dapat segera mencerminkan hasil pelaksanaan kegiatan, sedangkan indikator lainnya dipengaruhi oleh mekanisme evaluasi yang dilakukan secara periodik atau oleh instansi eksternal. Oleh karena itu, evaluasi kinerja Semester I perlu memperhatikan karakteristik masing-masing indikator agar efektivitas pelaksanaan program dapat dinilai secara lebih komprehensif.
	Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara penggunaan anggaran, pelaksanaan Rincian Output (RO), dan pencapaian indikator kinerja, hasil analisis pada Tabel 3.17 selanjutnya disajikan dalam bentuk dashboard manajemen. Penyajian secara visual dimaksudkan untuk memperlihatkan keterkaitan antara input (anggaran), output (RO), dan outcome (indikator kinerja) sebagai dasar evaluasi efektivitas pelaksanaan Program Dukungan Manajemen Semester I Tahun 2026. Dashboard ini diharapkan dapat memudahkan pimpinan dalam mengidentifikasi kontribusi setiap kelompok kegiatan terhadap pencapaian sasaran organisasi serta menetapkan prioritas pengendalian pada Semester II Tahun 2026.
	Gambar 3.19 menggambarkan bahwa pelaksanaan Program Dukungan Manajemen pada Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan telah menerapkan prinsip penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting), yaitu setiap alokasi anggaran diarahkan untuk menghasilkan keluaran (output) yang terukur dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja organisasi. Model keterkaitan antara input, output, dan outcome tersebut menunjukkan bahwa setiap Rincian Output (RO) memiliki peran yang jelas dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan.
	Hubungan antara Rincian Output dengan indikator kinerja menunjukkan karakteristik yang berbeda sesuai dengan mekanisme pengukurannya. Beberapa indikator, seperti Indeks Kualitas SDM Ditjen SDM Kesehatan, memperlihatkan hubungan yang bersifat langsung, di mana penyelesaian Rincian Output pada layanan manajemen SDM berkontribusi terhadap capaian indikator yang telah melampaui target Semester I. Sebaliknya, indikator seperti Indeks Kepuasan Pengguna Layanan, Nilai Maturitas Manajemen Risiko, dan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK memerlukan tahapan pengukuran lanjutan berupa survei maupun penilaian oleh pihak eksternal. Oleh karena itu, meskipun Rincian Output pendukung telah dilaksanakan sesuai target Semester I, capaian resmi indikator belum dapat ditetapkan pada periode pelaporan ini.
	Selain menunjukkan hubungan antara output dan outcome, dashboard juga memperlihatkan bahwa Nilai Kinerja Anggaran merupakan indikator yang dipengaruhi oleh keseluruhan pelaksanaan Rincian Output pada Kegiatan 6798. Dengan demikian, peningkatan nilai indikator tidak hanya bergantung pada besarnya realisasi anggaran, tetapi juga pada ketepatan pelaksanaan kegiatan, kualitas pengelolaan anggaran, penyelesaian output, dan konsistensi pelaporan kinerja di seluruh tim kerja.
	Dari perspektif manajemen, model keterkaitan ini menegaskan bahwa efektivitas pelaksanaan program tidak dapat dinilai hanya berdasarkan tingkat penyerapan anggaran atau jumlah output yang dihasilkan, tetapi harus dilihat dari kontribusi setiap kegiatan terhadap pencapaian sasaran organisasi. Oleh karena itu, pengendalian pelaksanaan pada Semester II diarahkan pada percepatan penyelesaian Rincian Output yang masih berproses, penyelesaian administrasi pertanggungjawaban, pelaksanaan survei kepuasan pengguna layanan, serta pemenuhan seluruh data dukung yang diperlukan dalam proses penilaian indikator oleh instansi yang berwenang. Pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program sekaligus memastikan tercapainya target Perjanjian Kinerja Tahun 2026.
	Makna Manajerial pada gambar 3.19
	Evaluasi Strategis Keterkaitan Anggaran, Output, dan Kinerja Semester I Tahun 2026
	Hasil Evaluasi Keterkaitan Anggaran, Output, dan Kinerja
	Hasil evaluasi menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan Program Dukungan Manajemen tidak hanya ditentukan oleh tingkat realisasi anggaran, tetapi juga oleh kemampuan Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan dalam mengarahkan setiap Rincian Output menjadi keluaran yang memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian indikator kinerja organisasi. Oleh karena itu, fokus pengendalian pada Semester II diarahkan pada percepatan penyelesaian kegiatan, penguatan kualitas pelaksanaan, serta pemenuhan seluruh persyaratan penilaian agar target Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dapat dicapai secara optimal.
	Berdasarkan hasil analisis keterkaitan antara realisasi anggaran, Rincian Output (RO), dan capaian indikator kinerja, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Dukungan Manajemen pada Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan telah
	3.4.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
	Tabel 3.18 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Semester I Tahun 2026

	Hasil evaluasi pada Tabel 3.18 menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya di Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan selama Semester I Tahun 2026 telah diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran organisasi melalui pengelolaan anggaran, pelaksanaan Rincian Output (RO), optimalisasi sumber daya manusia, penguatan tata kelola, serta pemanfaatan teknologi informasi. Pendekatan tersebut mencerminkan upaya organisasi dalam memastikan bahwa setiap sumber daya yang digunakan mampu memberikan hasil yang optimal sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.
	Dari aspek pemanfaatan anggaran, pelaksanaan kegiatan telah disesuaikan dengan prioritas program dan tahapan pelaksanaan Semester I. Meskipun realisasi anggaran belum mencapai target tahunan, pelaksanaan kegiatan tetap berjalan sesuai rencana dan mendukung penyelesaian sebagian besar Rincian Output. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran tidak hanya berorientasi pada tingkat penyerapan, tetapi juga diarahkan untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan program secara efektif.
	Pada aspek pelaksanaan Rincian Output (RO), mayoritas output telah mencapai target atau menunjukkan progres yang sesuai dengan tahapan pelaksanaan. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pengelolaan kegiatan telah berjalan secara efektif sehingga mampu mendukung penyelenggaraan layanan manajemen dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja organisasi.
	Efisiensi penggunaan sumber daya juga tercermin pada pemanfaatan sumber daya manusia melalui pelaksanaan kegiatan secara kolaboratif antar tim kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian berbagai kegiatan secara terintegrasi tanpa memerlukan penambahan struktur organisasi, sehingga koordinasi, komunikasi, dan efektivitas pelaksanaan program dapat terus ditingkatkan.
	Selanjutnya, dari aspek penguatan tata kelola, pelaksanaan monitoring, evaluasi, manajemen risiko, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengendalian kinerja. Penerapan mekanisme tersebut mendukung peningkatan akuntabilitas, memperkuat pengendalian internal, dan memastikan bahwa setiap permasalahan yang muncul dapat segera ditindaklanjuti melalui langkah-langkah perbaikan yang terukur.
	Sementara itu, pemanfaatan teknologi informasi melalui berbagai aplikasi perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIPT) telah memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan manajemen organisasi. Digitalisasi proses bisnis mempercepat penyediaan data, meningkatkan akurasi pelaporan, serta mendukung pengambilan keputusan secara lebih cepat dan berbasis data.
	Secara keseluruhan, evaluasi efisiensi menunjukkan bahwa sumber daya yang dimiliki Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan tidak hanya dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan sesuai target, tetapi juga menghasilkan nilai tambah berupa penguatan tata kelola, peningkatan efektivitas koordinasi, optimalisasi proses bisnis, dan peningkatan kualitas layanan manajemen. Dengan demikian, efisiensi penggunaan sumber daya pada Semester I Tahun 2026 tidak hanya tercermin dari aspek finansial, tetapi juga dari kemampuan organisasi dalam menghasilkan manfaat yang mendukung pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal SDM Kesehatan.
	Hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya sebagaimana disajikan pada Tabel 3.18 selanjutnya divisualisasikan dalam bentuk dashboard manajemen untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pemanfaatan sumber daya pada Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan selama Semester I Tahun 2026. Penyajian secara visual dimaksudkan untuk memperlihatkan keterkaitan antara pemanfaatan anggaran, pelaksanaan Rincian Output (RO), pengelolaan sumber daya manusia, penguatan tata kelola, dan digitalisasi proses bisnis sebagai faktor-faktor yang mendukung efektivitas pelaksanaan Program Dukungan Manajemen.
	Dashboard ini tidak hanya menggambarkan kondisi pemanfaatan sumber daya, tetapi juga menunjukkan nilai tambah yang dihasilkan terhadap peningkatan kualitas tata kelola organisasi, efektivitas layanan manajemen, serta penguatan proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, Gambar 3.20 menjadi media evaluasi yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana sumber daya yang tersedia telah dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan pada Semester I Tahun 2026.
	Gambar 3.20 memberikan gambaran menyeluruh mengenai efisiensi penggunaan sumber daya pada Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan selama Semester I Tahun 2026. Dashboard menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran, pelaksanaan Rincian Output (RO), pengelolaan sumber daya manusia, penguatan tata kelola, serta digitalisasi proses bisnis telah dilaksanakan secara terpadu untuk mendukung pencapaian sasaran organisasi. Pendekatan tersebut mencerminkan bahwa efisiensi tidak hanya dipandang sebagai upaya mengoptimalkan penggunaan anggaran, tetapi juga sebagai proses menciptakan nilai tambah melalui pengelolaan sumber daya yang efektif dan terintegrasi.
	Visualisasi pada dashboard memperlihatkan bahwa setiap komponen sumber daya saling melengkapi dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Program Dukungan Manajemen. Pemanfaatan anggaran menjadi fondasi bagi pelaksanaan kegiatan, yang selanjutnya menghasilkan Rincian Output (RO) sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Rincian Output tersebut kemudian memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja organisasi, sehingga terbentuk hubungan yang jelas antara penggunaan sumber daya dan hasil yang dicapai.
	Dashboard juga menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya tidak hanya menghasilkan keluaran yang terukur, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi organisasi. Nilai tambah tersebut tercermin melalui meningkatnya sinergi antar tim kerja, penguatan tata kelola dan pengendalian internal, peningkatan kualitas layanan manajemen, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program. Berbagai upaya tersebut berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih cepat, akurat, dan berbasis data.
	Dari perspektif manajemen, dashboard ini menegaskan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki, tetapi oleh kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya tersebut secara efisien untuk menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pada Semester II Tahun 2026 Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan akan terus memperkuat koordinasi lintas tim kerja, meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan program, mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi, serta memastikan
	Evaluasi Strategis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Semester I Tahun 2026
	Faktor Kunci Keberhasilan Semester I Tahun 2026
	Pendekatan tersebut mencerminkan penerapan prinsip penganggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada hasil serta mendukung peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
	Ke depan, penguatan koordinasi, percepatan penyelesaian kegiatan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi perlu terus dilakukan sebagai upaya menjaga efektivitas penggunaan sumber daya dan memastikan seluruh target Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dapat dicapai secara optimal.
	BAB IV PENUTUP
	4.1 Simpulan

	Indeks Kualitas SDM Direktorat Jenderal SDM Kesehatan dan Nilai SAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan menunjukkan capaian yang telah memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia dan penguatan tata kelola organisasi yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan. Di sisi lain, indikator yang mekanisme pengukurannya bergantung pada pelaksanaan survei maupun proses penilaian oleh instansi yang berwenang, seperti Indeks Kepuasan Pengguna Layanan, Nilai Maturitas Manajemen Risiko, dan Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Ditindaklanjuti, masih menunggu hasil penilaian resmi sesuai ketentuan yang berlaku.
	Sementara itu, Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal SDM Kesehatan, Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal SDM Kesehatan, dan Persentase Mutasi Pegawai Antar Unit Kerja menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya percepatan pada Semester II. Percepatan tersebut akan dilakukan melalui penguatan koordinasi, optimalisasi pelaksanaan kegiatan, percepatan penyelesaian Rincian Output (RO), serta peningkatan monitoring dan evaluasi secara berkala agar seluruh target Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dapat dicapai sesuai dengan yang telah ditetapkan.
	Secara keseluruhan, hasil evaluasi Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan telah berada pada jalur yang mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi. Berbagai capaian yang telah diperoleh menjadi modal penting untuk mempertahankan kinerja yang telah baik sekaligus mempercepat penyelesaian indikator yang masih berproses sehingga target Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dapat dicapai secara optimal pada akhir tahun.
	4.2 Rencana Tindak Lanjut Semester II Tahun 2026
	Gambar 4.1 menggambarkan arah strategis pelaksanaan Program Dukungan Manajemen pada Semester II Tahun 2026 sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja Semester I. Roadmap tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan kinerja tidak hanya difokuskan pada penyelesaian indikator yang masih memerlukan percepatan, tetapi juga diarahkan untuk mempertahankan capaian indikator yang telah memenuhi target melalui penguatan tata kelola, peningkatan kualitas pelaksanaan program, dan optimalisasi penggunaan sumber daya secara berkelanjutan.
	Lima fokus strategis yang ditetapkan, yaitu peningkatan capaian indikator kinerja, percepatan pelaksanaan anggaran, penyelesaian Rincian Output (RO), penguatan tata kelola dan pengendalian, serta peningkatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dalam mewujudkan pencapaian target Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Pelaksanaannya memerlukan sinergi seluruh tim kerja agar setiap kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai standar mutu, dan memberikan kontribusi terhadap sasaran strategis Direktorat Jenderal SDM Kesehatan.
	Selain itu, keberhasilan pelaksanaan roadmap sangat dipengaruhi oleh komitmen pimpinan, kolaborasi lintas tim kerja, pemanfaatan teknologi informasi, serta budaya perbaikan berkelanjutan. Melalui implementasi roadmap ini, Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Dukungan Manajemen sekaligus memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi pada akhir Tahun 2026.
	Tabel 4.2 Rencana Tindak Lanjut Semester II Tahun 2026
	Tabel 4.2 menunjukkan bahwa rencana tindak lanjut Semester II Tahun 2026 disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Semester I serta diarahkan untuk memastikan seluruh target Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dapat dicapai secara optimal. Setiap fokus strategis memiliki keterkaitan langsung dengan hasil evaluasi yang telah diuraikan pada Bab III, sehingga tindak lanjut yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan langkah perbaikan yang terukur dan berorientasi pada hasil.
	Pelaksanaan rencana tindak lanjut memerlukan komitmen seluruh tim kerja dalam memperkuat koordinasi, meningkatkan kualitas pelaksanaan program, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta memastikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, tindak lanjut yang dirumuskan diharapkan tidak hanya mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pada Semester I, tetapi juga meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan memperkuat pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal SDM Kesehatan sampai akhir Tahun 2026.
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